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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan
dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah
perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penectapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung nomor 521);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 117);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).



Menetapkan :

32,

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 43 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor
43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Lampung
Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Utara dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Utara untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di
singkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
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Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

[su-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka Panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang
akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau
seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dap
sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan da!am suatu
program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah
ditetapkan,



BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan

(2)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN Il TAHUN
BERKENAAN ;

BAB III .- KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH;

BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH;

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : PENUTUP.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dijadikan:

a.
b.
¢,

d.

(1)

dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
dan Perubahan PPAS;

landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD; dan

bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
dalam perubahan RKPD Tahun 2023; dan

d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra
Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan
perubahan Renja Perangkat Daerah.



(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 periu
memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati
dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan
dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
2023

Diundangkan di Kotabumi INE >~
pada tanggal 28 I 2023
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan
masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus
dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian
dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan
pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan
dalam prinsip sinergi, kolaborasi dan harmoni. Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode
tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaidah-kaidah
perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanan

pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah
daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif

wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Perubahan RKPD
tahun 2023 paling sedikit memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah;
evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan; analisis rancangan kerangka ekonomi
Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah
kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan

program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan
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prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan

pendanaan Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023

mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Kedudukan dari Perubahan RKPD ini, diantaranya adalah :

a. Merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah
ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ke dalam program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah.

b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan
Perangkat Daerah.

c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.

d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam
Perubahan RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RKPD murni
Tahun 2023 sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023, mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan
memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Proses penyusunan Perubahan
RKPD, dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-
bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menjabarkan
Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 yang telah

menjadi dokumen rencana melalui pembahasan bersama dengan DPRD.

Pendekatan top down dan bottom up merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa
dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional. Penyusunan
RKPD Kabupaten Lampung Utara dimulai dengan menganalisa hasil evaluasi
pencapaian kinerja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, serta
memperhatikan kondisi daerah, kebijakan provinsi dan nasional, untuk
selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah
melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah.
Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan melalui telaah terhadap pokok-pokok
pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.
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Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh
permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan
daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon
isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tahap penyusunan
Perubahan RKPD dijabarkan sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Perubahan RKPD. Pada tahap persiapan ini dilakukan
beberapa proses yaitu :
a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Perubahan RKPD;
b. Orientasi mengenai Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 oleh tim
penyusun Perubahan RKPD;
c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun Perubahan RKPD; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Pada tahap penyusunan rancangan
Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan
dan menelaah hal-hal sebagai berikut :

a. analisis evaluasi hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023;

=

analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

o o

penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah;
perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

5 ™0

. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis
nasional;

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun sistematika rancangan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut :

1) Pendahuluan

2) Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

3

4

)
) Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

6) Penutup

Rancangan Perubahan RKPD yang telah disempurnakan digunakan sebagai

pedoman penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

3. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD merupakan proses

penyempurnaan rancangan Perubahan RKPD menjadi Rancangan Akhir
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1.2,

Perubahan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil verifikasi dengan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Rancangan akhir Perubahan
RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk
dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan
kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir Perubahan
RKPD.
4. Penetapan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Perubahan RKP
dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar

ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan yuridis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Lampung Utara adalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 500), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung nomor 521);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 521);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
Nomor 22);
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28.

29.

30.

31.

32.

1.3.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
117);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2022 Nomor 43);

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi
dengan perencanaan pembangunan nasional. Karenanya penyusunan RPJMD
sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan
menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada
RKP serta sebagai pedoman Renstra perangkat daerah. Hubungan antar

dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
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Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Secara lebih terperinci hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah adalah
dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam RKPD memuat kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan
kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan
pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun

sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang
berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan
yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang
direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari
APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari
APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target

tahunan yang tercantum dalam RPJMD.
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2023

RKPD merupakan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan secara

bahan

utama

pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

Sasaran Jangka Menengah dan Tahun Daerah

Tabel 1.1

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

RPJMD RKPD
SASARAN JANGKA
NO MENENGAH INDIKATOR SASA%;I\];;QEUNAN INDIKATOR
DAERAH
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Pendidikan
kualitas pendidikan Pendidikan kualitas pendidikan
dan pengetahuan dan pengetahuan
masyarakat masyarakat
2 | Tercapainya Indeks Tercapainya Indeks Kesehatan
masyarakat Kesehatan masyarakat
Lampung Utara yang Lampung Utara yang
sehat sehat
3 | Terjaganya Rasio warisan Terjaganya Rasio warisan
kelestarian nilai budaya daerah kelestarian nilai budaya daerah
budaya masyarakat yang budaya masyarakat yang dilestarikan
dilestarikan
4 | Terwujudnya Indeks Terwujudnya Indeks
masyarakat yang Keharmonisan masyarakat yang Keharmonisan
religius, toleran dan Masyarakat religius, toleran dan Masyarakat
ramah anak ramah anak
5 | Meningkatnya peran | Rasio organisasi | Meningkatnya peran | Rasio organisasi
aktif kepemudaan kepemudaan aktif kepemudaan kepemudaan yang
yang aktif aktif
6 | Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Prasarana
Kuantitas dan Prasarana Kuantitas dan Wilayah
Kualitas Wilayah Kualitas Indeks Sarana
Infrastruktur Daerah | Indeks Sarana Infrastruktur Daerah | Wilayah
Wilayah
7 | Terwujudnya tata Rasio Terwujudnya tata Rasio Kepatuhan
ruang yang sinergis Kepatuhan Tata | ruang yang sinergis Tata Ruang
Ruang
8 | Terwujudnya Indeks Kualitas | Terwujudnya Indeks Kualitas
Lampung Utara yang | Lingkungan Lampung Utara yang | Lingkungan Hidup
bersih, indah dengan | Hidup (IKLH) bersih, indah dengan | (IKLH) Kab/Kota
kelestarian Kab/Kota kelestarian
lingkungan hidup lingkungan hidup
secara berkelanjutan secara berkelanjutan
9 | Meningkatnya Iklim Rasio Meningkatnya Iklim Rasio Peningkatan
Investasi Peningkatan Investasi Investasi
Investasi
10 | Meningkatnya Pertumbuhan Meningkatnya Pertumbuhan
kesejahteraan rakyat | PDRB kesejahteraan rakyat | PDRB
melalui penataan, melalui penataan,
pengelolaan dan pengelolaan dan
optimalisasi optimalisasi
pemanfaatan potensi pemanfaatan potensi
daerah daerah
11 | Meningkatnya Rasio Meningkatnya Rasio Peningkatan
kemandirian fiskal Peningkatan kemandirian fiskal Pendapatan Asli
daerah Pendapatan Asli | daerah Daerah (PAD)
Daerah (PAD)
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1.3.2.

RPJMD RKPD
SASARAN JANGKA
NO MENENGAH INDIKATOR SASAI}Q)AAI\}{:’}IQ“QEUNAN INDIKATOR
DAERAH
1 2 3 4 5
12 | Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Keamanan
keamanan dan Keamanan keamanan dan
kenyamanan kenyamanan
lingkungan, lalu- lingkungan, lalu-
lintas serta lintas serta
ketertiban umum ketertiban umum
13 | Meningkatnya Indeks Resiko Meningkatnya Indeks Resiko
kemampuan tanggap | Bencana kemampuan tanggap | Bencana
bencana bencana
14 | Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Nilai SAKIP
Profesionalisme dan Profesionalisme dan Opini BPK
Akuntabilitas Akuntabilitas
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Opini BPK Pemerintahan
15 | Meningkatnya Rata-rata Meningkatnya Rata-rata Capaian
kualitas pelayanan Capaian kualitas pelayanan Standar Pelayanan
publik Standar publik Minimal dan SPP
Pelayanan
Minimal dan
SPP
16 | Meningkatnya Rasio Meningkatnya Rasio
pertumbuhan sektor | pertumbuhan pertumbuhan sektor | pertumbuhan
ekonomi kreatif ekonomi kreatif | ekonomi kreatif ekonomi kreatif
17 | Meningkatnya Persentase Meningkatnya Persentase
kuantitas dan peningkatan kuantitas dan peningkatan
kualitas pelaku pelaku usaha kualitas pelaku pelaku usaha
usaha ekonomi ekonomi kreatif | usaha ekonomi ekonomi kreatif
kreatif yang di bantu kreatif yang di bantu oleh
oleh pemerintah pemerintah daerah
daerah

Sumber Data : Bappeda Kab. LU Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Perencanaan Sektoral

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara
tahun 2023 perlu memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan
sektoral, baik di tingkat nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Lampung Utara.
Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain:
Rencana Aksi Nasional (RAN) Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan
mengakhiri segala bentuk kemiskinan; mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan
pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian secara berkelanjutan;

menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak,
Grand Design Penanganan Pemukiman Kumuh 2020, Rencana Aksi dan Strategi

Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kawasan Strategis Nasional, Strategi
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1.3.3.

1.4.

Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Grand Design Reformasi

Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Lampung yang perlu
diperhatikan yaitu RAD Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGs) Provinsi Lampung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Provinsi Lampung, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Lampung, RAD Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan
Pedoman Pelaksanaan PUG di Lampung. Sedangkan beberapa dokumen
pembangunan sektoral Kabupaten Lampung Utara yang perlu diperhatikan adalah
RAD Sustainable Development Gols (SDGs) dan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) dan penanganan permukiman kumubh.

Di Provinsi Lampung telah disusun RAD mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) Tahun 2021, walaupun untuk Kabupaten Lampung Utara belum
melakukan perhitungan, tetapi hasil dari RAD tersebut akan diintegrasikan dalam

Dokumen RKPD Tahun 2023, sebagai pendukung data Provinsi Lampung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lampung Utara tahun 2023 perlu memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024.
KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Utara disusun untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung
Utara memenuhi prinsip saling ketergantungan (interdependency), prinsip
keseimbangan (equilibrium), dan prinsip keadilan (justice). Selain itu, sebagai
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penyusunan KLHS
RPJMD Kabupaten Lampung Utara berupa isu strategis dan rekomendasi dalam
pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara. Integrasi KLHS
dalam dokumen perubahan RPJMD Lampung Utara Tahun 2019—2024 adalah

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 161.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta untuk mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi

pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna
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1.5.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan disusunnya Perubahan

RKPD tahun 2023 adalah untuk :

1.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Lampung
Utara dengan Bupati Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya akan
dijabarkan dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-RAPBD) Tahun 2023;

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah;

Menjaga legitimasi penambahan output baru dan atau pengurangan output
dalam Perubahan RKPD Kabupaten

Menjustifikasi pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun
anggaran berjalan

Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan

Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Maksud dan Tujuan

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1.

Evaluasi Realisasi RPJMD sampai Tahun 2022
2.1.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah sampai Tahun 2022
2.1.2. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022
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2.1.3. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 dan S.d
TW II Tahun 2023
2.2. Eavluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
3.1.2. Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Arah Pendapatan Daerah
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1. Visi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024
4.1.2. Misi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024
4.1.3. Tyjuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2024
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI. PENUTUP
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)
TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2022

Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Sampai Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting
untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu,
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada
dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.
PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber
daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu,
PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari

tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan
menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit
merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga
konstan. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual
menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan
pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Berikut disajikan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) menurut jenis lapangan usaha Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Lampung Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/ 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor Ekonomi (%) (%) (%) (%) (%)
Pertanian,Kehutanan dan 37,40 35,79 36,56 35,6 35,49
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 3,65 3,58 3,69 3,50 3,39
Industri Pengolahan 13,17 13,87 13,40 13,70 13,34
Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07
Pengadaan Air Pengolahan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Sampah,Limbah dan Daur
Ulang
Kontruksi 8,01 8,16 7,90 8,37 8,40
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Lapangan Usaha/ 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor Ekonomi (%) (%) (%) (%) (%)

Perdagangan Besar dan 12,71 13,34 12,72 13,41 13,82

Eceran,Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 5,62 5,66 5,44 5,42 6,05

Penyediaan Akomodasi dan 1,27 1,31 1,24 1,18 1,13

Makan Minum

Informasi dan Komunikasi 4.47 4,52 4,81 4,75 4,76

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,92 2,65 1,93 1,96 1,91

Real Estate 2,56 0,11 2,66 2,59 2,48

Jasa Perusahaan 0,11 2,65 0,11 0,10 0,10

Administrasi 3,71 3,61 3,82 3,78 3,59

Pemerintahan,Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 3,57 3,67 3,83 3,77 3,58

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,94 0,95 1,01 1,02 0,96

Sosial

Jasa Lainnya 0,76 0,79 0,74 0,70 0,85
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS, 2023

PDRB merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga berlaku pada setiap tahunnya. PDRB Menurut Jenis Lapangan
Usaha tahun 2018-2022 yang terbesar berkontribusi adalah dari sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pertahunnya sebanyak
36,17%, sedangkan kontribusi terendah sama seperti tahun 2021 di berikan oleh
Bidang Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya 0,06%
pertahunnya. Berikut kami sajikan PDRB Harga Konstan 2010 yang artinya nilai
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu
untuk dijadikan dasar.

Tabel 2.2
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/ 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor Ekonomi (%) (%) (%) (%) (%)
Pertanian,Kehutanan dan Perikanan 2,05 0,76 0,20 -0,71 2,08
Pertambangan dan Penggalian 4,24 4,60 1,25 -1,92 -0,14
Industri Pengolahan 10,03 11,24 -5,14 5,75 2,16
Pengadaan Listrik dan Gas 6,46 8,71 5,48 4,21 0,18
Pengadaan Air Pengolahan 2,07 1,83 2,36 2,73 3,27
Sampah,Limbah dan Daur Ulang
Kontruksi 9,55 7,60 -2,92 6,92 1,34
Perdagangan Besar dan 6,99 8,52 -6,80 8,61 6,80
Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan Pergudangan 5,81 7,69 -5,59 2,11 9,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan 9,42 8,76 -5,58 -1,10 2,00
Minum
Informasi dan Komunikasi 6,94 7,84 7,02 5,98 6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,49 2,62 3,34 1,89 -2,13
Real Estate 5,13 5,84 -1,99 1,28 0,90
Jasa Perusahaan 2,07 3,60 -1,59 1,03 3,10
Administrasi 4,54 4,00 4,52 4,07 0,54
Pemerintahan,Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 7,36 7,80 2,83 1,14 3,17
EVALUASI HASIL TRIWULAN Il (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 2-2




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara | 2023

Lapangan Usaha/ 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor Ekonomi (%) (%) (%) (%) (%)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,85 6,40 6,00 3,32 -0,60
Jasa Lainnya 4,45 4,45 -4,66 -1,97 23,06
PDRB 5,31 5,33 -1,45 2,82 3,16

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tingkat pertumbuhannya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan tercepat
selama lima tahun terakhir (2018-2022) adalah sektor Informasi dan komunikasi.
Pada tahun 2018, PDRB ADHK 2010 sektor Informasi dan komunikasi adalah
sebesar Rp836,93 milyar, dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,79
persen per tahunnya hingga menjadi sebesar Rp1.104,85 milyar pada tahun 2022.
Sementara itu, sektor dengan tingkat pertumbuhan paling lambat selama kurun
waktu lima tahun terakhir adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Meskipun merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi dalam pembentukan total
PDRB Kabupaten Lampung Utara, nama sektor tersebut cenderung tumbuh lebih
lambat pada setiap tahunnya. Tahun 2018 PDRB ADHK 2010 sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan adalah sebesar Rp5.790,85 milyar, dan hanya mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 0,81 persen per tahunnya hingga menjadi sebesar
Rp 5.890,27 milyar pada tahun 2022.

Terkait kontribusi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara antara
Tahun 2018—2022 relatif stabil dan konstan antara 5,10 hingga 5,33 persen, namun
akibat adanya pandemi covid-19, pada tahun 2020 turun secara drastis menjadi -
1,45% dan kembali naik pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 2,82- dan 3,16%
Berikut disajikan posisi Kabupaten Lampung Utara dibandingkan 14
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung tahun 2022 :

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten di Provinsi Lampung
Tahun 2022
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara berada pada peringkat ketiga
terendah, setelah Lampung Timur pada posisi paling rendah dan Pesisir Barat pada

posisi kedua paling rendah.

PDRB Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir
cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten
Lampung Utara atas harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp27.006,93 milyar, dan
atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010) adalah sebesar Rp17.256,56 milyar.
Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Hanya pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Lampung Utara
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2019). Penurunan nilai PDRB
Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2010 tersebut disebabkan oleh efek Pandemi
Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Berikut disajikan perbandingan antara PDRB
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 sampai dengan 2022 :

Grafik 2.2
Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara, Nasional dan
Provinsi Lampung Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Lampung 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara antara Tahun 2018-2019
relatif stabil dan konstan antara 5,33 hingga 5,31%. Sedangkan pada tahun 2020
turun secara drastis menjadi -1,45% akibat pandemi covid-19 dan kembali naik pada
Tahun 2021 sebesar 2,82%, meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,16%,

walaupun masih di bawah Provinsi dan Nasional.

PDRB Perkapita
Indikator ekonomi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

pembangunan ekonomi lainnya adalah PDRB perkapita penduduk. Nilai PDRB per
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kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Berikut disajikan PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2018-2022
sebagai berikut :

Grafik 2.3
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2022
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Sumber : BPS 2023

PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 ada pada peringkat ke
delapan dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. PDRB Perkapita Kabupaten
Lampung Utara selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2018 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp36,06 juta
dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp42,52 juta pada tahun
2022. PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 sedikit
mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi yang
menyentuh angka negatif, yaitu -1,45 persen. Sedangkan PDRB perkapita tertinggi
dibandingkan dengan Kabupaten yang bersebrangan Kabupaten Lampung Utara

pada tahun 2022 adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai Rp54,96 juta.

Rasio Gini

Gini ratio atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini adalah
sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat
ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya
distribusi pendapatan. Sebagai sebuah alat ukur, gini ratio digunakan agar bisa
mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan
berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu
populasi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan
gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari O (0%) sampai

1 (100%). Nilai O menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan
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nilai 1 menggambarkan ketidak sempurnaan. Nilai rasio gini Kabupaten Lampung
Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Perbandingan Rasio Gini Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS 2023

Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan
yang semakin tinggi. Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara O sampai
1. Apabila koefisien gini ratio bernilai O berarti pemerataan sempurna, sedangkan
apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Gini Ratio
Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 adalah 0,284 berada di bawah rasio gini
Provinsi Lampung dan Nasional hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.
Rasio gini dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan pendapatan yang membuat
ketimpangan tersebut mengalami penurunan. Berikut perbandingan rasio gini
Lampung Utara dengan 14 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung :

Grafik 2.5
Rasio Gini Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022
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Sumber : BPS Lampung, 2023
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Berdasarkan tabel diatas rasio gini Kabupaten Lampung Utara tertinggi pada Tahun
2018 dengan nilai 0,311. Namun seiring berjalannya waktu rasio gini Kabupaten
Lampung Utara menurun terendah pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 naik
0,009% naiknya ketimpangan ini masih dalam kategori sedang dengan melampaui

target yaitu <0,31.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selain PDRB, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui
IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dimana IPM ini dapat menunjukkan
tingkat kesejahteraan penduduk daerahnya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar
yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga
komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup
(kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli (purchasing power parity).
Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia,
sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Untuk
mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks
daya beli sebagai acuan untuk mengukur IPM. Secara rinci IPM Kabupaten Lampung

Utara dan komponen pembentuknya disajikan pada tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Kal;rlil;):‘ieiiampung Utara Tahun 2018—2022

Tahun IPM AHH EYS MYS Pengeluaran
2018 67,17 08,71 12,44 8,19 8.559
2019 67,63 69,05 12,47 8,20 8.779
2020 067,67 09,21 12,48 8,21 8.733
2021 67,89 69,30 12,49 8,34 8.737
2022 68, 33 69,57 12,54 8,35 8.951

Sumber : BPS LU, 2023

Berdasarkan data pada Tabel diatas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Lampung
Utara selama tahun 2018-2022 cenderung meningkat, rata-rata kenaikkan IPM
setiap tahunnya adalah sebesar 1,16%. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas
hidup manusia di Kabupaten Lampung Utara terus meningkat setiap tahunnya.
Namun demikian jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional dan IPM Provinsi
Lampung, maka IPM Kabupaten Lampung Utara lebih rendah dari IPM Nasional dan
Provinsi Lampung. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar
(67,17) berada di bawah IPM Nasional (71,39) dan IPM Provinsi Lampung (69,02).
Pada tahun 2022 baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten
Lampung Utara terus meningkat dari tahun-tahun ssebelumnya. Secara rinci
perbandingan IPM Nasional, Provinsi Lampung, dan Lampung Utara disajikan pada

Gambar berikut :
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Grafik 2.6
IPM Lampung Utara, Lampung dan Indonesia
Tahun 2018-2022
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IPM Kab. Lampung Utara pada tahun 2022 mencapai 68,33, meningkat sebesar
0,44 persen dibanding tahun 2021. Namun demikian, IPM Kab. Lampung Utara
masih berada di bawah angka Provinsi yang mencapai 70,45 dan Nasional yang
mencapai 72,91. Saat ini kategori IPM Kabupaten Lampung Utara masih berstatus
sedang dan tetap berada pada peringkat ke-9 se-Provinsi Lampung, dengan range
sebesar 3-4 poin dibandingkan dengan Kabupaten Mesuji sebagai Kabupaten dengan
IPM paling rendah dan memiliki range sebesar hampir 10 poin jika dibandingkan
dengan Kota Bandar Lampung sebagai Kota dengan IPM paling tinggi. Berikut
disajikan IPM 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 :

Grafik 2.7
IPM 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022
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Indeks Pembangunan Manusia penting dalam hal mengukur keberhasilan dalam
upaya membangun kualitas hidup manusia, IPM dapat menentukan level
pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 sebesar 67,89%
dengan kenaikan 0,44% Tahun 2022 menjadi 68,33%. Pada tingkat Kabupaten
Perbatasan Lampung Utara Berada diposisi ke 3 diantara Kabupaten Lampung
Tengah dan Lampung Barat. Sedangkan Kabupaten Lampung Utara berada pada
peringkat ke 9 di tingkat Provinsi Lampung.

2.1.1.5 Laju Inflasi

Salah satu kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada Tahun 2018
diantaranya adalah besarnya tingkat laju inflasi yang terjadi di daerah. Total emisi
Tahun 2018 sebesar 2,92%, dengan rata-rata tingkat inflansi setiap bulan sebesar
1,046%. Besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan adanya kenaikan harga-harga
barang konsumsi. Kelompok makanan,minuman dan tembakau memberikan andil
inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,84 persen. Kondisi ini relatif normal dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara apabila
dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun yang lalu. Pada Tahun 2018, laju
inflasi Kabupaten Lampung Utara sebesar 2,92 %. Komoditi yang memberikan
sumbangan besar dalam mempengaruhi inflasi di Kabupaten Lampung Utara adalah
kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik yang berdampak pada
peningkatan harga kebutuhan pokok. Laju inflasi Kabupaten Lampung Utara dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Indonesia, Provinsi Lampung dan Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2018-2022
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Nilai Laju inflasi Kabupaten Lampung Utara merujuk pada estimasi Nilai Inflasi di
Kota Bandar Lampung. Inflasi Kabupaten Lampung Utara meningkat signifikan pada
tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 laju inflasi Tahun 2022 naik 3,39
menjadi 5,51 hal ini terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan

bakar minyak bersubsidi pada September 2022. Inflasi pada Kabupaten Lampun
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Utara Juga dapat dipengaruhi Kebiasaan sebagian masyarakat untuk belanja barang
dan pakaian diluar wilayah Lampung Utara terutama pada hari libur, cenderung
masyarakat berlibur dan belanja barang dan pakaian di Bandar Lampung. Selain itu
Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di luar
wilayah Kabupaten Lampung Utara terutama tingkat SMU dan perguruan tinggi.
Jumlah toko retail modern yang tinggi dan menyebar sehingga toko-toko lokal dan
warung masyarakat kalah bersaing. Serta Kurangnya produksi bahan jadi atau
setengah jadi, produksi masih didomisili dengan bahan mentah terutama disektor

pertanian dan perkebunan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Utara

telah berupaya untuk menurunkan laju inflasi, diantaranya dengan Penguatan tugas

dan fungsi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai berikut :

1. Mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya
terhadap pencapaian target inflasi

2. Merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian target
inflasi

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh
dalam rangka pengendalian inflasi

4. Melakukan diseminasi target dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada
masyarakat

S. Memberikan usulan target inflasi sesuai dengan periode yang ditetapkan

IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau
tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Indeks Harga Konsumen (IHK)
memiliki kaitan yang kuat dengan inflasi. Sebagai tambahan pengetahuan, inflasi
merupakan kenaikan harga suatu komiditas barang atau jasa suatu negara secara
terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Adanya pergerakan naik dari harga
sebuah komoditas dalam IHK dapat dijadikan sebagai pertanda bahwa telah terjadi
inflasi pada komoditas tersebut. IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei
Harga Konsumen (SHK) di setiap kota. SHK meliputi jenis barang dan jasa dengan
kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kota yang
bersangkutan. Data Harga Konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran
terpilih. Sebagai pelengkap SHK, juga dilakukan survei volume penjualan eceran
khusus beras dan survei volume penjualan eceran komoditas tertentu, seperti bensin,

bahan bakar rumah tangga, barang lainnya dengan kualitas yang beragam.

Adapun bidang-bidang yang dilakukan perhitungan ada 11 jenis yaitu : makanan,
minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan
bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah

tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi,
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olahraga, dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran,;
perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Grafik 2.9
Indeks Harga Konsumen Nasional, Provinsi Lampung dan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022
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Untuk IHK, Kabupaten Lampung Utara tidak dilakukan perhitungan sehingga angka
yang digunakan mengacu pada Provinsi Lampung. Untuk IHK angka tertinggi di
Provinsi Lampung pada tahun 2019 yaitu 140,46 dan kemudian turun cukup
signifikan pada tahun 2020 menjadi 106,36 dan sedikit meningkat pada tahun 2021
menjadi 108,63 dan meningkat kembali menjadi 114,68 pada tahun 2022.

Grafik 2.10
Indeks Harga Konsumen Gabungan dan 2 Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2018-2022
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Andil Inflasi adalah besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi
harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional.
Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan,
merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga
pada bulan yang bersangkutan. Dikarenakan Kabupaten Lampung Utara
berpedoman pada Kota Bandar Lampung, maka akan kami sajikan data andil inflasi

menurut 11 jenis pengeluaran sebagai berikut :

Grafik 2.11
Persentase Andil Inflasi Lampung Utara (Kota Bandar Lampung)
Tahun 2022
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Sumber : BPS 2023

Pada tahun 2022, ada satu jenis pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu pada
kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03%. Sementara
penyumbang andil inflasi tertinggi ada pada kelompok transportasi sebesar 2,03%,
dilanjutkan makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,40% dan Pendidikan
sebesar 0,52%.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, selain data
tentang pertumbuhan ekonomi diperlukan pula data pendukung disektor pertanian.
Ukuran ini disajikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah sebagai
dasar pengambil kebijakan. Salah satu pendekatannya adalah dengan Nilai Tukar
Petani (NTP). NTP adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks
harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional,
NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan
petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan

keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP)
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juga merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah yang merupakan
ukuran hubungan harga. NTP merupakan penggambaran secara umum mengenai
daya beli komoditas atau produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini
dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk biaya produksi

dan penambahan modal.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu :

1. NTP>100, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan, ketika
tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan lebih cepat daripada
tingkat ratarata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika tingkat
rata-rata harga yang diterima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada
tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

2. NTP=100, berarti petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan
karena perubahan rata-rata harga yang diterima oleh petani sama dengan
perubahan rata-rata harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

3. NTP<100, berarti petani mengalami mengalami penurunan dalam hal
perdagangan, ketika tingkat rata-rata harga yang mereka bayar mengalami
kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang diterima
terhadap tahun dasar atau ketika tingkat rata-rata harga dibayar mengalami
penurunan yang lebih lambat daripada tingkat ratarata harga yang diterima
terhadap tahun dasar.

Nilai tukar petani Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.12
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2019-2022
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Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 sebesar 96,96 %

cukup tinggi namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan bahkan pada
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tahun 2020 nilai NTP Kabupaten Lampung Utara turun sejauh 2,23%. Rentang
waktu 2021-2022 NTP Kabupaten Lampung Utara berhasil mengalami kenaikan
9,5%. Kenaikan NTP dikarenakan naiknya Indeks Harga yang diterima petani

sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan.

Rata-rata NTP Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,03
persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan indeks
harga yang diterima petani (7,99 persen) lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang
dibayar petani (2,11 persen). Indeks NTP Provinsi Lampung di awal tahun bernilai
106,85 berfluktuatif dengan indeks tertingginya mencapai 108,43 di bulan Maret
2022. Subsektor tanaman perkebunan rakyat menjadi subsektor dengan nilai NTP
tertinggi di tahun 2022 yaitu 115,41. Sementara itu, kenaikan tertinggi indeks NTP
terjadi pada subsektor tanaman hortikultura dengan kenaikan sebesar 11,20 persen
dibandingkan tahun 2021.

Grafik 2.13
Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang
Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Lampung Tahun 2020-2022
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Sumber : BPS 2023

Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang sangat strategis yang
memerlukan penanganan dengan pendekatan insklusif untuk mencapai kesamaan
persepsi diantara stakeholder. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten
Lampung Utara dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan
dengan tingkat kemiskinan bervariasi, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan dan perekonomian masyakarat Lampung Utara sehingga
memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penangannya. Pendekatan yang bisa
digunakan hendaknya bersifat local strategic melalui pelibatan local stakeholder

sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.
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Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha,
serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
diwujudkan dengan perwujudan program perencanaan pengembangan wilayah
strategi dan cepat tumbuh melalui kegiatan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lampung Utara. Tujuan
dibentuknya TKPKD diharapkan mampu melakukan perencanaan penganggaran
serta mampu memantau dan mengkoordinasikan program-program penanggulangan
kemiskinan di daerah, dan mengupayakan penurunan yang sudah di tetapkan baik
oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan lainnya
juga memberikan masukan kepada stakeholder dan PD yang terkait dalam
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara melalui program-

program yang ada di dinas masing-masing.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara sebesar 614.700
jiwa, dan dari jumlah tersebut terdapat 128.020 jiwa yang termasuk dalam kategori
penduduk miskin, atau persentase penduduk miskinnya adalah sebesar 20,85
persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung. Pada tahun-
tahun berikutnya angka tersebut terus menunjukkan perbaikan (penurunan) hingga
pada tahun 2020. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara
sebanyak 635.129 jiwa, dan dari jumlah tersebut terdapat 114.670 jiwa yang
termasuk dalam kategori penduduk miskin, atau persentase penduduk miskinnya
hanya menjadi 18,41 persen. Kabupaten Lampung Utara berhasil menurunkan
kemiskinan sebesar 1,22% di Tahun 2022. Secara rinci penduduk miskin Kabupaten

Lampung Utara disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022
Indeks Indeks

Jumlah Penduduk Garis Kedalaman Keparahan

Tahun Penfiuduk M1§k1n Yo Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan
(jiwa) (Jiwa) (p1) (p2)
2018 | 614.700 128.020 | 20,85 390.927 2,96 0,63
2019 616.897 122.650 19,90 400.248 3,72 0,93
2020 614.700 119.035 19,30 441.045 2,88 0,69
2021 614.893 121.910 19,63 451.876 3,3 0,82
2022 635.129 114.670 18,41 475.290 2,95 0,72

Sumber : BPS Lampung Utara 2023

Penduduk miskin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 berkurang sebanyak
7.240 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya 2021 Penduduk miskin meningkat 2.875
jiwa dengan persentase peningkatan 0,63% dari jumlah penduduk 614.893 jiwa.
Berikut disajikan trend kemiskinan Tahun 2018-2022 :
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Grafik 2.14
Trend Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Lampung dan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Kemiskinan menjadi masalah yang multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan grafik diatas Kemiskinan
Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 sebesar 19,90 tertinggi dibandingkan dengan
Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara yaitu Kabupaten
Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Barat, dan Tulang Bawang Barat. Hingga
tahun 2022 kemiskinan Kabupaten Lampung Utara menurun menjadi 18,41% yang
dimana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berhasil menurunkan sebesar 1,22%

tingkat kemiskinan yang hal tersebut tidaklah mudah.

Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang
diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan.
Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu lima tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan
Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar Rp390.927 perkapita/bulan. Hingga pada
tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar Rp475.290
perkapita/bulan, posisi ke tujuh di Provinsi Lampung setelah Tulang Bawang Barat

sebesar 476.712 perkapita/bulan.

Berikut disajikan grafik persentase penduduk miskin seluruh Kabupaten/Kota yang
ada di Provinsi Lampung untuk tahun 2022 berdasarkan data dari BPS Provinsi

Lampung Tahun 2023.
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Grafik 2.15
Persentase Penduduk Miskin di Seluruh Kabupaten/Kota
Di Provinsi Lampung Tahun 2022
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Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Pada Tahun 2022, Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten dengan
penduduk miskin tertinggi sebesar 18,41%, tetapi angka ini mengalami penurunan
yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 19,63%.
Mendalami Kemiskinan tentu perlunya analisis hingga titik terdalam suatu tingkatan.
Indeks Kedalaman kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran
masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang artinya semakin
tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis
kemiskinan. Berikut kami sajikan indeks kedalaman kemiskinan seluruh
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai berikut :

Grafik 2.16
Indeks Kedalamanan Kemiskinan (P1) Seluruh Kabupaten/Kota
Di Provinsi Lampung Tahun 2022

3,5
2,95
3
2,5 2,31
2,22 2,15 00
2 189 187 148
15 142 434
1,17 1,07
1 0,88 0,87
,65
. l
L 3 (€] fa O
& F ¥ S F S X S
Q &K & & & <<‘ N N & ro <¥ c,?z N & z
& ¥ Q@ N N ¥ NG N & % > & A N\ X
S N 3 N % S
N QZ’-J \?@ N ‘(b(\% Q"\

Sumber : BPS LU, 2023
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Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Lampung Utara merupakan rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Pada tahun 2022 Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Lampung
Utara paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Lampung
sebesar 2,95. Namun pada Tahun 2022 Kabupaten Lampung Utara mampu
menurunkan indeks kedalaman kemiskinannya 0,35% dibandingkan tahun 2021
sebesar 3,3 artinya ada perbaikan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah
dalam mengentas kemiskinan. Jika indeks kedalaman kemiskinan adalah rata-rata
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan adalah
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, maka semakin ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin. Berikut tren indeks keparahan kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung tahun 2022 :

Grafik 2.17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Seluruh Kabupaten/Kota
Di Provinsi Lampung Tahun 2022
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Sumber : BPS LU, 2023

Berdasarkan grafik diatas indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2022 menurun 0,10% dibandingkan Tahun 2021. Pada Tahun 2022
indeksi keparahan kemiskinan Kabupaten Lampung Utara masih di posisi paling
tinggi diikuti oleh Lampung Timur, Pesisir Barat dan Way Kanan. Perlu diketahui
semakin tinggi indeks, maka semakin parah kemiskinannya, oleh karenanya harus
semakin terukur dan tepat sasaran dalam membuat suatu kebijakan. Selain indeks
keparahan kemiskinan, kemiskinan dapat diukur secara mendalam dengan data
kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi
layak, Kesehatan, tempat tinggal Pendidikan dan akses informasi yang terbatas
termasuk pendapatan dan layanan sosial (United Nations, 1996). Berikut persentase

penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Utara :
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Grafik 2.18
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Ekstreem
Tahun 2021-2022
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Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, 2022

Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam

upaya Pengentasan Kemiskinan adalah pada :

1.

Pemberian Bantuan Sosial pada : PKH 45.150 KK, BNPT 66.174 KK, BLT BBM
75.930 KK, Pemberian Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia 10
unit, Pemberian Tongkat Kruk bagi penyandang disabilitas dan lansia 12 Unit,
Pemberian alat bantu jalan bagi penyandang disabilitas dan lansia 12 Unit,
Pemberian bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang
mengindap penyakit berat 8 KK, Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat
tidak mampu 98 KK, Pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak bencana
(banjir, kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor) 84 KK., Bantuan uang
tunai bagi orang terlantar 35 Orang, Bantuan uang dan barang bagi lansia dan
disabilitas dari kementerian sosial (APBN)35 orang, bantuan uang tunai dampak
inflasikenaikan BBM 6.010 PKM.

Pemberian Bantuan UMKM pada : Bantuan Pembentukan Badan Hukum
Koperasi (KoperasinKonsumen dan KoperasiProdusen) di 2 Unit Koperasi.
Pemberian Bantuan Kesehatan JKN Kesehatan pada : PBI APBN sebanyak
31.800 Jiwa, PBI APBD sebanyak 17.128 Jiwa.

Pemberian Bantuan Pendidikan pada : Program Indonesia Pintar (PIP) SD
sebanyak 8300 Siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) SMP 13.715 Siswa,
Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu melalui program BOS SMP sebanyak
23.343 Siswa.

Pemberian bantuan pertanian

Alsintan : Traktor Roda 2 (TR 2) 9 unit ke 9 kelompok tani, Pompa air 12 unit
ke 12 Kelompok Tani, Hand Sprayer di 21 Kelompok Tani, Cultivator 2 unit di 2
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Kelompok Tani, Jalan usaha tani di 4 Kelompok tani, jaringan irigasi tersier di 7

kelompok tani.

Bibit Lada (APBD) 5.500 bibit, Bibit Lada (APBN) 40.000 bibit, Bibit ternak sapi
40 ekor, Bibit Ternak Kambing 210 ekor, bibit teranak ayam 2000 ekor, Bibit
sayuran 130 sachet di 2 desa, pengembangan kawasan kencur 30 Ha di 4 desa,
Pengembangan kawasan jahe 25 Ha di 4 desa, Pengembangan kawasan durian
10 Ha di 1 desa, Pengembangan kawasan alpokat 10 ha di 1 desa,
Pengembangan Kawasan Pisang 10 Ha 1 desa, Sarana dan prasarana bangsal
pasca panen hortikultura 3 unit di 3 desa, Solar Drayer DOM/Pengeringan
Tenaga matahari unit di 1 desa, Pengembangan sumber summber air :
pembangunan embung pertanian 1 unit, pengembangan irigasi perpompaan
menengah 1 unit untukl desa, rehabilitasi jaringan irigasi tersier 19 unit untuk

16 desa, lantai jemur lada 4 unit.

2.1.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Angkatan kerja secara konsep BPS adalah mereka yang berusia kerja (15 tahun dan
lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Data ketenagakerjaan di BPS diperoleh dari Survei Angkatan Kerja
Nasional (SAKERNAS) dengan periode waktu pelaksanaan secara semesteran, untuk
penghitungan indikator ketenagakerjaan hingga tingkat kabupaten, diperoleh dari

pelaksanaan Sakernas bulan Agustus.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 sebanyak 306.994
jiwa dan tahun 2022 sebesr 296.355 jiwa atau dengan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dengan
persentase sebesar 66,70 persen, dan turun Kembali pada tahun 2022 menjadi
63,93%. Penurunan persentase tersebut diikuti dengan kenaikan persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,15 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.5
Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021 dan 2022

No Uraian 2021 2022

1 Angkatan Kerja (Jiwa) 306.994 296.355
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66,70 63,93
3 Tingkat Pengangguran (%) 6,12 6,15
4 Bekerja (Jiwa) 288.147 278.121

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

Menurut lapangan pekerjaan, 52,1 persen angkatan kerja di Kabupaten Lampung
Utara bekerja di sektor Pertanian, 9,8 persen pada sektor Industri, dan 38,1 persen
di sektor Jasa. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan

kegiatan utama bekerja sebanyak 288.147 jiwa atau sebesar 93,86 persen terhadap

EVALUASI HASIL TRIWULAN Il (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 2-20



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara | 2023

jumlah angkatan kerja. Menurut status pekerjaan, sebesar 24,96 persen berusaha
sendiri, sementara berusaha di bantu buruh tidak tetap mencapai 14,78 persen.
Sebesar 22,64 persen berstatus buruh/karyawan/pegawai, dan sebesar 17,13
persen berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.

Gambar 2.1
Persentase Penduduk Bekerja di 3 Sektor Unggulan
Tahun 2022

Pertanian

52%

Industri
10%

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 17,75 persen angkatan kerja
tidak/belum pernah bersekolah atau tidak/belum tamat SD, 28,36 persen
merupakan tamatan SD, 22,85 persen merupakan tamatan SMP, 15,86 persen
merupakan tamatan SMA, 1,58 persen merupakan tamatan D1 hingga D3, dan 5,10
persen merupakan tamatan universitas.

Gambar 2.2
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tahun 2021

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023
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Grafik 2.19
Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Lampung Utara
Tahun 2018-2022

TREND TPT
8
7
6
5
4
3
2
1
0 L - L L L
2018 2019 2020 2021 2022
M LAMPUNG UTARA 4,87 5,11 5,43 6,14 6,15
 LAMPUNG 4,06 4,06 4,67 4,69 4,52
i NASIONAL 5,3 5,23 7,07 5,83 5,86

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

Pada tahun 2021, TPT meningkat menjadi 6,14. Akibat pandemi Covid-19 tingkat
pengangguran Terbuka terus mengalami kenaikan yang signifikan. Tingkat
Pengangguran Terbuka Lampung Utara pada Tahun 2021 berada lebih tinggi 1,45%
dari Provinsi Lampung yaitu 4,69% dan berada 0,45% lebih tinggi dari TPT Nasional
yaitu 5,83%. Pada tahun 2022, ada sedikit peningkatan sebesar 0,1% dibandingkan
tahun 2021.

Grafik 2.20
Perbandingan Antar Wilayah Untuk Capaian TPT
Tahun 2022

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2022

Lampung Barat 2,1
Mesuji 3,22
Way Kanan 3,28
Lampung Timur 3,3
Tulang Bawang 3,52
Lampung Tengah 3,56
Tanggamus 3,7
Pesisir Barat 3,73
Tulang Bawang Barat 4,12
Metro 4,34
PROVINSI LAMPUNG IS 4,52
Pringsewu 4,77
Pesawaran 5,06
Lampung Selatan 5,31
Lampung Utara 6,15
Bandar Lampung 7,91

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023
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Grafik 2.21
Trend Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2022
TREND TPAK
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2018 2019 2020 2021 2022
—e—LAMPUNG UTARA 68,48 68,28 68,12 66,7 63,96
—e—LAMPUNG 69,62 69,06 70,16 69,35 70,06
NASIONAL 67,31 67,53 67,77 67,8 68,63

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan
dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan.
Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan, Indikator
yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Indikator Kinerja Daerah
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara dari sisi keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada
aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Indikator Kinerja Daerah
secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program

prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Pada tahun 2021, terjadi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024, dengan demikian terjadi perubahan di dalam substansi
RPJMD, sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan juga terhadap kinerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Utara. Realisasi Indikator Kinerja Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2022

dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.A
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah
Tahun 2022
TAHUN 2022
NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN INTERPRETASI
2 3 4 5 6
I Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan
berbudaya
1 Indeks Pendidikan 93,95 100,58 107,06 | Melebihi Target
2 Indeks Kesehatan 76,99 100,06 129,96 | Melebihi Target
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TAHUN 2022
NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN INTERPRETASI
1 2 3 4 S 6
3 Rasio warisan budaya 89,63 100,00 111,57 | Melebihi Target
daerah yang dilestarikan
4 Indeks Keharmonisan 96,73 100,00 107,84 | Melebihi Target
Masyarakat
) Rasio organisasi 20 53,33 266,65 | Melebihi Target
kepemudaan yang aktif
II Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung
pengembangan sektor strategis
6 Indeks Prasarana Wilayah 80,58 71,41 85,44 | Tidak Memenuhi
Target
7 Indeks Sarana Wilayah 75,65 67,97 96,21 | Tidak Memenuhi
Target
8 Rasio kepatuhan Tata 64,71 37,86 56,75 | Tidak Memenuhi
Ruang Target
9 Indeks Kualitas 63,88 62,38 97,65 | Tidak Memenuhi
Lingkungan Hidup Target
111 Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah
10 Rasio Peningkatan 1,5 4,94 329,19 | Melebihi Target
Investasi
11 Pertumbuhan PDRB 2,65 3,16 Melebihi Target
112,06
12 Rasio Peningkatan 7,2 7,54 342,73 | Melebihi Target
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
13 Indeks Keamanan 95,37 75,15 78,80 | Tidak Memenuhi
Target
14 Indeks Resiko Bencana 131,2 131,2 Telah Memenuhi
100,00 | Target
IV Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima
15 | Nilai SAKIP B CcC 86,65 | Tidak Memenuhi
Target
16 Opini BPK WTP WDP WDP [ Telah Memenuhi
Target
17 Rata-rata Capaian Standar 58,33 85,83 147,15 | Melebihi Target
Pelayanan Minimal dan
SPP
\" Mewujudkan Lampung Utara sebagai Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung
18 Rasio pertumbuhan 64,5 51,27 84,74 | Tidak Memenuhi
ekonomi kreatif Target
19 Persentase peningkatan 56,93 54,55 103,05 | Melebihi Target
pelaku usaha ekonomi
kreatif yang di bina oleh
pemerintah daerah

Sumber Data : Data Diolah

Dari 19 indikator sasaran daerah yang dilakukan evaluasi pada tahun 2022, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Melebihi Target yang telah direncanakan berjumlah 10 Indikator atau

52,63 %.
b. Indikator yang Telah Memenuhi Target yang telah direncanakan untuk tahun

2022 berjumlah 2 Indikator atau 10,53 %.

c. Indikator yang Tidak Memenuhi Target Kinerja berjumlah 7 Indikator atau

36,84 %.
Tabel 2.6.B
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR REALISASI TARGET
NO KINERJA PEMBANGUNAN SATUAN TAHUN 2022 | RKPD 2022 KET
DAERAH
1 2 3 4 S 6
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan PDRB | Poin | 3,16 | 2,65-2,85 |
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ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR REALISASI TARGET
NO KINERJA PI/EMBAN GUNAN SATUAN TAHUN 2022 RKPD 2022 KET
DAERAH
1 2 3 4 S) 6
2 Tingkat Pengangguran | Persen 6,15 5,09-5,07
Terbuka
3 Tingkat Kemiskinan Persen 18,41 18,6-18,5
4 IPM Poin 68,33 69,03-69,10
5 PDRB Perkapita Juta Rp 42,52 39,24-39,33
6 Laju Inflasi Poin 5,51 3,0-3,5
7 Nilai Tukar Petani Poin 104,3 102-103
1T Fokus Kesejahteraan Sosial
a Pendidikan
1 Angka Melek Huruf Persen 97,20 98,38
2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,23 8,23
3 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,54 12,55
b Kesehatan
1 Angka Harapan Hidup Persen 69,57 69,53
2 Angka Kematian Bayi per | Angka 1,1 1,43
1000 KH
3 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka 59,6 1,39/53
4 Insidensi TB (per 100.000 | Persen 40,5 26,72
penduduk)
5 Prevalensi HIV Persen 0,0035 0,23
6 Prevalensi stunting balita Persen 24,70 24
B ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
a Pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD Tahun 38,42 93
SD Tahun 105,8 100
SMP Tahun 99,55 100
2 Angka  Partisipasi Murni
(APM)
PAUD Tahun 39,67 35,57
SD Tahun 96,02 95
SMP Tahun 70,18 79,53
3 Angka  Partisipasi Murni | Tahun 18,36 30
(APM) Pendidikan Kesetaraan
4 Angka Partisipasi Sekolah
(APS)
PAUD Tahun 25,46 62,99
SD/MI Tahun 109,36 93
SMP/MTs Tahun 100,31 90
5 Tingkat partisipasi warga | Persen 38,68 100
negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD
6 Tingkat partisipasi warga | Persen 87,99 100
negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
7 Tingkat partisipasi warga | Persen 86,79 100
negara usia 13-15 tahun
yang Dberpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama
8 Tingkat partisipasi warga | Persen 4,29 100
negara usia 7-18 tahun yang
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
b Kesehatan
1 Angka Kematian Ibu (AKI) per | Angka 59,6 4
100.000 KH
2 Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka 1,1 1,43
per 1.000 KH
3 Cakupan Balita Gizi Buruk | Persen 100 100
mendapat Perawatan
4 Cakupan Kunjungan Bayi Persen 95 67,2
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NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET
RKPD 2022

KET

2

3

4

5)

Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil

Persen

94,54

100

bersalin
pelayanan

Persentase ibu
mendapatkan
persalinan

Persen

90,85

100

Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

Persen

86,42

100

Cakupan pelayanan
kesehatan balita sesuai
standar

Persen

69,78

100

anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persentase

Persen

54,10

100

10

Persentase orang usia 15-29
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Persen

24,20

100

11

Persentase warga negara
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Persen

55,90

100

12

Persentase penderita
hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persen

45,55

100

13

Persentase penderita DM
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persen

70,67

100

14

Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai
standar

jiwa

Persen

70,77

100

15

Persentase orang terduga
TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar

Persen

46,21

100

16

Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai
standar

Persen

64,59

100

17

Rasio daya tampung RS
terhadap Jumlah Penduduk

Rasio

0,083

1,6

18

Persentase RS Rujukan
Tingkat kabupaten/kota yang
terakreditasi

Persen

66,67

67

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Luas kawasan permukiman
rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur
pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kab/Kota

106.560

330,28

Rasio luas kawasan
permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur  pengendalian
banjir di WS Kewenangan
Kab /Kota (IKK)

39,7

40,67

Persentase panjang jaringan
irigasi primer dalam kondisi
baik

Persen

42

42

Persentase panjang jaringan
irigasi sekunder dalam
kondisi baik

Persen

52,5

52,5

Persentase panjang jaringan
irigasi tersier dalam kondisi
baik

Persen

70,88

70,88
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ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR REALISASI TARGET
NO | KINERJA PEMBANGUNAN | SATUAN | mapUN 2022 | RKPD 2022 KET
DAERAH
1 2 8 4 ) 6
6 Rasio luas daerah irigasi | Persen 67,12 67,12

kewenangan kabupaten/kota
yang dilayani oleh jaringan
irigasi (IKK)

7 Persentase Tersedianya air | Persen 32,66 32,66
irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada sesuai dengan
kewenangannya

8 Persentase penduduk yang | Persen 15,53 99,16
mendapatkan akses air
minum yang aman

9 Persentase jumlah rumah | Persen 75,87 100
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan

perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota  (Indikator
SPM)
10 Persentase jumlah rumah | Persen 80,37 100

tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air
limbah domestic (Indikator
SPM)

11 Persentase penduduk yang | Persen 2,36 88,19
terlayani sistem air limbah
(Sanitasi) yang memadai

12 Persentase penduduk yang | Persen 17,44 77,38
terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga
tidak terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali setahun

13 Rasio Kepatuhan IMB (IKK) Persen 100 100
14 Rasio luas kawasan | Rasio 0 55
permukiman sepanjang

pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi
oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan
Kab/Kota (IKK)

15 Tingkat Kemantapan Jalan | Persen 51,92 69,15
Kabupaten/Kota (IKK)
16 Rasio tenaga | Rasio 100 25
operator/teknisi/ analisis yg
memiliki sertifikat
kompetensi (IKK)

17 Rasio proyek tanpa | Rasio 100 100
kecelakaan konstruksi (IKK)

d Perumahan  Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

1 Berkurangnya jumlah unit | Unit 930 3.696
RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni)

2 Cakupan Ketersediaan | Persen 30,73 51,84
Rumah Layak Huni
3 Fasilitasi penyediaan rumah | Persen 100 100
layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten/kota
(Indikator SPM)

4 Persentase kawasan | Persen 0 76,10%
permukiman kumuh dibawah
10 ha di kabupaten/kota
yang ditangani

5 Persentase Jumlah | Persen 10,53 11,09%
perumahan yang  sudah
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NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET
RKPD 2022

2

4

5)

dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)

Luasan Pemukiman Kumuh
di Kawasan Perkotaan (ha)

Ha

50,71

8,57

Cakupan Lingkungan Yang
Sehat dan Aman yang
didukung dengan PSU

Persen

8,64

Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi
korban bencana
Kabupaten/Kota (Indikator
SPM)

Persen

100

Ketertiban
Perlindungan

Ketentraman,
Umum dan
Masyarakat

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
diselesaikan (SPM)

Persen

100

100

Persentase Perda dan
Perkada yang ditegakkan
(SPM)

Persen

40

100

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman dan Keindahan)

Persen

100

100

Persentase Penegakan
PERDA

Persen

38

100

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan
informasi bencana
(SPM)

rawan

Persen

113.599/635
129
(17,89%)

100

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana (SPM)

Persen

125/635.129
(0,020%)

100

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana (SPM)

Persen

0,001

100

Rasio korban bencana yang
memperoleh  penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran (SPM)

Rasio

70

100

Waktu tanggap (response
time) penanganan kebakaran
15 menit setelah
pemberitahuan (SPM)

Persen

100

10

Rasio desa tangguh bencana
dari jumlah desa rawan
becana

Rasio

95

Sosial

Persentase penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti (SPM)

Persen

100

100

Persentase korban bencana
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota (SPM)

Persen

100

100

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial

Persen

64,61

90,51

Persentase PMKS yang
tertangani

Persen

60,77

89,34

Persentase PMKS skala yang
memperoleh bantuan sosial

Persen

69,45

102,1

o B
=
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NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET
RKPD 2022

2

4

S

untuk
kebutuhan dasar

pemenuhan

Persentase korban bencana
yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap

Persen

81,03

89,34

Persentase penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan
sosial

Persen

81,03

89,34

Persentase Warga Negara
penyandang disabilitas yang
memperoleh rehabilitasi
sosial diluar panti

Persen

77,18

85,09

Persentase anak telantar
yang memperoleh rehabilitasi
sosial diluar panti

Persen

8,64

19,44

10

Persentase Warga Negara
lanjut usia terlantar yang
memperoleh rehabilitasi
sosial diluar panti

Persen

98,6

100

11

Persentase Warga Negara/
gelandangan dan pengemis
yang memperoleh rehabilitasi
sosial dasar tuna sosial diluar
panti

Persen

92,62

100

12

Persentase Warga Negara
korban bencana kab/kota
yang memperoleh
perlindungan dan jaminan
sosial

Persen

100

100

1II

Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Tid

ak Berkaitan De

ngan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Tingkat
terbuka (TPT)

pengangguran

Persen

5,09-5,07

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Persen

68,8

Pemberdayaan  Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Persentase Anggaran
Responsif Gender (ARG) pada
belanja langsung APBD

Persen

29,76

56,32

Persentase anak  korban
kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

Persen

100

100

Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000  penduduk
perempuan)

Rasio

1,5999

Rasio kekerasan terhadap
anak per satuan penduduk

Rasio

0,0005

0,49

Pangan

Skor PPH (Pola
Harapan) Konsumsi

Pangan

Skor

80,14

93,88

Ketersediaan
perkapita
(Kkal/Kapita/ /hari)

Energi

Kkal

1.929,70

2.680

Ketersediaan
perkapita

protein

Poin

88,04

66

Persentase Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan

Persen

85,5

89

Al NN

Pertanahan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara

2023

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET

RKPD 2022 KET

2

3

4

5)

Persentase kasus sengketa
tanah yang difasilitasi
penyelesaiannya per tahun

Persen

77,18

93,19

Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Indeks

55.93

55,98

Indeks Kualitas Udara

Indeks

88,20

85,96

WIIN ||

Indeks Kualitas Tutupan
Lahan

Indeks

25,70

26,51

Persentase capaian layanan
pengelolaan persampahan

Persen

67,68

65

Persentase ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap
izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten

Persen

100

Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan
Dokumen Administrasi
Kependudukan

Persen

86,71

100%

Persentase OPD yang telah
memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian Kerjasama (IKK)

Persen

32,26

95%

Pemberdayaan
dan Desa

Masyarakat

Indeks
(IDM)

Desa Membangun

Indeks

0,67

0,65

Persentase Desa Tertinggal

Persen

0,86

Persentase peningkatan
status desa maju

Persen

63,6

7,33

Persentase Peningkatan
Status Desa Mandiri

Persen

2,9

5,5

Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Persentase PUS peserta KB

Persen

67,13

74

Laju pertumbuhan penduduk
(persen)

Persen

0,2

0,8

Total Fertility Rate (TFR)

Persen

2,16

2,67

Persentase kebutuhan ber KB
yang tidak terpenuhi
(Unmeed need)

Persen

12,08

37,12

Persentase pemakaian
kontrasepsi modern (Modern
Contraceptive Prevalance
Rate/mCPR)

Persen

74,70

74

Perhubungan

Persentase sarana
perhubungan dalam kondisi
baik

Persen

76,2

83,98

Rasio panjang jalang
terhadap jumlah kendaraan

Rasio

0,2

0,48

Persentase ketersediaan
fasilitas kelengkapan jalan di
ruas jalan kabupaten dan
Sarana Prasarana
Perhubungan Lainnya

Persen

21

21

Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio

0,57

10

ul|b

Kinerja Lalu Lintas
Kabupaten/Kota

Rasio

Komunikasi dan Informatika

Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Indeks

60,75

60,75
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara

2023

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET
RKPD 2022

KET

2

3

4

5)

Cakupan
Telekomunikasi

Layanan

Persen

46

53,91

Proporsi rumah
dengan akses internet

tangga

Persen

46

60

Koperasi, Usaha kecil, dan
Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Persen

46,42

50

Persentase UKM
BPR/LKM aktif

non

Persen

21

50

Persentase BPR/LKM aktif

Persen

42,4

50

Persentase Usaha Mikro dan
Kecil

Persen

12

50

Penanaman Modal

Nilai Investasi PMA (miliar)

Nilai
(miliar)

112,784

138,1

Nilai Investasi PMDN (miliar)

Nilai
(miliar)

633,101

109,99

Kepemudaan dan Olahraga

Persentase organisasi
pemuda yang aktif

Persen

18

20

Cakupan pembinaan
olahraga

Persen

100

60

Cakupan Pelatih

bersertifikasi

yang

Persen

100

20

Statistik

Persentase ketersediaan
metadata statistik sektoral
yang update

Persen

43,2

40

Persandian

Persentase sistem informasi
pemerintah yang telah
diamankan oleh  system
persandian

Persen

40

Kebudayaan

Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan

Persen

2,22

75

Perpustakaan

Rasio ketercukupan koleksi
perpustakaan dengan
penduduk

Rasio

0,279

Nilai SKM
perpustakaan

pelayanan

Nilai

54

Nilai  tingkat kegemaran
membaca masyarakat

Nilai

50

Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat

Indeks

Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah
yang mengelola arsip secara
baku

Persen

5,7

65

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB harga berlaku

Persen

1,31

Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PAD

Persen

3,5

AlINNE

Pertanian

Konstribusi Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan terhadap PDRB

Persen

42

35,5
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara

2023

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI
TAHUN 2022

TARGET
RKPD 2022

KET

2

4

5)

Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Persen

5,36

Sektor Perdagangan

Perindustrian

Pertumbuhan PDRB Sektor
Industri Pengolahan

Persen

5,75

2,82

Transmigrasi

Persentase kawasan
transmigrasi yang dibina

Persen

6

Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan

Ton

12.257

11.274

Konsumsi Ikan

(kg/kal/tahun)

Kg/kal/th

37,39 (angka
Provinsi)

32,59

Cakupan bina
nelayan

kelompok

Persen

41

38,5

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

Perencanaan

Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam
RKPD

Persen

100

100

Konsistensi
kedalam

Penjabaran
Program
APBD

RKPD

Persen

100

100

Keuangan

Persentase SILPA terhadap
APBD

Persen

2,22

Perbandingan antara belanja
langsung (non gaji) dengan
belanja tidak langsung (gaji)

Persen

43,78

Rasio PAD terhadap
Pendapatan Daerah

Rasio

4,48

7,26

Kepegawaian

Nilai survey kepuasan kinerja
pelayanan pegawai

Nilai

82

82<n<90

Pendidikan dan Pelatihan

Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal

Persen

15,95

Persentase Pejabat ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural

Persen

17,1

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase implementasi
rencana kelitbangan.

Persen

80

80

Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan

Persen

100

100

Persentase kebijakan inovasi
yang diterapkan di daerah

Persen

100

100

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

Inspektorat

=<

Sistem
Intern

Maturitas
Pengendalian
Pemerintah (SPIP)

Level

Level 2

Level 2

Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Level

Level 3

Level 3

ASPEK DAYA SAING DAERAH

—

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
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2.1.3

Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dan s.d TW.

II Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara | 2023
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR REALISASI TARGET
NO KINERJA PEMBANGUNAN SATUAN TAHUN 2022 RKPD 2022 KET
DAERAH
1 2 3 4 S) 6
1 Pengeluaran perkapita | Rupiah 8.951 9.640
pendudukan pertahun (Rp
ribu)
2 Pengeluaran konsumsi non | Rupiah 1,9 1,9
pangan perkapita
3 Nilai Tukar Petani Poin 104,3 102-103
1T Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
1 Persentase Rumah Tangga | Persen 100 100
yang Menggunakan Listrik
PLN
111 Fokus Iklim Berinvestasi
1 Perkembangan Investasi Persen 473 132,71
v Fokus Sumber Daya Manusia
1 Angka Ketergantungan Persen 50,79 50,79
Sumber : Data diolah Bappeda, 2023
Ket :
Belum Memenuhi Target
Telah Memenuhi Target
Melebihi Target

Kabupaten/Kota. Berikut capaian indikator SPM per bidang urusan tahun 2022 :

Tabel 2.7
Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan s.d Triwulan II Tahun 2023

Bidang Tareet Realisasi Realisasi
No Urusan/Jenis Indikator (%g) Tahun s.d TW. II
Layanan Dasar 2022 (%) 2023 (%)
1 2 3 4 5 6
A. Bidang Pendidikan
1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara 100 94,90 94,82
Usia 7-15 Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi,
SMP/MTs)
2. Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 100 94,65 77,30
Kesetaraan 7-18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan
3. Pendidikan Anak Jumlah Warga Negara Usia 100 94,52 79,15
Usia Dini 5-6 Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
RATA-RATA REALISASI 94,69 83.76 %
B. Bidang Kesehatan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara | 2023
Bidang Tareet Realisasi Realisasi
No Urusan/Jenis Indikator (%g) Tahun s.d TW. II
Layanan Dasar 2022 (%) 2023 (%)
1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang 100 100 47.22 %
Kesehatan Ibu mendapatkan pelayanan
Hamil antenatal sesuai standar
2 Pelayanan Jumlah Ibu bersalin yang 100 100 49.20 %
Kesehatan Ibu mendapatkan pelayanan
Bersalin persalinan sesuai standar
pelayanan kesehatan
3 Pelayanan Jumlah balita usia 12-23 100 100 46.07 %
Kesehatan Bayi bulan yang mendapatkan
Baru Lahir pelayanan kesehatan bayi
baru lahir sesuai dengan
standar
4 Pelayanan Jumlah balita usia 12-23 100 100 48.09 %
Kesehatan Balita bulan yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai
standard an jumlah balita
usia 2435 bulan
mendapatkan pelayanan
kesahatan seuai standard an
balita usia 35-59 bulan
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
5 Pelayanan Jumlah anak usia 100 100 16.12 %
Kesehatan Pada pendidikan dasar yang
Usia Pendidikan mendapat pelayanan
Dasar kesehatan sesuai standar
6 Pelayanan Jumlah orang usia 15-59 100 49 31.62 %
Kesehatan Pada tahun di kab/kota yang
Usia Produktif mendapat pelayanan
skrinning kesehatan sesuai
standar
7 Pelayanan Jumlah warga Negara 100 100 32.42 %
Kesehatan Pada berusia 60 tahun atau lebih
Usia Lanjut yang mendapat skrinning
kesehatan sesuai standar
minimal 1 kali
8 Pelayanan Jumlah penderita hipertensi 100 72 38.21 %
Kesehatan usia kurang lebih 15 tahun
Penderita Hipertensi | di dalam wilayah kerjanya
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
9 Pelayanan Jumlah penderita diabetes 100 100 51.55 %
Kesehatan mellitus usia kurang lebih 15
Penderita Diabetes tahun di dalam wilayah
Melitus kerjanya yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
10 Pelayanan Jumlah ODGJ berat yang 100 89 63.61 %
Kesehatan Orang mendapatkan pelayanan
Dengan Gangguan kesehatan jiwa sesuai
Jiwa Berat standar
11 Pelayanan Jumlah Penduduk terduga 100 100 40.04 %
Kesehatan Orang tuberculosis yang
Terduga mendapatkan layanan
Tuberkulosis kesehatan
12 Pelayanan Jumlah orang dengan resiko 100 73 14.99 %
Kesehatan Orang ternfeksi HIV yang
Dengan Risiko mendapatkan pelayanan
Terinfeksi Virus sesuai standar
Yang Melemahkan
Daya Tahan Tubuh
Manusia (Human
Immunodeficiency
Virus)
RATA-RATA REALISASI 90,25 39.93 %
C. Bidang Pekerjaan
Umum
1 Penyediaan Jumlah Warga Negara yang 2.422 2.422 15.71 %
Kebutuhan pokok memperoleh kebutuhan (100%) (100%)
air minum sehari- pokok air minum sehari-
hari hari.
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Bidang Tareet Realisasi Realisasi
No Urusan/Jenis Indikator (%g) Tahun s.d TW. II
Layanan Dasar 2022 (%) 2023 (%)
1 2 S 4 S 6
2 Penyediaan Jumlah warga negara yang 850 850 (100%) | 0.00 %
Pelayanan memperoleh layanan (100%)
Pengolahan Air pengolahan air limbah
Limbah Domestik domestik
RATA-RATA REALISASI 100 7.85 %
D. Bidang Perumahan
Rakyat
1 Penyediaan dan Jumlah warga Negara 100 100 95.71 %
rehabilitasi rumah korban bencana yang
yang layak huni memperoleh rumah layak
bagi korban huni
bencana
Kabupaten/Kota
2 Fasilitasi Jumlah warga Negara yang 100 100 0.00 %
penyediaan rumah terkena relokasi akibat
yang layak huni program pemerintah daerah
bagi masyarakat Kabupaten/Kota yang
yang terkena memperoleh fasilitasi
relokasi program penyediaan rumah layak
pemerintah daerah huni
Kabupaten/Kota
RATA-RATA REALISASI 100 47.86 %
E. Bidang
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1 Pelayanan informasi | Jumlah warga Negara yang 652.623 477.681 51.01 %
rawan bencana memperoleh informasi rawan | (100%) (73,19%)
bencana
2 Pelayanan Jumlah warga Negara yang 652.623 585.423 60.07 %
pencegahan memperoleh layanan (100%) (89,70%)
kesiapsiagaan pencegahan dan
terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap
bencana
3 Pelayanan Jumlah warga Negara yang 318 318 (100%) | 55.28 %
Penyelamatan dan memperoleh layanan (100%)
Evakuasi Korban pencegahan dan
Bencana kesiapsiagaan terhadap
bencana
4 Pelayanan Jumlah warga Negara yang 20 20 (100%) 52.53 %
Ketentraman dan memperoleh layanan akibat (100%)
Ketertiban Umum dari penegakan hukum
perda dan perkada
Kabupaten/Kota
) Pelayanan Jumlah warga Negara yang 1.000 1.000 36.74 %
Penyelamatan dan memperoleh layanan (100%) (100%)
Evakuasi Korban penyelamatan dan evakuasi
Kebakaran korban kebakaran
RATA-RATA REALISASI 92,58 46,69
F. Bidang Sosial
1 Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara 869 869 (100%) | 7.17 %
Dasar Penyandang Penyandang Disabilitas (100%)
Disabilitas Terlantar | Terlantar yang memperoleh
di Luar Panti Sosial | rehabilitasi sosial di Luar
Panti Sosial
2 Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara 59 59 (100%) 42.22 %
Dasar Anak Penyandang Anak Terlantar (100%)
Terlantar di Luar yang memperoleh rehabilitasi
Panti Sosial sosial di Luar Panti Sosial
3 Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara 3.618 3.618 55.38 %
Dasar Lanjut Usia Penyandang Lanjut Usia (100%) (100%)
Terlantar di Luar Terlantar yang memperoleh
Panti Sosial rehabilitasi sosial di Luar
Panti Sosial
4 Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara 15 15 (100%) 30.03 %
Dasar Tuna Sosial Penyandang Gelandangan (100%)
Khususnya dan Pengemis yang
Gelandangan dan memperoleh rehabilitasi
Pengemis di Luar sosial di Luar Panti Sosial
Panti Sosial
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Bidang Tareet Realisasi Realisasi
No Urusan/Jenis Indikator (%g) Tahun s.d TW. II
Layanan Dasar 2022 (%) 2023 (%)
1 2 3 4 S 6
5 Perlindungan dan Jumlah Warga Negara 160 155 (97%) 86.84 %
Jaminan Sosial Korban Bencana Daerah (100%)
pada saat dan Kabupaten yang memperoleh
setelah Tanggap perlindungan dan jaminan
Darurat Bencana sosial.
bagi Korban
Bencana Daerah
Kabupaten / Kota
RATA-RATA REALISASI 99,4 44.33 %
RATA-RATA REALISASI SPM LAMPUNG UTARA | 100 95,61 45,07

Sumber : Laporan SPM Tahun 2022 dan 2023

Dari 6 Bidang layanan dasar SPM, pada tahun 2022 di Kabupaten Lampung Utara,
rata-rata capaian SPM paling tinggi ada pada bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yaitu 100%, tetapi untuk perumahan rakyat dikarenakan pada
tahun 2022 tidak terjadi bencana sehingga capaian dihitung 100%, kemudian diikuti
oleh bidang sosial, Pendidikan, ketentraman ketertiban umum dan Kesehatan.
Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.22.A
Rata-Rata Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menurut Bidang Layanan Dasar

Tahun 2022
102,00
100,00
98,00
96,00
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
. KETENTRAM
ECAAN PSS sosa VNN penoionan (SO ceseraran
UmMum
m2022 100,00 100,00 96,15 95,61 94,69 92,58 90,25

Sumber : Laporan SPM Tahun 2022

Realiasasi rata-rata kinerja standar pelayanan minimal (SPM) sampai dengan
triwulan II Tahun 2023 untuk Kabupaten Lampung Utara yaitu 45,07%, sementara
target yang ditetapkan per triwulan adalah sebesar 25%, sehingga sampai dengan
triwulan II harusnya sudah mencapai realisasi minimal 50%. Untuk realisasi per
bidang pelayanan dasar, bidang Pendidikan mencapai realisasi paling tinggi yaitu
83,76%, kemudian bidang perumahan rakyat sebesar 47,86%, bidang ketentraman
dan ketertiban umum sebesar 46,69% dan yang paling rendah yaitu bidang
Pekerjaan Umum baru sebesar 7,85%. Berikut disajikan grafik tentang realisasi

sampai dengan TW. II per bidang per bidang layanan dasar :
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Grafik 2.22.B
Rata-Rata Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menurut Bidang Layanan Dasar sampai dengan TW.II Tahun 2023

83,76
47,86
44,33 45,07 46,69 .
39,93
- I I
PEKERJAAN KESEHATAN SOSIAL LAMPUNG KETENTRAMAN PERUMAHAN PENDIDIKAN
uMumM UTARA DAN RAKYAT
KETERTIBAN
UMuUM

Sumber : Laporan SPM Tahun 2023

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program
pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan disertai dengan kebutuhan pendanaan.
Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi
perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mempunyai target
pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023
pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III
sebesar 75 %, triwulan IV sebesar 100%. Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan RKPD Sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.8.
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Tabel 2.8.A
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023
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Tabel 2.8.A
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan Il Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode . . pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD| Kabupaten/kota Tahun Berjalan N . . N Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) RPIMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 = 10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100 1.867.127.489.700 49,13 1.406.810.034.850 100| 532.252.875.582 36,96 195.121.940.201 49,13 75,35 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN dan Kebudayaan
01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 100 1.637.805.811.050 34,77 1.171.240.494.555 80| 415.379.177.455 35,32 148.862.234.201 44,15 36| 70,09 1.320.102.728.756 - -
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
/KOTA
01 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Persentase Dokumen Perencanaan 60 440.000.000 37,59 483.713.000 100 19.747.000 - 39.794.000 - 202 37,59 523.507.000,00} - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01 01 201 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 155.000.000 10,00 295.435.000 2 6.028.000 - 0 - 0 10,00 295.435.000,00 - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01 01 201 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 4 42.000.000 9,00 151.612.000 1 0| - 0 - 0| 9,00 151.612.000,00| - -
RKASKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
01 01 201 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 32.000.000 0,00 - 1 0| - 0 - 0 0,00 - - -
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
01 01 201 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 4 65.000.000 1,00 13.768.000| 1 0 - 0 - 0 1,00 13.768.000,00 - -
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
01 01 201 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan |Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 14.000.000 0,00 - 1 - - 0 - 0 0,00 - - -
DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
01 01 201 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 16! 77.500.000 8,00 12.728.000 4 9.904.000,00 - 0 - ] 8,00 12.728.000,00 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
01 01 201 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16, 54.500.000] 4,00 10.170.000| 4 3.815.000 - 0 - 0 4,00 10.170.000,00 - -
Perangkat Daerah
01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen Administrasi 100! 1.629.008.983.050 48,95 1.167.476.800.262 100| 417.382.433.218 35,61 148.636.832.354| 35,61 36 84,56 1.316.113.632.616,00| - -
Daerah Keuangan
01 01 202 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 14.259 1.624.287.413.050 10384,09 1.164.591.707.762 3.753 416.618.033.218 1.596 148.570.292.354 42,52 36| 11979,92 1.313.162.000.116,00| - -
Tunjangan ASN
01 01 202 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 4.380.000.000 23,38 2.656.301.500 12 764.400.000 1,04 66.540.000 8,70 9 24,42 2.722.841.500,00] - -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
01 01 202 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi [Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 33.860.000] 12,00 13.370.000| 12 - - - - 0 12,00 13.370.000,00 - -
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
01 01 202 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 57.862.000] 1,00 - 1 - - - - 0 1,00 - - -
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
01 01 202 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 16 39.164.000 4,00 65.940.000 4 - - - - o] 4,00 65.940.000,00 - -
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan/ Semesteran SKPD
01 01 202 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 16 33.459.000 4,00 28.321.000 4 - - - - o] 4,00 28.321.000,00 - -
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada |Persentase Penyelenggaraan 100! 491.243.000 100,00 - 100 - - - - 0 100,00 - - -
Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
01 01 203 |01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 15 52.521.000 1,00 - 5 - - - - 0 1,00 - - -
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
01 01 203 |04 Pembinaan Pengawasan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 48| 143.858.000 1,00 - 12 - - 0 - 0 1,00 - - -
Pengendalian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Barang
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
01 01 203 |05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 36 274.864.000 1,00 - 12 - - 0 - 0 1,00 - - -
Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Pelaksanaan Administrasi 100! 382.923.000 25,00 - 100 - - 0 - 0 25,00 - - -
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01 01 205 |03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 3 90.167.000] 0,00 - 1 - - 0 - 0 0,00 -
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
01 |01 (205 |04 [Koordinasidan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 3] 131.076.000 0,00 - 1 - - 0] - 0] 0,00 -
Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian
01 01 205 |05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi 2 40.000.000 0,00 - 1 - - 0 - 0| 0,00 -
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Dokumen Administrasi 100 3.668.446.000| 48,23 1.350.264.890 100 3.086.180.520| - - - 0 48,23 1.350.264.890,00
Umum Perangkat Daerah
01 01 206 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Jumlah Paket Komponen Instalasi 200 58.593.000 28,00 8.175.000 50 - - - - 0| 28,00 8.175.000,00
Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
01 01 206 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 96 1.029.736.000 24,91 323.656.600 41 3.040.000.000 - - - o] 24,91 323.656.600,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
01 01 206 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 300 227.838.000 75,00 111.857.150 75 27.245.520 - - - 0| 75,00 111.857.150,00|
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
01 01 206 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1.200 1.359.830.000 271,45 545.980.000 300 - - - 0 271,45 545.980.000,00
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
01 01 206 |07 Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang 120 513.088.000 30,00 207.962.200 10| - - - 0 30,00 207.962.200,00]
Disediakan
01 01 206 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 60 24.000.000 0,00 - 4 - - - 0 0,00 -
Tamu
01 01 206 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 48| 277.350.000 0,00 21.070.000 12 18.935.000 - - - 0 0,00 21.070.000,00
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01 01 206 |11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 9 129.600.000 2,50 36.000.000 12 - - - o] 2,50 36.000.000,00
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 100 3.097.751.000| 48,92 1.757.979.871 100 815.330.439 22,76 185.607.847 22,76 23 71,68 1.943.587.718,00
Pemerintahan Daerah Kantor
01 01 208 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 22.500 39.300.000 0,00 31.650.000 12 - - - 0 0,00 31.650.000,00
Menyurat
01 01 208 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 96 536.627.000 46,10 465.946.871 12 176.443.656| 3,20 47.007.847 26,64 27| 49,30 512.954.718,00
Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
vang Disediakan
01 01 208 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 2.521.824.000 23,58 1.260.383.000 12 638.886.783 2,60 138.600.000 21,69 22| 26,19 1.398.983.000,00
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 100! 716.465.000 37,83 171.736.532 100 72.340.000 - 0 - 0 37,83 171.736.532,00
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
01 01 209 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 28 512.425.000 3,62 101.251.532 7| 72.340.000 - 0 - 0 3,62 101.251.532,00]
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
01 01 209 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 4 74.760.000 1,42 33.000.000 1 - 0 - o] 1,42 33.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
01 01 209 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 20! 129.280.000 5,17 37.485.000 5 - 0 - o] 5,17 37.485.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor [Kantor atau Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi
01 |02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100 221.388.280.650 49,78 232.656.798.295 100 116.221.973.127 43,50, 46.299.500.000 43,50 40 93,28 278.956.298.295,00
Rasio Ketersediaan lembaga terhadap 3,78 1,24 - 40,00 1,37 0 3,43 0 2,61 -
Anak usia PAUD
Persentase lembaga PAUD terakreditasi 0,86/ 0,38 - 82,00 0,36/ 0 0,43 0 0,73 -
Rasio PAUD terhadap murid 40,00 19,91 | 40,00 3,04 0 7,61 0 22,96 -
SMP terakreditas (69 sekolah) 100,00 25,25 - 40,00 28,27, 0 70,68 0 53,52 -
Persentase murid penerima 100,00 25,25 - 100,00 41,32 0 41,32 o] 66,57 -
perlengkapan dasar dan pembebasan
biava pendidikan
Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 80,00 28,61 - 75,00 17,19 0 22,92 0 45,80 -
6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 90,00 38,57 - 85,00 43,50 0 51,17 0 82,07 -
12 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tingkat partisipasi warga negara usia 85,00 36,08 - 75,00 34,77 0 46,36 0 70,85 -
13-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah pertama
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 23,00 6,22 - 20,00 41,32 0 206,61 0 47,54, -
18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan
Persentase bangunan SMP dalam 45,00 12,43 - 40,00 28,27 0 70,68 0| 40,71 -
kondisi baik
01 02 201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |Persentase Sekolah Dasar yang dikelola 100 127.000.000.000 49,95 145.742.818.155 100 64.473.695.764 42,92 27.672.900.000 42,92 43 92,87 173.415.718.155,00
01 02 201 |02 Penambahan Ruang Kelas Baru Penambahan Ruang Kelas Baru 10 1.500.000.000 0,00 - 24 - 0 - o] 0,00 -
01 02 201 |04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan |Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10, 700.000.000 0,00 - 12 836.999.400 - 0 - 0 0,00 -
Sekolah yang Telah Dibangun
01 02 201 |05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah  |Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 10, 1.800.000.000; 0,00 - 12 1.277.238.900 - 0 - 0 0,00 -
Telah Dibangun
01 02 201 |06 Pembangunan Sarana Prasarana dan Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 50 13.477.584.000} 39,75 26.644.454.555 12 4.368.483.004| - 0 - 0 39,75 26.644.454.555,00
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun
01 02 201 |12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 180 11.734.868.000 80,00 9.746.130.500 12 - - 0 - 0 80,00 9.746.130.500,00
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi
01 02 201 |21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar 207.000; 95.434.782.000 104000,00 108.819.458.100 60.000| 55.345.800.000| 26.000 27.672.900.000] 43,33 50| 130000,00 136.492.358.100,00
Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta
Didik
01 02 201 |23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Jumlah Satuan Pendidikan yang 1.736 182.186.000 434,00 30.886.000 434 - - 0 - 0 434,00 30.886.000,00
Ujian bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan
Ujian
01 02 201 |24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi  [Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang 1.293] 31.168.000 0,00 - 434 - - 0 - 0 0,00 -
Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan
Rekomendasi
01 02 201 |25 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas |Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 209.000; 86.000.000] 61,00 25.000.000 53.000| - 0 - 0 61,00 25.000.000,00
Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non
Akademik
01 02 201 |27 Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 6.155 224.308.000 7685,00| 311.395.000 1.550 25.223.000 - 0 - 0 7685,00| 311.395.000,00|
Tenaga Kependidikan pada Satuan Kependidikan yang Mendapatkan
Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan
Pemberian Promosi Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
01 02 201 |28 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Dasar yang 1.307 138.626.000 244,23 74.544.000 434 - 0 - 0 244,23 74.544.000,00
Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan
dan manajemen sekolah
01 02 201 |29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  [Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1.724 90.478.000] 1470,55 90.950.000 431 12.594.760 - 0 - 0 1470,55 90.950.000,00
Dana BOS
01 02 201 |31 Pembangunan Laboratorium Sekolah  [Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah 8 1.600.000.000 0,00 - 12 2.607.356.700 - 0 - o] 0,00 -
Dasar Dasar yang Telah Dibangun
01 02 202 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Persentase Sekolah Menengah Pertama 100! 65.000.000.000| 49,46 68.948.695.824| 100| 31.336.600.760| 45,09 14.130.650.000 45,09 45| 94,55 83.079.345.824,00
Menengah Pertama yang dikelola
01 02 202 |02 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang 4 600.000.000 0,00 - 5 - 0 - 0 0,00 -
Bertambah
01 02 202 |04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan |Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10, 700.000.000 0,00 - 8 - 0 - 0 0,00 -
Sekolah yang Telah Dibangun
01 02 202 |05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah  [Jumlah Perpustakaan Sekolah yang 4 720.000.000 0,00 - 5 - 0 - 0 0,00 -
Telah Dibangun
01 02 202 |06 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 4 800.000.000 0,00 - 6 1.015.482.600 - 0 - 0 0,00 -
Dibangun
01 02 202 |12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 20! 7.149.000.000 7,87 14.585.448.260| 15 769.913.200 - 0 - o] 7,87 14.585.448.260,00
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun
01 02 202 |24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 50! 5.600.000.000 10,00 1.960.623.300 20 1.277.310.200 - 0 - o] 10,00 1.960.623.300,00]
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Sedang/ Berat
01 02 202 |32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta didik Sekolah 91.029] 49.000.000.000 46686,00 51.623.754.000| 23.343 28.261.300.000| 11.672 14.130.650.000 50,00 50| 58357,50 65.754.404.000,00
Didik Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama yang Menerima
Biava Personil Peserta Didik
01 02 202 |36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 91.029] 53.500.000 46686,00 105.837.000 23.343 - - 0 - 0| 46686,00 105.837.000,00
Ujian bagi Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian
01 (02 202 |38 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas [Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 91.029] 77.000.000 23343,00 308.702.500 23.343 - - 0 - 0 23343,00 308.702.500,00
Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non
Akademik




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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01 02 202 |40 Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 435 112.000.000 426,00 97.980.000 110 - - 0 - 0 426,00 97.980.000,00 -
Tenaga Kependidikan pada Satuan Kependidikan yang Mendapatkan
Pendidikan Sekolah Menengah Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan
Pertama Pemberian Promosi Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
01 02 202 |41 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Menengah Pertama 323 113.000.000 303,07 87.944.764, 110 - - 0 - 0| 303,07, 87.944.764,00 -
Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan
01 02 202 |42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah pertama 442 75.500.000 522,99 178.406.000 110 12.594.760 - 0 - 0| 522,99 178.406.000,00| -
Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS
01 02 203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |Persentase PAUD yang dikelola 100! 23.663.131.650] 49,93 14.302.228.900 100 8.399.374.760 40,24 3.379.800.000: 40,24 40| 90,17 17.682.028.900,00 -
(PAUD)
01 02 203 |01 Pembangunan Gedung/ Ruang Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 2 40.000.000] 0,00 - 38 125.680.000 - 0 - 0 0,00 - -
Kelas/Ruang Guru PAUD Guru PAUD yang Telah Dibangun
01 02 203 |02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 20! 2.879.000.000 8,84 684.640.700 63 1.179.500.000 - 0 - 0| 8,84 684.640.700,00 -
Utilitas PAUD PAUD yang Telah Dibangun
01 02 203 |03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang 2, 40.000.000 0,00 - 16 - 0 - 0 0,00 - -
/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD Guru PAUD yang telah direhabilitasi
sedang / berat
01 02 203 |04 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas 2 40.000.000] 0,00 - 4 - 0 - 0 0,00 - -
Pembangunan Sarana Prasarana dan PAUD yang telah direhabilitasi sedang
Utilitas PAUD /berat
01 02 203 |11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Jumlah Peserta didik PAUD yang 40.634 10.917.000.000| 26122,00 7.018.000.000; 380 - 0 - 0| 26122,00 7.018.000.000,00] -
Didik PAUD menerima biaya personil peserta didik
01 02 203 |12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah alat praktik dan peraga PAUD 24 40.000.000] 0,00 - 10 322.000.000 - 0 - 0 0,00 - -
Siswa PAUD yang tersedia
01 02 203 |16 Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 250 131.650] 0,00 - 65 - 0 - 0 0,00 - -
Tenaga Kependidikan pada Satuan Kependidikan yang Mendapatkan
Pendidikan PAUD Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan
Pemberian Promosi Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
01 02 203 |17 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 400] 122.000.000 468,55 216.188.200 100 - 0 - 0 468,55 216.188.200,00] -
Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan
Manaiemen
01 |02 (203 |18 [Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 20.500; 9.271.000.000 16500,00 6.383.400.000 10.000| 6.759.600.000 5.000 3.379.800.000 50,00 50( 21500,00] 9.763.200.000,00 -
01 02 203 |19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jumlah tenaga yang meningkatkan 20, 40.000.000 0,00 - 10| 12.594.760,00 - 0 - 0 0,00 - -
Dana BOP PAUD kapasitasnya dalam pengelolaan BOP
PAUD
01 02 204 Pengelolaan Pendidikan Nonformal Persentase Pendidikan Nonformal/ 100! 5.725.149.000 49,72 3.663.055.416 100 2.232.300.000 50,00 1.116.150.000 50,00 50 99,72 4.779.205.416,00] -
| /Kesetaraan Kesetaraan yang dikelola
01 02 204 |12 Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 34 370.000.000 10,28 77.184.518 300 - - 0 - 0 10,28 77.184.518,00 -
Nonformal/ Kesetaraan Proses Belajar
01 02 204 |17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan 2.430; 1.210.000.000; 898,00 1.499.700.000; 830 2.232.300.000 415] 1.116.150.000 50,00 50 1313,00 2.615.850.000,00] -
Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
01 02 204 |16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jumlah tenaga yang meningkat 20 4.000.000 0,00 - 18 - 0 - 0 0,00 - -
Dana BOP Sekolah Nonformal/ kapasitasnya dalam pengelolaan Dana
Kesetaraan BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
01 02 204 |18 Peningkatan Kapasitas pengelolaan Jumlah tenaga yang meningkat 38 4.000.000 0,00 - 100 - 0 - 0 0,00 - -
Dana BOP Sekolah kapasitasnya dalam pengelolaan dana
Nonformal/Kesetearan BOP sekolah Nonformal/kesetaraan
01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase muatan lokal dalam 100! 513.550.000 25,00 96.726.000| 75| - - 0| - 0 25,00 96.726.000,00 -
KURIKULUM kurikulum pendidikan dasar (PAUD dan
SD/MI)
01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Persentase Dokumen Penetapan 100 513.550.000 100,00 96.726.000 100 - - 0 - 0 100,00 96.726.000,00 -
Pendidikan Dasar Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Dasar
01 03 201 |01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan |Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 10 95.000.000] 0,00 - 5 - 0 - 0 0,00 - -
Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
01 03 201 |02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Jumlah Silabus Muatan Lokal 40 95.000.000 0,00 - 20 - 0 - 0| 0,00 - -
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
01 03 201 |04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan 45 323.550.000 20,00 96.726.000 15 - 0 - 0| 20,00 96.726.000,00 -
Muatan Lokal Pendidikan Dasar Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat
Kompetensinva
01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 100! 1.652.975.000 41,87 458.008.000 100 = E 0| = 0 41,87 458.008.000,00 =
KEPENDIDIKAN
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01 04 201 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Persentase pemerataan tenaga 100 1.652.975.000 41,87 458.008.000 100 148.906.000 - 0 - 0 41,87 458.008.000,00] - -
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi |Pendidik bagi Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Menengah Dasar PAUD dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
01 04 201 |01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan 4 840.587.000 1,77 277.369.000 3 102.125.000 - 0 - 0| 1,77 277.369.000,00 - -
dan Tenaga Kependidikan Satuan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan |Kependidikan Satuan Satuan
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan
Non Formal/Kesetaraan
01 04 201 |02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan [Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 812.388.000 0,47 180.639.000 3 46.781.000 - 0 - 0| 0,47 180.639.000,00| - -
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan|Tenaga Kependidikan Satuan
Nonformal /Kesetaraan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan
Non Formal/Kesetaraan
01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN |Persentase Penerbitan Izin Pendidikan 85| 675.277.000 25,11 77.891.000 75| = E 0| = 0 25,11 77.891.000,00 E =
PENDIDIKAN yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
01 05 201 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang |Persentase Dokumen Penerbitan Izin 100 330.277.000 0,00 - 100,00 - - 0 - o] 0,00 - - -
Diselenggarakan oleh Masyarakat Pendidikan Dasar yang diselenggaran
oleh Masvarakat
01 05 201 |01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 18| 330.277.000 0,00 - 5 - - 0 - o] 0,00 - - -
Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan |Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
oleh Masyarakat Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masvarakat
01 05 202 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Persentase Dokumen Izin Pendidikan 100 345.000.000 49,86 77.891.000 100 52.169.000 - 0 - 0| 49,86 77.891.000,00 - -
Nonformal yang Diselenggarakan oleh |PAUD dan Pendidikan Nonformal yang
Masyarakat diselenggarakan oleh Masyarakat
01 05 202 |01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 30! 345.000.000 37,00 77.891.000 100 52.169.000 - 0 - 0| 37,00 77.891.000,00 - -
PAUD dan Pendidikan Nonformal yang [Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
Diselenggarakan oleh Masyarakat Pendidikan Non Formal yang
Diselenggarakan oleh Masvarakat
Rata-rata capain kinerja 42,71 24,20
SR SR
URUSAN KEBBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA [Persentase Modul Kamus dan bahan 50! 422.670.000 3,75 85.600.000 70 30.000.000 10,00 30.000.000 66,67 Dinas Pendidikan
DAN SASTRA ajar Bahasa Daerah dan Kebudayaan
01 06 201 Pembinaan Pengembangan dan Persentase pembinaan pengembangan 100 422.670.000 50,00 85.600.000 100 30.000.000 100,00 30.000.000; 66,67 100 150,00 115.600.000,00 - -
Perlindungan Bahasa dan Sastra yang |dan perlindungan bahasa dan sastra
penuturannya dalam daerah kabupaten |yang penuturannya dalam daerah
/ kota Kabupaten/Kota
01 06 201 |06 Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap [Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra 11 422.670.000 6,00 85.600.000 3 30.000.000 2,00 30.000.000 66,67 100 8,00 115.600.000,00| - -
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan | Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kesenian budaya yang 75, 2.209.901.000 20,25 1.070.027.000 70 128.400.000 40,99 106.540.000 58,56 83 61,24 1.176.567.000,00 e E
KEBUDAYAAN dilestarikan
22 02 201 Pengelolaan Kebudayaan yang Persentase pengelolaan kebudayaan 100! 1.286.938.000 45,74 540.392.000 100 128.400.000 82,98 106.540.000 82,98 83 128,72 646.932.000,00| - -
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah  |yang pelakunya masyarakat
Kabupaten/Kota
22 02 201 |01 Pelindungan Pengembangan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan 4 1.286.938.000 2,83 540.392.000 1 128.400.000 0,83 106.540.000 82,98 83 3,66 646.932.000,00| - -
Pemanfaatan Objek Pemajuan yang Dilindungi Dikembangkan dan
Kebudayaan Dimanfaatkan
22 02 202 Pelestarian Kesenian Tradisional yang | Persentase kegiatan pelestarian 100 922.963.000 100,00 529.635.000 100 - - 0 - 0| 100,00 529.635.000,00 - -
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah | kesenian tradisional yang pelakunya
Kabupaten/Kota masyarakat
22 02 202 |01 Pelindungan Pengembangan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya 20 922.963.000 0,00 529.635.000 5 - - 0 - 0 0,00 529.635.000,00] - -
Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi |yang Dilakukan Pelindungan
Budava Pengembangan dan Pemanfaatan
22 |03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kelompok kesenian 75 295.636.000 10,00 534.050.000 70 - g 0 - 0] 10,00 534.050.000,00 - -
KESENIAN TRADISIONAL tradisional yang terbina
22 03 201 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat |Persentase Kegiatan pembinaan 75! 295.636.000 40,00 534.050.000 100 - - 0 - 0 40,00 534.050.000,00 - -
Pelakunya dalam Daerah kesenian yang pelakunya masyarakat
Kabupaten/Kota
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22 03 201 |01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan |Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian 115! 295.636.000 115,00 534.050.000 30| - - 0 - 0 115,00 534.050.000,00| -
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan
Tradisional dan Pelatihan (Ditingkatkan
Kompetensinva)
22 (04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan sejarah 35 300.000.000 11,91 8.000.000 50 12.000.000 66,67, 8.000.000 133,33 67 78,57, 16.000.000,00 -
22 04 201 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Persentase pembinaan sejarah lokal 100 300.000.000 16,67 8.000.000 100 12.000.000 66,67 8.000.000 66,67 67| 83,33 16.000.000,00 -
(satu) Daerah Kabupaten/Kota daerah
22 04 201 |03 Peningkatan Akses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi 27! 300.000.000 6,00 8.000.000 9| 12.000.000 6,00 8.000.000 66,67 67| 12,00 16.000.000,00 -
terhadap Data dan Informasi Sejarah  [Sejarah yang dapat diakses Masyarakat
22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase cagar budaya yang 75 1.643.820.000 16,67 556.890.000 50| 253.900.000 50,00 253.900.000 100,00 100] 66,67 810.790.000,00 =
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA terlestarikan
22 05 201 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Persentase penetapan cagar budaya 100! 931.961.000 50,00 92.413.000 100 44.850.000 100,00 44.850.000 100,00 100] 150,00 137.263.000,00 -
Kabupaten/ Kota peringkat Kabupaten/Kota
22 |05 201 |01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya 900 831.961.000 300,00 44.850.000 300 44.850.000 300,00 44.850.000 100,00 100 600,00 89.700.000,00 .
Budaya vang Didaftarkan
22 05 201 |02 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 1] 100.000.000 1,00 47.563.000 - 0 - 0 1,00 47.563.000,00 -
Ditetapkan
22 05 202 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat | Persentase pengelolaan cagar budaya 100! 711.859.000 50,00 464.477.000 100 209.050.000 100,00 209.050.000 100,00 100 150,00 673.527.000,00| -
Kabupaten/Kota peringkat Kabupaten/Kota
22 05 202 |01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 6 28.650.000 2,00 9.550.000! 7 9.550.000] 2,00] 9.550.000 28,57 100 4,00 19.100.000,00 -
Diregistrasi
22 05 202 |02 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 60 103.209.000 - - 25 - 0 - 0 0,00 - -
Dikembangkan
22 05 202 |03 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 24 580.000.000 18,00 454.927.000 6 199.500.000 6,00] 199.500.000 100,00 100] 24,00 654.427.000,00] -
Dimanfaatkan
22 |06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase penyediaan dan 100 219.569.000 17,27 25.550.000,00 100 26.350.000 96,96/ 25.550.000 96,96/ 97 114,23 51.100.000,00 -
PERMUSEUMAN pemeliharaan sarana dan prasarana
permuseuman
22 06 201 Pengelolaan Museum Kabupaten /Kota |Persentase museum Kabupaten yang 100 219.569.000 24,24 25.550.000,00 100 26.350.000 96,96 25.550.000 96,96 97 121,20 51.100.000,00 -
dikelola
22 06 201 |04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana [Jumlah Sarana dan Prasarana Museum 24 219.569.000 0,97 25.550.000,00 6| 26.350.000 0,97 25.550.000 16,16 97 1,94 51.100.000,00 -
dan Prasarana Museum yang Tersedia
Rata rata capain kinerja; 51,58 78,09
Predikat capain Rendah Tinggi|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 85 465.047.853.813 75,00 125.876.509.622 86,6 112.462.798.668
KESEHATAN
02 01 Program Penunjang Pemerintahan Indeks Kepuasan Pelayanan 85 465.850.511.964 27,89 328.375.197.630 75| 125.876.509.622 86,6/ 112.462.798.668 -|Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
02 01 201 Perencanaan, Penganggaran dan Cakupan penyelenggaraan 100 426.302.570 50,00 137.056.300 100 34.139.448 100,0 28.885.300 100,01 85 150,01 165.941.600,00| -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan evaluasi Dinas
Kesehatan
02 01 201 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 15 311.978.544 5,75 86.226.300 3 26.659.300 3 22.885.300 100,00 86 8,75 109.111.600,00 -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
02 01 201 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat 10 114.324.026 5,50 50.830.000 2 7.480.148 2 6.000.000 100,00 80 7,50 56.830.000,00 -
Daerah
02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Cakupan penyelenggaraan administrasi 100 294.216.400.594 50,00 234.457.369.890 100 90.769.456.445 100 87.274.932.749 100,00 96 150,00 321.732.302.639,00 -
Daerah keuangan selama 1 tahun
02 01 202 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah yang Menerima Gaji dan 3.871 291.011.940.683 721,25 231.718.157.640| 970 89.688.764.063 965 86.872.240.549] 99,48 97| 1686,25 318.590.398.189,00 -
Tunjangan ASN
02 01 202 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 4 2.543.866.203 0,75 2.127.795.550 1 1.024.612.382 1 314.792.500 100,00 31 1,75 2.442.588.050,00 -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
02 01 202 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 4 527.273.705 0,75 544.787.900 1 51.080.000 1 51.080.000 100,00 100 1,75 595.867.900,00| -
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
02 01 202 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi [Jumlah Dokumen Koordinasi dan 5 133.320.004 0,75 66.628.800 1 5.000.000 1 5.000.000 100,00 100 1,75 71.628.800,00 -
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase disiplin pegawai Dinas 100 297.508.360 31,25 293.897.000 100 7.000.000 100 7.000.000 100,00 100 131,25 300.897.000,00 -
Daerah Kesehatan
02 01 205 |02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 2.000 236.997.091 175,00 265.835.000 342 0| - 0 - 0| 175,00 265.835.000,00 -
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
02 01 205 |03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 5, 60.511.269 0,75 28.062.000 1 7.000.000 1 14.999.000: 100,00 214 1,75 43.061.000,00 -
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase pelaksanaan pelayanan 100 877.236.189 37,50 607.487.000 100 295.426.990 50,0 132.942.146 50,00 45 87,50 740.429.145,50 -
perkantoran
02 01 206 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik 48 38.694.084 5,25 14.474.000 12 8.000.000 - 0 - o] 5,25 14.474.000,00 -
Penerangan Bangunan Kantor /Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
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02 01 206 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 8 164.950.000 0,25 8.960.000 3 31.999.990 1 8.960.000 33,33 28| 1,25 17.920.000,00 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
02 01 206 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 80, 42.154.744 8,25 160.701.000 15 6.000.000 15, 900.000! 100,00 15| 23,25 161.601.000,00 -
yang Disediakan
02 01 206 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 4 42.154.744 0,75 41.446.000 1 14.000.000 1 5.000.000 100,00 36 1,75 46.446.000,00 -
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
02 01 206 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Penyelenggaraan Rapat 8 220.979.846 0,75 17.206.000| 2 235.427.000 - 0 - 0 0,75 17.206.000,00 -
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 100 3.107.820.433 50,00 3.757.039.185 100 844.499.603 100,0 787.960.046 100,00 93 150,00 4.544.999.231,00 -
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
02 01 208 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 8 445.633.428 1,50 568.820.185 2 406.999.603 2 350.460.046 100,00 86 3,50 919.280.231,00] -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
02 01 208 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 4 2.662.187.005 0,75 3.188.219.000 1 437.500.000 1 437.500.000 100,00 100 1,75 3.625.719.000,00 -
Kantor Umum Kantor yang Disediakan
02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100 505.149.792 41,67 266.650.069 100 66.956.200 66,7 44.191.092 66,67 66 108,33 310.841.161,00 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
terpelihara
02 01 209 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Peran Dinas atau 6 106.125.903 0,75 62.463.425 1 23.005.000 1 18.617.425. 100,00 81 1,75 81.080.850,00 -
Pemeliharaan dan pajak kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang
peran Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
02 01 209 |02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 40 326.881.970 5,75 199.686.644 8| 30.012.000 8 30.012.000 100,00 100 13,75 229.698.644,00 -
Pemeliharaan dan pajak dan perizinan |atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
02 01 209 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 5 72.141.919 0,25 4.500.000 1 13.939.200 - 0 - 0| 0,25 4.500.000,00 -
Kantor dan bangunan lainnya Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
02 01 210 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Kepatuhan Pengelolaan 100! 166.420.094.025 7,14] 88.855.698.186| 100 35.000.000.000| 3,6 22.836.150.504 3,57 65 10,71 111.691.848.690,00 -
Keuangan BLUD di RSUD dan
Puskesmas
02 01 210 |01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan 28 166.420.094.025 0,50 88.855.698.186| 1 35.000.000.000| 1 22.836.150.504 100,00 65 1,50 111.691.848.690,00 -
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
keuangan BLUD
02 |02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA Cakupan pelayanankesehatan balita 100 539.844.374.006 40,47 174.694.374.497| 100 123.468.437.496| 90,69 70.526.599.222 90,69 57 131,16 245.220.973.719,00 -
KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA |sesuaistandar
KESEHATANMASYARAKAT
Persentase anak usiapendidikan dasar 1,6 0,47 100 0,86/ 0 0,86 0 1,33 - -
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase RS Rujukan Tingkat 67 0 31,33 0 100 83 0 83,33 0 114,66 - -
kabupaten/kota yang terakreditasi
Persentase bayi barulahir mendapatkan 100 0 50,00 0| 100 0| 100 0 100,00 o] 150,00 - -
pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase ibu 100! 0| 50,00 0 100 100 0 100,00 0 150,00 - -
bersalinmendapatkanpelayanan
persalinan
Persentase ibu hamil mendapatkan 100 0 50,00 0| 100 100 0 100,00 o] 150,00 - -
pelayanan kesehatan ibu hamil
Persentase ODGIJ berat yang 100 0 50,00 0| 100 100 0 100,00 0 150,00 - -
mendapatkanpelayanan kesehatanjiwa
sesuai standar
Persentase orangdengan resiko 100 0 50,00 0| 100 100 0 100,00 0 150,00 - -
terinfeksiHIV mendapatkanpelayanan
deteksi diniHIV sesuai standar
Persentase orang terduga TBC 100 0 37,28 0| 100 49,13 0 49,13 0 86,41 - -
mendapatkan pelayanan TBC sesuai
standar
Persentase warga negara usia 60 tahun 100 0 50,00 0 100 100 0 100,00 0 150,00 - -
ke atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang 100 0 42,91 0 100 71,63 0 71,63 0 114,54 - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
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Persentase penderita DM yang 100 0 50,00 0| 100 100 0 100,00 0 150,00 -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGIJ berat yang 100 0 47,17 0| 100 88,68 0 88,68 0 135,85 -
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
Persentase terduga TBC mendapatkan 100! 0| 50,00 0 100 100! 0 100,00 0 150,00 -
pelayanan TBC sesuai standar
Persentase orang usial5-29 100 0 43,35 0 100 73,38 0 73,38 0 116,73 -
tahunmendapatkan skriningkesehatan
sesuaistandar
Persentase penderitaDM yang 100 - 0| 0,00 -
mendapatkanpelayanan
kesehatansesuai standar
Persentase penderitahipertensi 100 - 0 0,00 -
yangmendapatkanpelayanan
kesehatansesuai standar
Persentase RS RujukanTingkat 58| - 0 0,00 -
kabupaten/kotayang terakreditasi
Persentase warganegara usia 60 tahun 100 - 0 0,00 -
keatas mendapatkanskrining
kesehatansesuai standar
Rasio daya tampung RSterhadap 1,4 - 0 0,00 -
JumlahPenduduk
02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase kecukupan Fasilitas 100! 77.355.861.149 39,09 26.459.886.707| 100 21.802.305.900| 80| 18.602.234.899 80,00 85 119,09 45.062.121.606,00
Kesehatan untuk UKM dan UKP Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
Kewenangan Daerah Kabupaten Kota |UKP
02 02 201 |02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 9 27.544.974.696 1,25 1.826.379.771] 4 1.722.310.000 4 1.696.690.141 100,00 0 5,25 3.523.069.912,00
(Puskesmas) yang Dibangun
02 02 201 |04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 8 2.172.323.527 0,50 421.514.932 0| - 0 #DIV/0! o] 0,50 421.514.932,00]
Kesehatan yang Dibangun
02 02 201 |05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan 1 5.000.000.000 0,00 0 0 - 0 #DIV/0! 0 0,00 -
Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Setiap Standar Jenis
Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan
Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah
Penduduk Minimal 1:1000
02 02 201 |06 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan 15, 0| 0,00 0 0 - 0 #DIV/0! 0 0,00 -
Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Sesuai Standar
02 02 201 |12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan |Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan 4 191.977.572 0,25 35.120.000 0 3.524.100 - 0 #DIV/0! 0 0,25 35.120.000,00
Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
02 02 201 |13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung [Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 9 6.952.530.904 1,25 2.021.172.000 4 1.164.000.000 - 0 - 0 1,25 2.021.172.000,00]
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
02 02 201 |14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 19, 2.641.071.902 23,25 10.814.386.145 15 7.030.697.432 10 4.921.488.202 66,67 70 33,25 15.735.874.347,40
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan  [Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kesehatan vang Disediakan
02 02 201 |16 Pengadaan Obat dan Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 366 14.568.711.619 40,82 4.663.571.110 95 1.004.999.310 93] 703.499.517 97,89 70 133,82 5.367.070.627,00]
Disediakan
02 02 201 |17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang 141 17.044.472.552 34,17 6.677.742.749| 35 1.850.255.000 46| 925.127.500 131,43 50 80,17 7.602.870.249,00]
Disediakan
02 02 201 |21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, [Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, 526 253.914.000 0,00 0| 242 30.419.960 - 0 - o] 0,00 -
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai
Makanan dan Minuman ke Puskesmas |(BMHP), Makanan dan Minuman yang
serta Fasilitas Didistribusikan ke Puskesmas serta
Kesehatan Lainnva Fasilitas Kesehatan Lainnva
02 02 202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk |Persentase fasilitas pelayanan 100! 459.164.366.325 46 144.145.894.490| 100 95.931.688.476 82,76 48.021.127.023] 82,76 50 128,45 192.167.021.513,00
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah [kesehatan yang menyelenggarakan UKP
Kabupaten/Kota & UKM sesuai standar
02 02 202 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu  |Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 52.015 12.357.052.630] 8918 3.629.424.096 11.941] 469.090.000 11.941 469.090.000 100,00 100 20859,25 4.098.514.096,00]
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
02 02 202 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu  [Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 49.653 8.700.379.360 7999 1.816.466.186 11.398| 102.000.000 11.398 84.293.400 100,00 83| 19396,75 1.900.759.586,00
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
02 02 202 |03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi |Jumlah Bayi Baru Lahir yang 47.291 5.311.926.741 7.626| 982.645.336 10.564 88.920.000 10.855 110.291.300 102,75 124 18481,00| 1.092.936.636,00
Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan

Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02 02 202 |04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Balita yang Mendapatkan 191.325 9.835.953.841 33.646 3.459.683.775 52.726| 253.450.000 56.865, 253.450.000 107,85 100| 90511,00 3.713.133.775,00
Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
02 02 202 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada|Jumlah anak usia pendidikan dasar yang 445.913] 3.912.548.633 37.673 1.228.313.700 101.412 10.000.000 97.598 10.000.000 96,24 100| 135270,75 1.238.313.700,00]
usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
02 02 202 |06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada|Jumlah usia produktif yang 1.630.178 3.989.935.496 72.806 1.010.369.000 399.517| 115.790.000 195.195 115.790.000 48,86 100| 268000,50| 1.126.159.000,00
usia Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
02 02 202 |07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada[Jumlah usia lanjut yang Mendapatkan 234.796, 3.276.434.613 25.187 1.294.712.550 58.385 111.805.000 29.193 111.805.000 50,00 100 54379,25 1.406.517.550,00
usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
02 02 202 |08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita hipertensi yang 333.047, 99.038.938 44557 185.429.800 84.411 10.000.000 37.985 7.447.000 45,00 74| 82541,68 192.876.800,00
Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
02 02 202 |09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita Diabetes Melitus 24.441 123.798.672 5920 95.476.408 6.195 566.442.000 2.912 4.050.000 47,00 1 8831,65 99.526.408,00
Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
02 02 202 |10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan 4.422 1.908.530.593 1019 495.648.650 1.060| 203.552.000 940 203.552.000 88,68 100 1959,25 699.200.650,00|
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kesehatan dengan Gangguan Jiwa
Berat Sesuai Standar
02 02 202 |11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Terduga Menderita 50.716 2.254.616.219 7155 1.233.537.492 10.442 2.183.446.800 4.699 303.012.000 45,00 14| 11853,40 1.536.549.492,00
Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
02 (02 202 |[12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Terduga Menderita HIV yang 66.852, 1.007.428.779 11788 315.187.200 17.066 202.000.000 8.192] 106.652.000 48,00 53 19979,79 421.839.200,00
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
02 02 202 |13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 11.505.404.275 1 31.147.850 1 3.999.800 1 3.999.800 100,00 100] 1,75 35.147.650,00
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar [Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
02 02 202 |14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 168.861.389 1 4.925.664.610 1 2.000.000 1 2.000.000 100,00 100 1,75 4.927.664.610,00]
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan [Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi | Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar
02 02 202 |15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 11.327.893.176) 1 2.710.241.200 1 36.130.000 1 36.130.000 100,00 100 1,75 2.746.371.200,00
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
02 02 202 |16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 1.915.123.863 1 215.484.000 0| 82.735.000 1 82.735.000 #DIV/0! 100 1,75 298.219.000,00
Kerja dan Olah raga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
02 02 202 |17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 7.996.773.590 1 1.170.893.800 1 570.330.300 1 570.330.300 100,00 100 1,75 1.741.224.100,00
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
02 02 202 |18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 6.102.840.850 1 1.108.798.000 1] 331.570.000 1] 331.570.000: 100,00 100 1,75 1.440.368.000,00]
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
02 02 202 |19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 228.131.241 1 18.005.000 1 6.000.000 - 2.750.000 - 46 0,50 20.755.000,00
Tradisonal Akupuntur Asuhan Mandiri |Pelayanan Kesehatan Tradisional,
dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnva
02 02 202 |20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 6.092.470.363 1 3.300.558.000 1 102.470.000 1 102.470.000 100,00 100 1,75 3.403.028.000,00
Surveilans Kesehatan
02 02 202 |23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 1.973.572.657 1 381.685.928 1 43.000.000 1 40.600.000 100,00 94 1,75 422.285.928,00
Pelayanan Kesehatan Khusus
02 02 202 |25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular [Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 10 5.072.059.129 2 1.395.907.612 1 305.550.300 1 305.550.300 100,00 100 2,50 1.701.457.912,00
dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
02 02 202 |26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 68.977.487.600 1 38.125.726.300 1 15.007.980.800 - 10.186.335.400| - 68| 0,75 48.312.061.700,00]
Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat
02 02 202 |28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen [Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 30 323.976.173 0| 102.235.900 20 4.000.000 3 1.520.000:! 15,00 38 3,25 103.755.900,00
Penyakit Potensial KLB ke Lab Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Rujukan/Nasional Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
02 02 202 |29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil 5] 618.993.361 0| 28.089.400| 1] 50.000.000 - 10.616.500 - 21 0,25 38.705.900,00
Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
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02 02 202 |30 Penyediaan telemedicine di Fasyankes |Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27 3.092.904.000| 3 1.260.072.000 11 0 6 1.260.072.000 54,55 0 8,75 2.520.144.000,00]
(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi
Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui
Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan vang Berkualitas
02 02 202 |32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional 4 50.686.710.073 1 21.709.541.734| 1 0 1 5.991.114.900: 100,00 0 1,56 27.700.656.634,00
Pelayanan Rumah Sakit
02 02 202 |33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional 108 217.873.019.577 14| 50.753.275.663 27| 0| 10| 21.506.987.023 37,04 0| 23,50 72.260.262.686,00
Pelayanan Puskesmas
02 02 202 |35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 28 11.732.275.981 3 1.030.254.300 8 553.968.000 4 220.517.000 50,00 40| 7,00 1.250.771.300,00
Kesehatan di Kabupaten/Kota Terakreditasi di Kabupaten/Kota®
02 02 202 |36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Jumlah Hasil Investigasi Awal Kejadian 175 698.224.511 28 131.419.000 12 4.130.000 8 2.725.800 66,67 66 35,50 134.144.800,00
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) [Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
02 02 202 |39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Keluarga YangSudah Dikunjungi 155.445 6.000.000 - 0 0,00 -
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga danDiintervensi MasalahKesehatannya
OlehTenaga KesehatanPuskesmas
02 02 203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Persentase yankes yang 100! 3.110.484.174 31 3.963.531.300 100 39.168.300 45 39.168.300 45,00 100 76,25 4.002.699.600,00]
Kesehatan secara Terintegrasi menyelenggarakan SIK secara
terintergrasi
02 (02 203 |01 Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 8| 3.110.484.174 14 3.963.531.300 2 39.168.300 1 39.168.300 50,00 100 15,00 4.002.699.600,00
Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
02 02 204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat 100! 213.662.358 34 125.062.000 100 10.000.000 100 10.000.000: 100,00 100] 134,00 135.062.000,00
dan D dan Fasilitas Pelayanan Pertama dan Tingkat Rujukan Lanjut
Kesehatan Tingkat Daerah yang Berizin
Kabupaten/Kota
02 02 204 |01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan 6 213.662.358 3 125.062.000 6| 10.000.000 6 10.000.000: 100,00 100 9,00 135.062.000,00|
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Rumah Sakit Kelas C dan D Dikendalikan, Diawasi dan
Ditindaklanjuti Perizinannva
02 03 Program Peningkatan Kapasitas 95| 31 11.372.633.480 0| #DIV/0! 0 31,09 11.372.633.480,00
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase Rumah Sakit dengan 4 100 33 0| 58 58| 0 100,00 o] 91,33 -
dokter spesialis dasar dan 3 spesialis
penunjang
Persentase Puskesmas memiliki 9 jenis 95! 20| 75 44 59,25 o] 64,30 -
tenaga kesehatan esensial
02 03 201 Pemberian Izin Praktik Tenaga Cakupan Tenaga Kesehatan yang 100! 85.332.678 33 34.466.000 100 6.000.000 100,00 5.395.000 100,00 90| 133,33 39.861.000,00
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota | memiliki Surat Izin Praktik Di fasilitas
Kesehatan Wilayah Kabupaten/Kota
02 03 201 |01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga [Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 4 85.332.678, 1 34.466.000| 1] 6.000.000 1] 5.395.000 100,00 90 1,75 39.861.000,00
Kesehatan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
02 03 202 Perencanaan Kebutuhan dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 2.889.730.355 33 11.110.992.480| 100 24.600.000 33,00 24.600.680 33,00 100 65,79 11.135.593.160,00
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia |[Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM Kesehatan.
Manusia di Wilavah Kabupaten/Kota
02 03 202 |01 Perencanaan dan Distribusi serta Jumlah Dokumen HasilPerencanaan 4 62.591.519 1 16.615.680 1 14.700.000 1 14.600.680: 100,00 99 1,75 31.216.360,00
Pemerataan Sumber Daya Manusia danDistribusi sertaPemerataan
Kesehatan SumberDaya ManusiaKesehatan
02 03 202 |02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya [Jumlah Sumber Daya Manusia 2.048 2.763.139.327 500 11.074.074.000| 31 0| - 0 - #DIV/0! 500,00 11.074.074.000,00
Manusia Kesehatan sesuai standar Kesehatan yang Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasvankes)
02 03 202 |03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber  [Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 4 63.999.508| 1 20.302.800 1 31.546.000 - 10.000.000: - 32| 0,50 30.302.800,00
Daya Manusia Kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
02 03 203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan [Persentase SDMK mengikuti 100 725.044.028 10 227.175.000 100 1.183.517.600 - 3.000.000 - 0| 10,40 230.175.000,00
Kompetensi Teknis Sumber Daya Kompetensi Teknis
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
02 03 203 |01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan |Jumlah Sumber DayaManusia 1.298; 725.044.028 21 227.175.000 331 1.183.517.600 - 3.000.000 - 0 20,79 230.175.000,00]
Kompetensi Teknis Sumber Daya KesehatanTingkat
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah DaerahKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yangDitingkatkan Mutu
danKompetensinva
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02 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase pengawasan keamanan dan 100 1.438.003.000 41 625.324.500 100 85.126.000 63,50 110.018.500 63,50 129 104,38 735.343.000,00
Kesehatan dan Makanan Minuman kesehatan obat dan makanan di
Lampung Utara
02 04 201 Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko |Persentase sarana pelayanan 100! 350.962.250 38 123.838.000 100 85.126.000] 53,85 11.468.000: 53,85 13 92,31 135.306.000,00
Alat Kesehatan dan Optikal Usaha kefarmasian (swasta dan pemerintah)
Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar di Kabupaten Lampung
Utara
02 04 201 |01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 4 267.636.671 1 80.920.000 1 18.575.000 1 7.133.000 100,00 38 1,75 88.053.000,00
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan [ Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
dan Optikal Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
02 04 201 |02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat 316 83.325.579 23 42.918.000 25 66.551.000 4 4.335.000 16,00 7 26,53 47.253.000,00
Perizinan dan Tindak Lanjut Kesehatan, dan ptikal, Usaha Mikro
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Obat Tradisional (UMOT) yang
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) [Penerbitan dan Tindak Lanjut
Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
02 04 203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan [Persentase Produksi Pangan Industri 100 346.016.243 42 204.052.500 100 118.131.600 50| 41.111.500 50,00 35 92,36 245.164.000,00
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-  [Rumah Tangga yang terdaftar di
IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk |Kabupaten Lampung Utara bersertifikat
Makanan Minuman tertentu yang P-IRT
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangea
02 04 203 |01 Pengendalian dan Pengawasan Serta  |Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 4 346.016.243 1 204.052.500! 1] 118.131.600 - 41.111.500 - 35 0,75 245.164.000,00]
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Produksi Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin  [Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
Produksi untuk Produk Makanan IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Minuman Tertentu yang Dapat Makanan Minuman Tertentu yang
Diproduksi oleh Industri Rumah Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangea Tangea
02 04 204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Persentase Pengawasan dan 62! 217.004.776 35 146.461.000 199 157.861.400 50| 6.200.000 25,13 4 84,81 152.661.000,00|
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan |Pengendalian Kesehatan Pengelolaan
(TPM) Antara Lain Jasa Boga Rumah makanan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
02 04 204 |01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 4 217.004.776 1 146.461.000 1 157.861.400 - 6.200.000 - 4 0,75 152.661.000,00
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan |dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat |Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Pengelolaan Makanan (TPM) antara Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
lain jasa boga rumah makan/restoran  |Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
dan Depot Air Minum (DAM) Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
02 04 206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Persentase produksi makanan rumah 100 524.019.730 42 150.973.000 100 157.861.400 50| 51.239.000 50,00 32| 92,11 202.212.000,00
Pemeriksaan Post Market pada tangga yang diperiksa mendapatkan
Produksi dan Produk Makanan tindak lanjut
Minuman Industri Rumah Tangga
02 04 206 |01 Pemeriksaan Post Market pada Produk [Jumlah Produk dan Sarana Produksi 120 524.019.730 14 150.973.000 30 157.861.400 15 51.239.000 50,00 32| 29,00 202.212.000,00
Makanan- Minuman Industri Rumah Makanan-Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan Pengawasan |Tangga Beredar yang Dilakukan
serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan
02 (05 Program Pemberdayaan Masyarakat  |Persentase UKBM berstrata mandiri 10,50 502.510.724 5 1.217.089.700; 10,0 1.482.799.540) - - 0 5,03 1.217.089.700,00
Bidang Kesehatan
02 05 201 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Persentase Linsek dan swasta bermitra 100 214.335.724 33 394.426.200 100 293.437.200 20| 239.136.200 20,00 81 53,33 633.562.400,00
Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
02 05 201 |01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan [Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, 4 214.335.724 1 394.426.200 1 293.437.200 1 239.136.200 100,00 81 1,75 633.562.400,00
Advokasi Kemitraan dan Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
02 05 202 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Persentase Puskesmas melaksanakan 100 158.995.000 29 798.494.000 100 1.186.202.340 45 504.605.000 45,00 43 74,30 1.303.099.000,00
Promotif Preventif Tingkat Daerah kampanye Germas
Kabupaten/ Kota
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02 05 202 |01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan  |Jumlah Dokumen Hasil 135 158.995.000 12 798.494.000! 27| 1.186.202.340 13| 504.605.000 48,15 43 24,75 1.303.099.000,00] -
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat ~ [Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
02 05 203 Pengembangan dan Pelaksanaan Persentase UKBM yang mengalami 6,5 129.180.000 34 24.169.500 100 3.160.000 100 3.160.000 100,00 100 133,77, 27.329.500,00 -
Upaya Kesehatan Bersumber daya peningkatan stratifikasi
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
02 05 203 |01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 4 129.180.000 1 24.169.500 1 3.160.000 - 3.160.000 - 0 0,75 27.329.500,00] -
Pengembangan Dan Pelaksanaan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Masvarakat (UKBM)
Rata Rata capaian kinerja 71,48 54,59
predikat capai Sedang Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85 47.651.339.232 29 23.568.400.188| 80 11.475.118.049 4,48 13.844.498.000 5,60 120,65, 33,43 37.412.898.188,00 -|Dinas Pekerjaan
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Umum dan
/ KOTA pembinaan
perpustakaan
03 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Meningkatnya Tertib Administrasi 85, 460.525.000 35 193.100.250 100 59.999.800 5,00 22.313.380 5,00 37,19 39,81 215.413.630,00] .
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kedinasan
03 01 201 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan  |Jumlah Dokumen Perencanaan 15 248.250.000 1 125.077.000 5 34.999.950 0,87 14.281.930 17,31 40,81 2,12 139.358.930,00 -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
03 01 201 |02 Koordinasi dan PenyusunanDokumen  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 - - 0,00 0,00 - -
RKA-SKPD Laporan HasilKoordinasi
PenyusunanDokumen RKA-SKPD
03 01 201 |03 Koordinasi dan PenyusunanDokumen [umlah DokumenPerubahan RKA- 2 - o] 0,00 - -
Perubahan RKA-SKPD SKPDdan Laporan HasilKoordinasi
PenyusunanDokumen PerubahanRKA-
SKPD
03 01 201 |04 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 - o] 0,00 - -
Laporan HasilKoordinasi
PenvusunanDokumen DPA-SKPD
03 01 201 |05 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan |Jumlah DokumenPerubahan DPA- 2 - 0 0,00 - -
DPA- SKPD SKPDdan Laporan HasilKoordinasi
PenyusunanDokumen PerubahanDPA-
SKPD
03 01 201 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 16, 212.275.000 1 68.023.250 4 - 0 0,96 68.023.250,00 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
03 01 201 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja 16! 99.999.400 12 68.023.250 4 24.999.850 0,83 8.031.450 20,86 32,12599276 12,83 76.054.700,00| -
PerangkatDaerah
03 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Meningkatnya Tertib Administrasi 85 41.686.664.232 42 21.138.704.161 100 10.371.819.699 22 3.171.595.407 22,40 30,6 63,92 24.310.299.568,00 -
Daerah Keuangan Perangkat Daerah
03 01 202 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 520 39.958.289.232 32 18.951.737.911 130] 9.896.420.084 41] 3.109.858.652! 31,25 31,4 72,91 22.061.596.563,00 -
Tunjangan ASN
03 01 202 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 16 1.531.530.000 1 2.107.637.000 60 439.350.800 8 53.032.320 13,28 12,1 8,85 2.160.669.320,00 -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
03 01 202 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah DokumenPenatausahaan 4 - - - 0 0,00 - -
Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD danPengujian/Verifikasikeuangan SKPD
03 01 202 |04 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi [Jumlah DokumenKoordinasi 4 - - - 0 0,00 - -
SKPD danPelaksanaan AkuntansiSKPD
03 01 202 |05 Koordinasi dan PenyusunanlLaporan Jumlah LaporanKeuangan Akhir 1 - - - 0 0,00 - -
Keuangan AkhirTahun SKPD TahunSKPD dan Laporan
HasilKoordinasi PenyusunanLaporan
KeuanganAkhir Tahun SKPD
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03 01 202 |06 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Jumlah Dokumen BahanTanggapan 6 - - - 0 0,00 - -
TanggapanPemeriksaan Pemeriksaandan Tindak
LanjutPemeriksaan
03 01 202 |07 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ 4 - - - 0 0,00 - -
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan
SemesteranSKPD LaporanKoordinasi Penyusunan
LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/
SemesteranSKPD
03 01 202 |08 Penyusunan Pelaporan danAnalisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 16 196.845.000 2 79.329.250 3 36.048.815 1 8.704.435 21,31 24,14624447| 2,62 88.033.685,00 -
Prognosis RealisasiAnggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
03 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada [PersentaseMeningkatnya 100 - 0 0,00 - -
Perangkat Daeerah TertibAdministrasiKepegawaian
PerangkatDaerah
03 01 203 |05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah LaporanRekonsiliasi 4 - 0 0,00 - -
Barang Milik Daerah pada SKPD danPenyusunan LaporanBarang Milik
Daerahpada SKPD
03 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Meningkatnya Tertib 85 330.750.000 22 15.000.000 100 - - 0 - 0 22,19 15.000.000,00 -
Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
03 01 205 |02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Jumlah Paket PakaianDinas beserta 300 - o] 0,00 - -
AtributKelengkapannya AtributKelengkapan
03 01 203 |06 Pemulangan Pegawai yangPensiun Jumlah Pegawai Pensiunyang 2 - 0 0,00 - -
Dipulangkan
03 01 203 |07 Pemulangan Pegawai yangMeninggal [Jumlah Laporan HasilPemulangan 2 - 0 0,00 - -
dalamMelaksanakan Tugas Pegawaiyang Meninggal
dalamMelaksanakan Tugas
03 01 203 |09 Pendidikan dan PelatihanPegawai umlah PegawaiBerdasarkan Tugas 10 - 0 0,00 - -
Berdasarkan Tugasdan Fungsi danFungsi yang MengikutiPendidikan
danPelatihan
03 01 203 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 40! 330.750.000 0| 15.000.000 10 20.000.000 - 0 - 0 0,38 15.000.000,00 -
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implemetasi
Peraturan Perundang-Undangan
03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah |[Persentase Meningkatnya Tertib 85 2.110.500.000| 32 632.656.103 100 - 3 29.351.160 3,26 0 35,70 662.007.263,00] -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
03 01 206 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ [ Jumlah Paket Komponen Instalasi 8 88.150.000 3 25.933.000 2 10.000.000 - - 0 2,97| 25.933.000,00 -
Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
03 01 206 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 2 453.250.000 1 35.000.000 2 17.667.200 0 8.431.420 10,22 47,7 1,08 43.431.420,00 -
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
03 01 206 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 3 115.850.000 0| 6.190.000| 8 8.467.000 0 1.900.000 4,94 22,4 0,64 8.090.000,00 -
yang Disediakan
03 01 206 |04 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor 20 5.932.000 1 2.286.000 4,16 38,5 0,83 2.286.000,00 -
yangDisediakan
03 01 206 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 303.250.000 1 161.672.475 30 34.916.660 4 11.083.740. 13,43 31,7 5,03 172.756.215,00| -
Penggandaan Pengandaan yang Disediakan
03 01 206 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 16 400.000.000 17 167.129.998 15 41.630.000 0 130.000! 0,13 0,3] 16,56 167.259.998,00| -
Peraturan Perundang- undangan peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
03 01 206 |07 Penyediaan Bahan/Material yang Jumlah paket bahan/material yang 16, 750.000.000 9 236.730.630 12 - - 0,0 9,11 236.730.630,00] -
disediakan
03 01 206 |09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan [Jumlah LaporanPenyelenggaraan 24 163.154.000 1 5.520.000 2,76 3,4 0,66 5.520.000,00 -
KonsultasiSKPD RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD
03 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Meningkatnya Barang Milik 85 350.000.000 40 763.407.250 85 382.162.000 74 540.446.000 86,75 141,4 113,42 1.303.853.250,00 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Daerah Sebagai Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
03 01 207 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebelyang Disediakan 0| 120 - - 0 - 0,0] 0,00 - -
03 01 207 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 9 350.000.000 0| 522.557.250, 2 - - 0 - 0,0] 0,39 522.557.250,00] -
Lainnya Lainnya yang Disediakan
03 01 207 |07 Pengadaan Aset tetap lainnya Jumlah Unit Aset TetapLainnya 1 64.999.270 0 5.025.260 10,05 7,7 0,10 5.025.260,00 -
yangDisediakan
03 01 207 |10 Pengadaan Sarana danPrasarana Jumlah Unit Sarana danPrasarana 4 - 0,0] 0,00 - -
Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya |GedungKantor atau BangunanLainnya
yangDisediakan
03 01 207 |11 Pengadaan Sarana danPrasarana Jumlah Unit Sarana danPrasarana 4 - 0,0] 0,00 - -
PendukungGedung Kantor PendukungGedung Kantor
atauBangunan Lainnya atauBangunan Lainnya yangDisediakan
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03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Meningkatnya Penyediaan 85 1.139.750.000 32 459.283.257 100 332.136.200 10 152.538.125 10,04 45,9 42,14 611.821.382,00|
Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
03 01 208 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 33.100.000 0 - 3 - - 0 - 0,0] 0,00 -
Menyurat
03 01 208 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 16! 472.650.000 1 229.573.257 2 154.211.040 1 51.618.125 62,57 33,5 2,51 281.191.382,00]
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik|
vang Disediakan
03 01 208 |03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 16 259.000.000 6| 14.990.000 3 15.000.000 0,01 200.000! 0,36 1,3 6,26 15.190.000,00
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
vang Disediakan
03 01 208 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12| 375.000.000 1 214.720.000 10 302.640.000 8 100.720.000 80,58 33,3 9,05 315.440.000,00}
Kantor pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Barang 85 1.573.150.000 33 366.249.167 100 - - 0 - 0,0 32,66 366.249.167,00]
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
03 01 209 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 84 888.000.000 0 248.604.167 28| 139.680.000 2, 20.100.000 6,70 14,4 2,18 268.704.167,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
03 01 209 |02 Penyediaan JasaPemeliharaan, Jumlah KendaraanDinas Operasional 3 - 0 5.367.910 3,58 0,0] 0,11 5.367.910,00
BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan |atauLapangan yangDipelihara
Kendaraan DinasOperasional atau dandibayarkan Pajak danPerizinannya
Lapangan
03 01 209 |03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan 10 420.000.000 0| 117.645.000 2 65.001.380 - 0 - 0,0] 0,01 117.645.000,00
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [Dibayarkan Perizinannya
03 01 209 |05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 75 49.650.000] 0| - 25 - - 0 - 0,0 0,00 -
03 01 209 |07 Pemeliharaan Aset TetapLainnya Jumlah Aset TetapLainnya yang 2 - 0,0 0,00 -
Dipelihara
03 01 209 |09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung umlah Gedung Kantordan Bangunan 2 - 0,0] 0,00 -
Kantor danBangunan Lainnya LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi
03 01 209 |10 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan  [Jumlah Sarana danPrasarana 2 - 0,0] 0,00 -
PrasaranaGedung Kantor GedungKantor atau BangunanLainnya
atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi
03 01 209 |11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Sarana dan Prasarana 8 215.500.000 0 - 2 - - 0 - 0,0] 0,00 -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor |Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
03 |02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan 63,07 30.947.847.330 17, 20.732.729.391 57,15] - 5,41 15.500.000 9,47 0,0 22,53 20.748.229.391,00
DAYA AIR (SDA) Kabupaten/Kota yang dilayani oleh
Jaringan Irigasi
03 02 201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Persentase Rencana tata pengaturan 63,07 3.530.000.000 16 1.200.987.100 100 - - 7.000.000 - 0,0] 15,77 1.207.987.100,00
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai |air dan tata pengairan/ pengelolaan
(WS) dalam 1 (satu) Daerah SDA WS kewenangan kabupaten /kota
Kabupaten/Kota
03 02 201 |01 Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen 3 993.000.000 0 454.266.000 1 367.229.900 0 3.000.000 0,91 0,8 0,01] 457.266.000,00]
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Pengendali Banjir, Lahar, Drainase
Drainase Utama Perkotaan dan Kawasan, dan Pengaman Pantai yang
Pengaman Pantai Disusun
03 02 201 |04 Penyusunan Pola dan Rencana Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan 3 993.000.000 0 553.296.600 1 - - 0 - 0,0] 0,18 553.296.600,00
Pengelolaan SDA WS Kewenangan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Disusun
03 02 201 |05 Pembangunan Bendungan Jumlah Bendunganyang Dibangun 2 0 - 0,0 0,00 -
03 02 201 |06 Pembangunan Embung Jumlah Embung danPenampung Air 2 1.538.382.800 0 4.000.000 0,12 0,3 0,00 4.000.000,00
danPenampung Air Lainnya Lainnyayang Direhabilitasi
03 02 201 |21 Rehabilitasi Embung danPenampungan [Jumlah Embung danPenampung Air 2 - 0 - 0,0 0,00 -
Air Lainnya Lainnyayang Dibangun
03 02 201 |49 Operasi dan PemeliharaanEmbung dan |umlah Embung danPenampung Air 10 - 0 - 0,0 0,00 -
PenampungAir Lainnya Lainnyayang Dioperasikan
danDipelihara
03 02 201 |61 Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Peserta yang Mengikuti 400/ 1.544.000.000 25 193.424.500 12 49.999.400 - 49.999.400 - 100,0] 25,00 243.423.900,00]
Kelembagaan Pengelolaan SDA Pembinaan dan Pemberdayaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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03 02 202 Pengembangan dan Pengelolaan Persentase panjang jaringan irigasi 63,07 27.417.847.330 16 19.531.742.291 100 - - 8.500.000 - 0,0 15,77 19.540.242.291,00 -
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder primer, sekunder dan tersier dalam
pada Daerah Irigasi yang Luasnya keadaan baik
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
03 02 202 |02 Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 7,08 9.614.063.330 0 9.565.899.076 5 1.293.032.600 - 0,0] 0,09 9.565.899.076,00 -
Permukaan yang Dibangun
03 02 202 |03 Pembangunan Bendungan Irigasi Jumlah bendungan irigasi yang 0| 1 - - 0,0 0,00 - -
dibangun
03 02 202 |14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan [Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 12,2 9.465.709.000 0 7.710.681.415 5 3.147.094.400 - 0,0] 0,17| 7.710.681.415,00 -
yang Direhabilitasi
03 02 202 |15 Rehabilitasi bendungan irigasi Jumlah Bendung Irigasiyang 3 0 4.500.000! 0,55 0,0 0,02 4.500.000,00 -
Direhabilitasi
03 02 202 |21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan 225 8.338.075.000 6 2.071.745.800 25 239.560.900 0 4.000.000 0,44 1,7 6,04] 2.075.745.800,00] -
Irigasi Permukaan yang Dioperasi dan Dipelihara
03 02 202 |22 Operasi dan PemeliharaanBendung Jumlah Bendung Irigasiyang 10 - 0,0 0,00 - -
Irigasi Dioperasikan danDipelihara
03 02 202 |27 Operasional Unit Pengelolalrigasi Jumlah Unit Pengelolalrigasi yang 45 - 0,0 0,00 - -
Beroperasi
03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah rumah tangga yang 88,25 1.655.000.000 20 15.632.881.100 85 16.132.084.400 0,02 18.290.500 0,03 0,1] 19,73 15.651.171.600,00 -
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN [ mendapatkan akses terhadap air
AIR MINUM minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh kabupaten/kota
03 03 201 Pengelolaan dan Pengembangan Persentase Kapasitas Pembangunan 10,58 1.655.000.000 27 15.632.881.100| 100 16.132.084.400| - 0 - 0,0] 26,87 15.632.881.100,00 -
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas
di Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota (Ipd), SPAM berbasis
Masvarakat
03 03 201 |o1 Penyusunan Rencana,Kebijakan, Jumlah Rencana,Kebijakan, Strategi 4 - 0,0] 0,00 - -
Strategi danTeknis SPAM danTeknis SPAM yangdisusun
03 03 201 |02 SupervisiPembangunan/Peningkatan/P [Jumlah Konsultasi 3 - 0,0 0,00 - -
erluasan/Perbaikan SPAM SupervisiPembangunan/
Peningkatan/Perluasan/OptimalisasiSPA
Y]
03 03 201 |03 Pembangunan SPAMJaringan Kapasitas SPAMIKK/Perkotaan 1 - 0,0] 0,00 - -
Perpipaan diKawasan Perkotaan atauSPAM Tematik Tertentuyang
terbangun
03 03 201 |04 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di 0| 2 - - 0 - 0,0] 0,00 - -
Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan yang dibangun
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
pembinaan perpustakaan)
03 03 201 |05 Peningkatan SPAM JaringanPerpipaan [Peningkatan KapasitasSPAM 2 - 0,0] 0,00 - -
di KawasanPerkotaan IKK/Perkotaanatau SPAM
TematikTertentu
03 03 201 |06 Peningkatan SPAM JaringanPerpipaan [Jumlah PeningkatanSPAM 2 - 0,0 0,00 - -
di KawasanPerdesaan JaringanPerpipaan di
KawasanPerdesaan
03 03 201 |07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di [Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di 3 1.655.000.000 7 13.787.145.200| 2 - - 12.000.000: - 0,0] 7,12 13.799.145.200,00 -
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan yang diperluas
03 03 201 |08 Perbaikan SPAM JaringanPerpipaan di [Jumlah Perbaikan SPAMJaringan 3 - 0,0 0,00 - -
KawasanPerdesaan Perpipaan diKawasan Perdesaan
03 03 201 |09 Pembinaan dan PengawasanTerhadap [Jumlah penyelenggaraSPAM yang 4 - 0,0 0,00 - -
Tarif Air Minum mengikutiregulasi terkait tarif airminum
03 03 201 |10 Pembinaan dan PengawasanTerhadap [Jumlah Badan 2 - 0,0] 0,00 - -
PenyelenggaraanSPAM oleh Badan UsahayangmenyelenggarakanSPAM
UsahaUntuk Kebutuhan Sendiri yang Terbina danTerawasi
03 03 201 |11 Pembinaan dan PengawasanTerhadap |Jumlah KelompokMasyarakat 4 - 0,0] 0,00 - -
PenyelenggaraanSPAM oleh yangmenyelenggarakanSPAM yang
Pemerintah Desadan Kelompok Terbina danTerawasi
Masvarakat
03 03 201 |12 Fasilitasi Penyiapan KerjaSama SPAM  [Jumlah unit SPAM yangmendapatkan 36 - 0,0 0,00 - -
fasilitasikerjasama
03 03 201 |13 Pembinaan dan PengawasanTerhadap [Jumlah unit SPAM 12 - 0,0 0,00 - -
Pelaksanaan KerjaSama SPAM yangmendapatkanpembinaan
danpengawasan dalampelaksanaan
keriasama
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03 03 201 |14 Pengembangan SDM danKelembagaan |Jumlah 50 - 0,0] 0,00 - -
PengelolaanSPAM kelembagaanPelaksanaPenyelenggaraa
n SPAMyang meningkatkinerijanya
03 03 201 |15 Operasi dan PemeliharaanSPAM di Jumlah unit SPAMIKK/Perkotaan 1 - 0,0 0,00 - -
Kawasan Perkotaan atauSPAM Tematik Tertentuyang
mendapatkanoperasi danpemeliharaan
03 03 201 |16 Operasi dan PemeliharaanSPAM di Jumlah unit SPAMBerbasis 2 - 0,0 0,00 - -
Kawasan Perdesaan Masyarakatyang mendapatkanoperasi
danpemeliharaan
03 03 201 |17 Pembangunan Baru SPAMBukan Jumlah Rumah Tanggayang Terlayani 25 328.241.000 - 0,0 0,00 - -
Jaringan Perpipaan diKawasan melaluiPembangunan BaruSPAM Bukan
Perdesaan JaringanPerpipaan
03 03 201 |18 Peningkatan SPAM BukanJaringan Jumlah SPAM BukanJaringan Perpipaan 7 - - 0,0 0,00 - -
Perpipaan diKawasan Perdesaan diKawasan Perdesaanyang ditingkatkan
03 03 201 |19 Perluasan SPAM JaringanPerpipaan di [Jumlah SPAM JaringanPerpipaan di 1 241.230.900 - 0,0 0,00 - -
KawasanPerdesaan KawasanPerdesaan yangdiperluas
03 03 201 |20 Perbaikan SPAM JaringanPerpipaan di [Jumlah unit SPAMJaringan 3 - 0,0 0,00 - -
KawasanPerkotaan Perpipaanyang dioptimalisasi
03 03 201 |21 Perbaikan SPAM BukanJaringan Jumlah unit SPAMBukan 3 - 0,0] 0,00 - -
Perpipaan dikawasan Perdesaan JaringanPerpipaan yangdioptimalisasi
03 04 PROGRAMPENGEMBANGAN Kapasitas dayatampung TPA 91,9] - 0,0 0,00 - -
SISTEMDAN
PENGELOLAANPERSAMPAHANREGION
AL
Persentase TPS dalamkondisi baik 85 - 0,0 0,00 - -
Rasio meningkatnyapengurangan 8,1 - 0,0] 0,00 - -
timbunansampah (wilayahperkotaan)
03 04 201 Pengembangan Sistemdan Persentase Sistem 100 - 0,0 0,00 - -
PengelolaanPersampahan di danPengelolaanPersampahan di
DaerahKabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota
03 04 201 |o1 Penyusunan Rencana,Kebijakan, Jumlah Rencana,Kebijakan, Strategi 7| - 0,0] 0,00 - -
Strategi, danTeknis Sistem danTeknis
PengelolaanPersampahanTPA/TPST/SP |SistemPengelolaanPersampahanTPA/TP
A/TPS- ST/SPA/TPS-3R/TPS
3R/TPSKewenanganKabupaten/Kota  [KewenanganKabupaten/Kota
vangDisusun
03 |04 (201 |02 [SupervisiPembangunan/Rehabilitasi/Pe [Jumlah Konsultasi 3 - 0,0 0,00 - -
ningkatanTPA/TPST/SPA/TPS- SupervisiPembangunan/Rehabilitasi/Pe
3R/TPSKewenanganKabupaten/Kota  [ningkatanTPA/TPST/SPA Kewenangan
Provinsi
03 04 201 |03 PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS- Jumlah Rumah Tanggayang 3 - 0,0! 0,00 - -
3R/TPS TerlayaniTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
03 04 201 |04 RehabilitasiTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS |JumlahTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 - 0,0 0,00 - -
yangDirehabilitasi
03 04 201 |05 PeningkatanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS |Jumlah Rumah Tanggayang 1 - 0,0 0,00 - -
TerlayaniPeningkatanTPA/TPST/SPA/TP
S-
03 04 201 |06 enyediaan SaranaPersampahan Jumlah SaranaPersampahan 1 - 0,0 0,00 - -
yangDisediakan
03 04 201 |07 Sosialisasi danPemberdayaan Jumlah kelompokMasyarakat 3 - 0,0 0,00 - -
Masyarakatdalam rangka yangMengikuti Sosialisasidan
PenyediaanSarana TPA/TPST/SPA/TPS- |PemberdayaanMasyarakat dalamrangka
3R/TPS PenyediaanSaranaTPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS
03 |05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah rumah tangga yang 13 331.000.000 0 5.474.108.000 12 - 0,18 5.474.108.000 1,50 0,0 0,23 10.948.216.000,00 -
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik
03 05 201 Pengelolaan dan Pengembangan Persentase Pengelolaan dan 13, 331.000.000 2 5.474.108.000 100 - 9 5.474.108.000: 9,30 0,0 11,63 10.948.216.000,00 -
Sistem Air Limbah Domestik dalam Pengembangan Sistem Air Limbah
Daerah Kabupaten/ Kota Domestik dalam Daerah Kabupaten
/Kota
03 05 201 |01 Penyusunan Rencana,Kebijakan, Jumlah Rencana,Kebijakan, Strategi 1 - 0,0 0,00 - -
Strategi danTeknis Sistem danTeknis SPALD dalamDaerah
PengelolaanAir Limbah Domestik Kabupaten/Kotayang Disusun
dalamDaerah Kabupaten/Kota
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03 05 201 |02 SupervisiPembangunan/Rehabilitasi/Pe [Jumlah DokumenSupervisi 1 - 0,0 0,00 - -
ningkatan/PerluasanSistem KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/Pe
Pengelolaan AirLimbah Domestik ningkatan/ PerluasanSistem
TerpusatSkala Kota Pengelolaan AirLimbah
DomestikTerpusat Skala Kota
03 05 201 |03 Pembangunan/PenyediaanSistem Jumlah Rumah Tanggayang 1 - 0,0 0,00 - -
Pengelolaan AirLimbah Terpusat Skala [Tersambungdengan SistemPengelolaan
Kota Air LimbahDomestik Terpusat Skala
Kota
03 05 201 |04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Jumlah penambahanrumah tangga 1 - 0,0] 0,00 - -
Sistem PengelolaanAir Limbah yangterlayani melaluioptimalisasi SPALD/]
DomestikTerpusat Skala Kota TSkala Kota
03 05 201 |05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Jumlah penambahanrumah tangga 1 - 0,0] 0,00 - -
Sistem PengelolaanAir Limbah yangterlayani melaluioptimalisasi SPALD/]
DomestikTerpusat Skala Permukiman | TSkala Permukiman
03 05 201 |06 Pembangunan/PenyediaanSub Sistem |Jumlah Rumah Tanggayang memiliki 4 - 0,0 0,00 - -
PengolahanSetempat TangkiSeptik
03 05 201 |07 Pembinaan TeknikPengelolaan Air Jumlah Peserta yangMengikuti 1 - 0,0 0,00 - -
LimbahDomestik PembinaanTeknik Pengelolaan
AirLimbah Domestik
03 05 201 |08 Sosialisasi danPemberdayaan Jumlah kelompokMasyarakat 1 - 0,0 0,00 - -
Masyarakatterkait Penyediaan yangMendapatkan Sosialisasidan
SistemPengelolaan Air LimbahDomestik | PemberdayaanMasyarakat
RangkaPenyediaan SistemPengelolaan
Air LimbahDomestik
03 05 201 |09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan [Jumlah Peserrta yang Mengikuti 60! 165.500.000 1 46.229.000 10| - - 0 - 0,0] 0,52 46.229.000,00 -
Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah Domestik
03 05 201 |15 Pembangunan / Penyediaan Sarana Kapasitas IPLT Terbangun 0,09 165.500.000 0 5.013.977.000 0,03 - - 0 - 0,0 0,01 5.013.977.000,00 -
dan Prasarana IPLT
05 2.01 |16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Kapasitas IPLT yangDioptimalisasi 1 309.696.400 - 4.000.000 - 1,3 0,00 4.000.000,00 -
Sarana dan Prasarana IPLT
05 2.01 |17 SupervisiPembangunan/Rehabilitasi/Pe [umlah Konsultasi 1 - 0,0] 0,00 - -
ningkatan/PerluasanSarana dan SupervisiKegiatanPembangunan/Rehabi
Prasarana IPLT litasi/Peningkatan/PerluasanSarana dan
Prasarana IPLT
03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase panjang drainase dalam 83,75 993.000.000 15 647.434.900 76,13 E 0| = 0,0 15,08 647.434.900,00 E
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | kondisi baik
03 06 201 Pengelolaan dan Pengembangan Persentase Pengelolaan dan 83,75 993.000.000 23 647.434.900 100 - 0 - 0,0] 23,42 647.434.900,00 -
Sistem Drainase yang Terhubung Pengembangan Sistem Drainase yang
Langsung dengan Sungai dalam Daerah |Terhubung Langsung dengan Sungai
Kabupaten /Kota dalam Daerah Kabupaten /Kota
03 06 201 |01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah Rencana, Kebijakan, Stategi dan 3 993.000.000 0| 95.466.500 1 76.394.800 - 0 - 0,0 0,47| 95.466.500,00 -
Strategi dan Teknis Sistem Drainase Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang
Perkotaan Disusun
03 06 201 |02 Penyusunan Outline Planpada Kawasan [Jumlah Outline Planpada 1 - 0,0 0,00 - -
Genangan KawasanGenangan yang Disusun
03 06 201 |03 SupervisiPembangunan/Peningkatan/R |Jumlah Konsultasi 1 - 0,0] 0,00 - -
ehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan  [SupervisiPembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasi System drainase perkotaan
03 06 201 |04 Pembinaan Teknik SistemDrainase Jumlah Peserta yangMengikuti 12 - 0,0 0,00 - -
Perkotaan PembinaanTeknik Sistem
DrainasePerkotaan
03 06 201 |05 Pembangunan SistemDrainase Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0] 0,00 - -
Perkotaan Perkotaanyang Dibangun
03 06 201 |06 Peningkatan SaluranDrainase Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0 0,00 - -
Perkotaan Perkotaanyang Ditingkatkan
03 06 201 |07 Rehabilitasi SaluranDrainase Perkotaan [Panjang SaluranDrainase 2 - 0,0] 0,00 - -
Perkotaanyang DilakukanRehabilitasi
03 06 201 |08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 1 766.105.500 - 0,0 0,00 - -
Perkotaan Drainase Perkotaan yang Direhab
03 06 201 |09 Operasi dan PemeliharaanSistem Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0 0,00 - -
Drainase yangDioperasikan danDipelihara
03 06 201 |10 SupervisiPembangunan/Peningkatan/R |[Jumlah Konsultasi 3 - 0,0 0,00 - -
ehabilitasi Sistem DrainaseLingkungan [SupervisiPembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasiSistem Drainase Lingkungan
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03 06 201 |11 pembinaan Teknik SistemDrainase Jumlah Peserta yangMengikuti 12 - 0,0] 0,00 - -

Lingkungan PembinaanTeknik Sistem
DrainaseLingkungan

03 06 201 |12 Pembangunan SistemDrainase Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0 0,00 - -
Lingkungan Lingkunganyang Dibangun

03 06 201 |13 Peningkatan SaluranDrainase Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0 0,00 - -
Lingkungan Lingkunganyang Ditingkatkan

03 06 201 |14 Rehabilitasi SaluranDrainase Panjang SaluranDrainase 1 - 0,0] 0,00 - -
Lingkungan Lingkunganyang DilakukanRehabilitasi

03 06 201 |15 penyediaan Sarana SistemDrainase Jumlah Sarana SistemDrainase 1 - 0,0 0,00 - -
Lingkungan Lingkunganyang Disediakan

03 06 201 |16 Penyusunan Rencana,Kebijakan, Jumlah Rencana,Kebijakan, Strategi 3 - 0,0] 0,00 - -
Strategi danTeknis Sistem danTeknis Sistem DrainaseLingkungan
DrainaseLingkungan yangDisusun
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan [Jumlah Saluran Drainase Perkotaan 0 - 0 - 0,0] 0,00 - -
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Drainase Perkotaan yang Direhab
pembinaan perpustakaan)

03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase utilitas yang dibangun di 50 56.799.084.900 8| 9.578.226.726 40 - - 2.018.000 - 0,0] 7,65 9.580.244.726,00 -
PERMUKIMAN kawasan pemukiman

03 07 201 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Persentase infrastruktur pada 50 56.799.084.900| 16 9.578.226.726 35 - - 2.018.000 - 0,0 16,25 9.580.244.726,00 -
Permukiman di Kawasan Strategis Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten /Kota Daerah Kabupaten/Kota

03 07 201 |01 Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan 83 56.799.084.900 1 9.578.226.726 21| 1.138.778.300 - 2.018.000 - 0,2] 1,25 9.580.244.726,00 -
Infrastruktur Kawasan Permukiman di [Sarana Permukiman yang Dibangun di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten [Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
/Kota /Kota

03 07 201 |02 Pemanfaatan danPemeliharaan Jumlah Sistem JaringanPrasarana dan 4 - 0,0] 0,00 - -
InfrastrukturKawasan Permukiman SaranaPermukiman yangDipelihara di
diKawasan Strategis KawasanStrategis
DaerahKabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota

03 07 201 |03 Pengawasan danPengendalian Jumlah Sistem JaringanPrasarana dan 6 100.794.100 - 0,0 0,00 - -
InfrastrukturKawasan Permukiman SaranaPermukiman yangDiawasi
diKawasan Strategis danDikendalikan diKawasan
DaerahKabupaten/Kota StrategisDaerah Kabupaten/Kota

03 07 201 |04 PembinaanPenyelenggaraaninfrastrukt [Jumlah Peserta yangMengikuti 12 - 0,0 0,00 - -
ur KawasanPermukiman di PembinaanPenyelenggaraaninfrastrukt
KawasanStrategis ur KawasanPermukiman di
DaerahKabupaten/Kota KawasanStrategis

DaerahKabupaten/Kota

03 |08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Rasio kepatuhan IMB 100 1.324.000.000 25 1.960.043.180 100| - 0,04 7.191.500 0,04 0,0 25,21 1.967.234.680,00 -
GEDUNG

03 08 201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di |Rasio bangunan gedung (kecuali rumah 100 1.324.000.000 35 1.960.043.180 100 - 0 7.191.500! 0,04 0,0] 34,96 1.967.234.680,00] -
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, tinggal tunggal dan rumah deret) yang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan |laik huni
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

03 08 201 |01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin 595.871.830 0 4.000.000 #DIV/0! 0,7 0,35 4.000.000,00} -
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG

03 08 201 |02 Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 6 1.324.000.000 0 1.579.965.180 4 190.866.500 - 0 - 0,0 0,43 1.579.965.180,00 -
Pengawasan, dan Pemanfaatan Pembangunan, Pengawasan, dan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten [Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
/Kota Kabupaten/ Kota

03 08 201 |03 Penyusunan Regulasi TerkaitBangunan [Jumlah Regulasi TerkaitBangunan 5 - 0,0 0,00 - -
GedungKabupaten/Kota GedungKabupaten/Kota yangDisusun

03 08 201 |04 Bantuan TeknisPembangunan Jumlah KonsultasiBantuan 10| - 0,0] 0,00 - -
BangunanGedung Negara TeknisPembangunanBangunan
DaerahKabupaten/Kota GedungNegara DaerahKabupaten/Kota

03 08 201 |05 Monitoring dan Jumlah DokumenMonitoring dan 10 - 0,0 0,00 - -
EvaluasiPenyelenggaraan EvaluasiPenyelenggaraanBangunan
BangunanGedung Negara GedungNegara DaerahKabupaten/Kota
DaerahKabupaten/Kota
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03 08 201 |06 Identifikasi, Jumlah BangunanGedung 10 - 0,0 0,00 - -
Penetapan,Penyelenggaraan MilikPemerintahKabupaten/Kota
BangunanGedung Cagar Budaya yangDilakukan Identifikasidan
yangDilestarikan MilikPemerintah Penetapan sebagaiCagar Budaya
Kabupaten/Kota vangDilestarikan
03 08 201 |07 Bantuan Teknis bagiMasyarakat Jumlah PemilikBangunan GedungCagar 10 - 0,0 0,00 - -
PemilikBangunan Gedung CagarBudaya [ Budaya yangDitetapkan
yang DitetapkanTingkat TingkatKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota vangMendapatkan Bantuanteknis
03 08 201 |08 Pemberian Kompensasi,Insentif dan Jumlah Pemilik,Pengguna, 10| - 0,0] 0,00 - -
Disinsentifkepada Pemilik, dan/atauPengelola BangunanGedung
Pengguna,dan/atau Cagar BudayaDaerah
PengelolaBangunan Gedung Kabupaten/Kotayang
CagarBudaya DaerahKabupaten/Kota [MendapatkanKompensasi, Insentifdan
Disinsentif
03 08 201 |09 Penilikan TerhadapPenyelenggaraan  |Jumlah BangunanGedung yang 10 - 0,0 0,00 - -
BangunanGedung oleh TelahDilakukan Penilikan olehPenilik
PenilikBangunan Bangunan
03 08 201 |10 Pendaftaran Huruf DaftarNomor Jumlah BangunanGedung Negara 10 - 0,0 0,00 - -
(HDNo) BangunanGedung Negara yangTelah DilakukanPendaftaran
HurufDaftar Nomor (HDNo)
03 08 201 |11 Pemeriksaan Kelaikan FungsiRumah Jumlah Rumah TinggalTunggal dan 10 - 0,0 0,00 - -
Tinggal Tunggal danRumah Deret RumahDeret yang TelahDilakukan
dalam rangkaPenerbitan Sertifikat PemeriksaanKelaikan Fungsi
LaikFungsi
03 08 201 |12 Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Jumlah Rehabilitasi Renovasi dan 0| 15 3.336.881.500 - 3.191.500 - 0,1 0,00 3.191.500,00 -
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan |Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk
Strategis Daerah Kabupatrn/Kota Kepentingan Strategis Daerah
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN Kabupatrn/Kota
pembinaan perpustakaan)
03 09 PROGRAM PENATAANBANGUNAN Persentase bangunanyang memenuhi 39,13 = 0,0 0,00] = 4
DANLINGKUNGANNYA RTBL
03 09 201 |.01 Penyusunan Rencana,Kebijakan, Jumlah DokumenRencana, 3 - 0,0] 0,00 - -
Strategi danTeknis Sistem Kebijakan,Strategi dan TeknisSistem
PenataanBangunan dan Lingkungandi [PenataanBangunan danLingkungan
Kabupaten/Kota dikabupaten/Kota
03 09 201 |.02 SupervisiPenataan/PemeliharaanBangu [Jumlah 3 - 0,0] 0,00 - -
nan dan Lingkungan SupervisiPenataan/PemeliharaanBangu
nan danLingkungan di KawasanCagar
Budaya danTradisional
Bersejarah,Kawasan
Pariwisata,Kawasan SistemPerkotaan
Nasional danKawasan StrategisLainnva
03 09 201 |.03 [Penataan Bangunan danLingkungan Jumlah PenataanBangunan 1 - 0,0 0,00 - -
danLingkungan di KawasanCagar
Budaya danTradisional
Bersejarah,Kawasan
Pariwisata,Kawasan SistemPerkotaan
Nasional danKawasan StrategisLainnva
03 09 201 |.04 |Pemeliharaan Bangunan Jumlah PemeliharaanBangunan 1 - 0,0 0,00 - -
danLingkungan danLingkungan di KawasanCagar
Budaya danTradisional
Bersejarah,Kawasan
Pariwisata,Kawasan SistemPerkotaan
Nasional danKawasan StrategisLainnva
03 09 201 |.05 [Pemberdayaan Masyarakatdalam Jumlah Peserta 100 - 0,0 0,00 - -
Penataan Bangunandan Lingkungan yangMengikutiPemberdayaanMasyarak
at dalamPenataan Bangunan
danLingkungan
03 09 201 |.06 MonitoringPenataan/PemeliharaanBan |Jumlah Dokumen 12 - 0,0] 0,00 - -
gunan dan Lingkungan HasilMonitoringPenataan/Pemeliharaan
Bangunan danLingkungan
03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |Tingkat Kemantapan Jalan 65 862.519.867.143 1 B 62| = 0,04/ 71.000.000 0,06 0,0 0,66 71.000.000,00 E
Kabupaten/Kota
03 10 201 Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya Kondisi Jalan dan 65 862.519.867.143 100 - 100 - 0 71.000.000 0,04 0,0 100,04 71.000.000,00 -
Kabupaten/Kota Jembatan dalam Kondisi Baik
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03 10 201 |01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan |Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 98 9.800.000.000 33 2.881.282.675 33 1.999.999.900 - 0 - 0,0 33,00 2.881.282.675,00]
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan [Advis dan Layanan Teknis, Kajian
Serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan
Penvelenggaraan Jalan dan Jembatan _[Teknis. Pengelolaan Pengendalian
03 10 201 |03 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger 7 4.150.000.000 150 983.764.000 150 399.719.870 1 16.000.000; 0,67 4,0 151,00 999.764.000,00
Jalan
03 10 201 |04 Survey Kondisi Jalan/ Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait 8 3.949.526.000 100 2.762.109.825 2143,13 999.999.700 - 0 - 0,0 100,00 2.762.109.825,00]
Kondisi Jalan/ Jembatan
03 10 201 |05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangunan 132,78 306.515.732.000 10 80.684.255.188| 100 101.980.359.620 - 36.000.000 - 0,0 9,98 80.720.255.188,00
03 10 201 |06 Pelebarab jalan menuju standar panjang jalan yang dilakukan pelebarab 80 80| - 0,0 80,00 -
menuju standar
03 10 201 |10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 388,52 313.118.243.063 45 123.094.189.400| 149,489 32.651.927.290 0 18.900.000: 0,08 0,1 45,12 123.113.089.400,00
Pemeliharaan Secara Berkala
03 10 201 |11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 418.618] 70.271.366.080] 150 4.447.067.600 150 - - 0 - 0,0] 150,00 4.447.067.600,00
Pemeliharaan Secara Rutin
03 10 201 |12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang dibangun 790,4 90.900.000.000 19 14.891.346.650 200 3.235.148.980 - 0 - 0,0 18,55 14.891.346.650,00
03 10 201 |16 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan 225 39.720.000.000| 0| 2.508.186.140 3 - - 0 - 0,0 0,18| 2.508.186.140,00]
Pergantian
03 10 201 |17 Pelebaran jalan Panjang Jembatan yangDilakukan 100 100 - 0,0 100,00 -
Pelebaran
03 10 201 |18 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Rehabilitasi 320 13.165.000.000 13 405.195.700 10 - - 0 - 0,0 13,01 405.195.700,00
03 10 201 |19 Pemeliharaan rutin jembatan Panjang Jembatan yangDilakukan 10| 10| - 0,0] 10,00 -
PemeliharaanSecara Rutin
03 10 201 |20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yangDilakukan 10 2.024.153.260 - 0,0 0,00 -
PemeliharaanSecara Berkala
03 10 201 |21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Panjang Jalan dan Jembatan yang 65! 10.930.000.000 1 1.757.148.265 19,5 999.999.770 - 0 - 0,0] 0,84 1.757.148.265,00]
Darurat Terehabilitasi/ Terekontruksi Akibat
Bencana
03 10 201 |22 Pemantauan dan Jumlah Dokumen HasilPemantauan 48 - 0,0] 0,00 -
EvaluasiPenyelenggaraanlalan/Jembata|danEvaluasiPenyelenggaraanlalan/Jem
n batan
03 10 201 |23 Pengawasan Jumlah Dokumen 24 - 0,0] 0,00 -
TeknisPenyelenggaraanlalan/Jembatan | HasilPengawasanPenyelenggaraanlalan
/lembatan
03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis 25 565.500.000 7 333.347.425 10 623.210.000 0,14 9.000.000 1,44 1,4 6,66 342.347.425,00
KONSTRUKSI yg memiliki sertifikat kompetensi
Rasio proyek tanpa kecelakaan 100 - - 0,0 0,00 -
konstruksi
03 11 201 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Persentase tenagakonstruksi yang 100 165.000.000 - 5.010.890 - 3,0 0,00 5.010.890,00
Terampil Konstruksi dilatih
03 11 201 |01 Penyiapan Training NeedAssessment  [Jumlah DokumenPerencanaan 25 55.000.000 - 0,0 0,00 -
(TNA) PelatihanTenaga Terampil PelatihanTenaga Kerja
Konstruksi KonstruksiKualifikasi Jabatan Ahli
03 11 201 |03 Penyiapan SOPPenyelenggaraan jumlah Dokumen 1 - 0,0 0,00 -
PelatihanTenaga Terampil Konstruksi  [SOPPenyelenggaraanPelatihan
TenagaKonstruksi KualifikasiJabatan
Operator,Teknisi atau Analis
03 11 201 |04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil [Jumlah Tenaga KerjaKonstruksi 230.046.290 25 230.046.290 2 5.010.890 9,11 2,2 2,28 5.010.890,00
Konstruksi KualifikasiJabatan Operator danTeknisi
atau Analis yangMengikuti Pelatihan
03 11 202 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa [Persentase sistem InformasiJasa 25 300.000.000 9 216.419.850 3 - 9 49.514.000 302,00 0,0 17,58 265.933.850,00]
Konstruksi Cakupan Daerah Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
03 11 202 |01 Pengelolaan OperasionalLayanan Jumlah 1 55.000.000 0 19.898.110: 3,00 36,2 0,03 19.898.110,00
Informasi JasaKonstruksi LaporanPenyelenggaraanDukungan
ManajemenSistem Informasi
JasaKonstruksi
03 11 202 |02 Penyediaan Perangkat Pendukung jumlah Data daninformasi 152.934.505 1 152.934.505 - 0,0 0,00 -
Layanan Informasi Jasa Konstruksi yangDihasilkan dariPerangkat
Pendukunglayanan Informasi
JasaKonstruksi
03 11 202 |03 Pembinaan dan PeningkatanKapasitas |Jumlah Peserta yangMengikuti 2 - 0,0] 0,00 -
Badan Usaha JasaKonstruksi Pembinaandan PeningkatanKapasitas
Badan Usahalasa Konstruksi
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03 11 202 |04 Penyusunan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Data dan 3 - 0| 100.599.350 1 - - 0 - 0,0 0,25 100.599.350,00 -
Proyek Bidang PUPR yang dapat Informasi Proyek Bidang PUPR yang
Dilaksanakan dengan Skema KPDBU dapat Dilaksanakan dengan Skema
KPBU
03 11 202 |06 Penyusunan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja 2 - 1 115.820.500 2 - 2 32.573.000 100,00 0,0] 2,50 148.393.500,00| -
Tenaga Kerja dan Badan Usaha dan Badan Usaha
03 11 204 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Persentase Penyusunan dokumen tertib 100 265.500.000 50 116.927.575 100 - 100 34.134.000 100,00 0,0] 150,00 151.061.575,00| -
Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
03 11 204 |03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jumlah Dokumen Pengawasan dan 5 103.677.675 0 116.927.575 6| 103.677.675 1 34.134.000 16,67 32,9 1,25 151.061.575,00| -
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kecamatan yang telah 100! 4.645.608.000 25 2.349.009.680 100 2.050.575.000 E 21.732.000 = i, 25,00 2.370.741.680,00 =
PENATAAN RUANG memiliki RDTR
03 12 201 Penetapan Rencana Tata Ruang Persentase Rencana Tata Ruang 100 2.668.108.000| 48 1.976.982.650 100 - 2 4.932.000 2,44 0,0 50,42 1.981.914.650,00 -
Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Wilayah (RTRW) Provinsi dan
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota _|Kabupaten/Kota
03 12 201 |o1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan 260.000.000 0 1 260.000.000 - 4.932.000 - 1,9 0,00 4.932.000,00 -
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Substansi, Evaluasi dan Penetapan
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten /Kota
03 12 201 |02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan 1 294.000.000 0 971.324.750 2 294.000.000 - 0 - 0,0] 0,25 971.324.750,00 -
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Substansi, Evaluasi dan Penetapan
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten /Kota
03 12 201 |03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ 3 - 0| 127.665.000 1 - - 0 - 0,0 0,25 127.665.000,00 -
Pelaksanaan pembinaan perpustakaan |Perkada Selain RTRW Kabupaten Kota
03 12 [*"*"|0o4 |Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan 3 - 0 93.992.900 500 - - 0 - 0,0 0,25 93.992.900,00 -
Perundang- undangan Bidang dan Peraturan Perundang-Undangan
pembinaan perpustakaan Bidang pembinaan perpustakaan
03 12 202 Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi 100 - 50 63.386.500 100 17.834.000 - 0 - 0,0] 50,00 63.386.500,00 -
Perencanaan Tata Ruang Daerah Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
03 12 202 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 4 - 0 63.386.500 1 180.000.000 - 0 - 0,0] 0,25 63.386.500,00 -
Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota |Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
03 12 202 |02 Koordinasi dan Jumlah DokumenKoordinasi 4 494.000.000 - 0 - 0,0] 0,00 - -
SinkronisasiPenyusunan danSinkronisasi PenyusunanRRTR
RRTRKabupaten/Kota Kabupaten/Kota
03 12 202 |03 Peningkatan PeranMasyarakat dalam  [Jumlah 100 - 0 - 0,0] 0,00 - -
PenataanRuang DokumenPeningkatanpemahaman
dantanggung jawabMasyarakat
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi 100 - 50 94.015.530 100 229.682.000 - 0 - 0,0] 50,00 94.015.530,00 -
Peraturan Perundang-Undangan Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 3 - 0 8.181.000 1 123.793.000 - 0 - 0,0] 0,25 8.181.000,00 -
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Sinkronisais Pemanfataan Ruang Untuk
dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
Sistem Informasi pembinaan Jumlah Data dan Informasi yang 4 - 0| 231.164.530 1 105.889.000 - 0 - 0,0 0,25 231.164.530,00] -
perpustakaan Dihasilkan dari Sistem Informasi
pembinaan perpustakaan
03 12 203 Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Koordinasidan 100 - 0,0] 0,00 - -
Pemanfaatan Ruang Daerah SinkronisasiPerencanaan Tata
Kabupaten/Kota RuangDaerah Kabupaten/Kota
03 12 203 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah DokumenKoordinasi 180.000.000 4 - 0,0] 0,00 - -
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi danSinkronisasiPemanfaatan
dan Pembangunan Daerah Ruanguntuk Investasi
danPembangunan Daerah
03 12 203 |02 Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Data danInformasi 494.000.000 1 - 0,0] 0,00 - -
yangDihasilkan dari SistemInformasi
PenataanRuang
03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi 100 - 50 214.625.000 100 - 100 41.093.000 100,00 0,0] 150,00 255.718.000,00 -
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
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03 12 204 |01 Koordinasi dan SinkronisasiPemberian [Jumlah DokumenKoordinasi 4 - 0,0 0,00 - -
Insentif danDisinsentif Bidang danSinkronisasi Pemberianinsentif dan
PenataanRuang DisinsentifBidang Penataan Ruang
03 12 204 |02 Koordinasi dan SinkronisasiPenertiban [Jumlah DokumenKoordinasi 4 - 0,0] 0,00 - -
dan PenegakanHukum Bidang danSinkronisasi Penertibandan
PenataanRuang Penegakan HukumBidang Penataan
Ruang
03 12 204 |03 Operasionalisasi Tugas danFungsi Jumlah kasus yangDitangani 2 0 - 0,0 0,00 - -
Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) PenyidikPegawai Negeri Sipil(PPNS)
BidangPenataan Ruang Bidang PenataanRuang
03 12 204 |04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 16 208.000.000 0 214.625.000 4 - 1 41.093.000 16,75 0,0] 0,92 255.718.000,00 -
Ruang Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang pembinaan
perpustakaan
Rata Rata capain kinerja 19,65 19,50
Pedikat Capain| Sangat Rendah| Sangat Rendah
04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
04 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan pelayanan urusan bidang 86 18.343.476.721 37 8.457.935.261 85 4.461.566.732 56,67, 3.778.698.450 66,67| 0,0 93,17, 12.236.633.711,00 -
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN |Perumahan dan Kawasan Pemukiman
/KOTA
04 01 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, Persentase Dokumen Perencanaan, 100! 431.563.000 25 133.743.500 100 20.545.550 18,75 21.485.170 18,75 0,0 43,75 155.228.670,00 -
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
04 01 .2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 36 119.648.000 1 49.022.000 8 5.319.950 2,50 14.514.170 31,25 272,8 3,75 63.536.170,00| -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
04 01 .2.01 |'02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 32| 116.952.000 1 16.706.000 8| 5.002.900 1,00 12,50 0,0] 2,25 16.706.000,00 -
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
04 01 .2.01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 194.963.000 1 68.015.500 8 4.821.400 2,00 3.233.500 25,00 67,1 3,25 71.249.000,00| -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi
Kinerja SKPD
04 01 .2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 0 1 5.401.300 0,50 3.737.500 50,00 69,2] 0,50 3.737.500,00 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
04 (01 |.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN Persentase dokumen Administrasi 100 15.923.165.000 50 7.274.019.588 100 3.982.349.931 100,00 3.587.523.473 100,00 90,1 150,00 10.861.543.061,00 -
PERANGKAT DAERAH Keuangan
04 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 162! 13.694.061.000 21 6.452.600.088| 42 3.703.101.381 46,00 4.841.675.744 109,52 130,7| 67,00 11.294.275.832,00 -
Tunjangan ASN
04 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 2.229.104.000 6| 821.419.500 12 279.248.550 8,50 273.565.905 70,83 98,0 14,50 1.094.985.405,00 -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
04 01 2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK persentaseMeningkatnya 100 - - 0,0] 0,00 - -
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TertibAdministrasi BarangMilik Daerah
PadaPerangkat Daerah
04 01 2.03 |05 Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan  [Jumlah LaporanRekonsiliasi 4 - - 0,0 0,00 - -
Barang MilikDaerah pada SKPD danPenyusunan LaporanBarang Milik
Daerahpada SKPD
04 01 2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Persentase JumlahDokumen 50| - - 0,0 0,00 - -
Daerah AdministrasiKepegawaian
04 01 2.05 |01 Peningkatan Sarana danPrasarana Jumlah UnitPeningkatan Sarana 80 - - 0,0] 0,00 - -
Disiplin Pegawai danPrasarana DisiplinPegawai
04 01 2.05 |03 Pendataan dan Jumlah DokumenPendataan 2 - - 0,0 0,00 - -
PengolahanAdministrasi Kepegawaian |danPengolahanAdministrasiKepegawaia
n
04 01 2.05 |09 pendidikan dan PelatihanPegawai Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas 14 - - 0,0 0,00 - -
Berdasarkan Tugasdan Fungsi danFungsi yang MengikutiPendidikan
danPelatihan
04 01 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT Persentase Dokumen Administrasi 100! 279.248.550 48 319.381.882 100 65.612.540 91,67 46.498.382 91,67 70,9] 139,58 365.880.264,00| -
DAERAH Umum
04 01 2.06 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 49 481.588.000 1 204.936.000 11 - 0,00 0 - 0,0] 0,75 204.936.000,00 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
04 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 95! 128.402.000 4 7.853.500 25 5.026.760 5,00 2.776.000; 20,00 55,2] 9,25 10.629.500,00 -
yang disediakan
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04 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 43| 247.998.000 6 13.709.000| 10 18.549.780 6,00 6.780.530 60,00 36,6/ 11,50 20.489.530,00
Penggandaan Pengadaan yang Disediakan
04 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 579 55.055.000] 1 19.575.000| 2 - 0,00] 0 - 0,0 0,50 19.575.000,00
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan yang
Disediakan
04 01 2.06 |05 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan 48 71.183.000 6| 15.615.500 0| - 0,00 0 - 0,0] 6,00 15.615.500,00
Tamu
04 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 180! 501.318.000 13 57.692.882 3 42.036.000 26,00 35.388.732 866,67 84,2] 39,00 93.081.614,00
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
04 01 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG Persentase Jasa Penunjang Urusan 100! 1.016.864.000 100 237.882.540 - 0,0 0,00 -
URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kantor
04 01 2.08 |01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa 48 44.975.000 12 712.690 6,00 1.215.000 50,00 170,5 6,00 1.215.000,00}
SuratMenyurat
04 01 2.08 |02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber  [Jumlah LaporanPenyediaan 12 461.859.000 12 113.232.940 8,50 130.740.170 70,83 115,5 8,50 130.740.170,00|
DayaAir dan Listrik JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan
Listrikyang Disediakan
04 01 2.08 |03 Penyediaan Jasa Peralatandan Jumlah LaporanPenyediaan 0 0 3 0,00 0 - 0,0] 0,00 -
Perlengkapan Kantor JasaPeralatan danPerlengkapan
Kantoryang Disediakan
04 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Jumlah LaporanPenyediaan 48 510.030.000 12 123.936.910 8,50 130.344.400 70,83 105,2 8,50 130.344.400,00]
Kantor JasaPelayanan UmumKantor yang
Disediakan
04 01 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK Persentase Barang Milik Daerah yang 55 692.636.171 50 278.850.425 55 155.176.171 20,00 123.191.425 36,36 79,4 70,00 402.041.850,00
DAERAH PENUNJANG URUSAN dipelihara
PEMERINTAHAN DAERAH
04 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 46, 606.146.000 6| 265.870.425 11 141.930.000 9,50 145.956.765 86,36 102,8 15,50 411.827.190,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
04 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 141 80.674.000 10 12.980.000 9| 7.430.000 7,00 5.630.000 77,78 75,8 16,75 18.610.000,00
Lainnya yang dipelihara
04 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 5.816.171 1 5.816.171 0,00 - 0,0] 0,00 -
Kantor dan Bangunan Lainnya
04 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah 10 11.922.389.000 5 50.529.000| 10 25.622.140| 10,00 50.529.000 100,00 197,2 15,00 101.058.000,00
PERUMAHAN layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni 0| 10 - 0,0 0,00 -
bagi masyarakat terdampak relokasi
program pemerintah kabupaten/ kota
Persentase Jumlah perumahan yang 10,59 2 10,59 9,61 90,75 0,0] 12,01 -
sudah dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)
04 02 2.01. PENDATAAN PENYEDIAAN DAN Fasilitasi penyediaanrumah layak huni 65 226.671.000 25 50.529.000 65 25.622.140 50,00 51.345.750 76,92 200,4] 75,00 101.874.750,00
REHABILITASI RUMAH KORBAN bagimasyarakat terdampakrelokasi
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM | programpemerintah kabupaten/kota
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan danrehabilitasi rumah 10| - 0,0] 0,00 -
layakhuni bagi
korbanbencanakabupaten/kota
PersentasePendistribusian DanSerah 10| - 0,0] 0,00 -
Terima RumahBagi Korban
BencanaAtau Relokasi
ProgramKabupaten/Kota
Persentase rumah yangterkena 65 - 0,0] 0,00 -
bencana alam
04 02 2.01 |01 Identifikasi perumahan di Lokasi Rawan [Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi 28! 91.671.000 0 50.529.000 4 25.622.140 0,50 51.345.750 12,50 200,4 0,75 101.874.750,00|
Bencana atau Terkena Relokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang
Program Kabupaten/Kota Berpotensi Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
04 02 2.01 |03 Pengumpulan Data RumahKorban Jumlah Dokumen DataRumah Korban 1 - 0,0] 0,00 -
Bencana KejadianSebelumnya yang BencanaKabupaten/KotaKejadian
BelumTertangani Sebelumnyavang Belum Tertangani
04 02 2.02 Sosialisasi dan PersiapanPenyediaan Persentase JumlahSosialisasi 100 - - 0,0 0,00 -
danRehabilitasi RumahKorban Bencana | Penyediaandan Rehabilitasi
atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota [RumahKorban Bencana atauRelokasi
ProgramKabupaten/Kota
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04 02 2.02 |03 Sosialisasi PengembanganPerumahan  [Jumlah orang yangMengikuti 12 - 0,0] 0,00 -
Baru danMekanisme AksesPerumahan [SosialisasiPengembanganPerumahan
KPR-FLPP Baru danMekanisme AksesPerumahan
KPR-FLPP
04 02 2.02 |04 Pembentukan dan PelatihanTim Satgas, [Jumlah Orang pada TimSatgas, 20 - 0,0 0,00 -
TimPendamping dan Fasilitator TimPendamping, danFasilitator
vangTerbentuk dan Terlatih
04 02 2.03 Pembangunan danRehabilitasi PeersentasePembangunan 100 - - 0,0 0,00 -
RumahKorban Bencana atauRelokasi  |danRehabilitasi RumahKorban Bencana
ProgramKabupaten/Kota atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota
04 02 2.03 |01 Rehabilitasi Rumah bagiKorban Jumlah Rumah 10| - 0,0] 0,00 -
Bencana KorbanBencanaKabupaten/Kota
vangTerehabilitasi
04 02 2.03 |04 Pembangunan Rumah bagiKorban Jumlah Rumah bagiKorban 10 - 0,0 0,00 -
Bencana BencanaKabupaten/Kota
vangTerbangun
04 02 2.04 Pendistribusian dan SerahTerima PersentasePendistribusian DanSerah 100 - - 0,0] 0,00 -
Rumah bagiKorban Bencana Terima RumahBagi Korban
atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota [BencanaAtau Relokasi
ProgramKabupaten/Kota
04 02 2.04 |01 Pelaksanaan PembagianRumah bagi Jumlah LaporanPelaksanaan 5 - 0,0 0,00 -
KorbanBencana Kabupaten/Kotaatau |PembagianRumah bagi
Relokasi ProgramKabupaten/Kota KorbanBencanaKabupaten/Kota
atauyang Terkena
RelokasiProgramKabupaten/Kota
04 02 2.05 Pembinaan PengelolaanRumah Susun |Persentase RumahSusun 65 - - 0,0 0,00 -
Umumdan/atau Rumah Khusus Umum/RumahKhusus yang
diberipembinaan
04 02 2.05 |01 Fasilitasi PengelolaanKelembagaan Jumlah Laporan HasilFasilitasi 5 - 0,0 0,00 -
danPemilik/Penghuni RumahSusun PengelolaanKelembagaan
bagiPemilik/PenghuniRumah Susun
04 02 2.06 Penerbitan IzinPembangunan Persentase Penerbitanlzin 65 - - 0,0] 0,00 -
danPengembanganPerumahan Pembangunan
danPengembanganPerumahan
04 02 2.06 |01 Fasilitasi PemenuhanKomitmen Jumlah DokumenKesepakatan 3 - 0,0] 0,00 -
Penerbitan IzinPembangunan denganPengembang/PelakuPembangun
danPengembangan an Rumahuntuk Penerbitan
PerumahanTerintegrasi izinPembangunan
SecaraElektronik danPengembanganPerumahan
TerintegrasiSecara Elektronik
04 02 2.06 |03 Koordinasi dan Jumlah Laporan HasilKoordinasi 37 950.584.000 6| - 0,0] 0,00 -
SinkronisasiPengendalian danSinkronisasiPengendalianPembangu
Pembangunandan nan danPengembanganPerumahan
PengembanganPerumahan
04 02 2.07 Penerbitan Sertifikatkepemilikan Persentase jumlahsertifikat 65 - - 0,0] 0,00 -
BangunanGedung (SKGB) KepemilikanBangunan Gedung(SKGB)
04 02 2.07 |01 Koordinasi dan SinkronisasiPenerbitan [Jumlah Laporan HasilKoordinasi 5 - 0,0] 0,00 -
SertifikatkKepemilikan danSinkronisasi PenerbitanSertifikat
BangunanGedung (SKGB) KepemilikanBangunan Gedung(SKGB)
04 |03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan permukiman 58 10.822.141.810 31 3.324.620.105 58,00 15.336.255 25,00 40.771.000 43,10 265,8] 56,25 3.365.391.105,00
kumuh dibawah 10 ha di
kabupaten/kota vang ditangani
04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Persentase Sertifikat Izin Pembangunan 65 950.584.000 50 142.469.000 65 15.336.255 100,00 20.852.500 153,85 136,0 150,00 163.321.500,00
Pengembangan Kawasan Permukiman [dan Pengembangan Kawasan
Permukiman vang diterbitkan
04 03 2.01 |03 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 37! 950.584.000 4 142.469.000 - 15.336.255 2,00 20.852.500 - 136,0 6,00 163.321.500,00|
Pengendalian Pembangunan dan Sinkronisasi Pengendalian
Pengembangan Kawasan Permukiman [Pembangunan dan Pengembangan
dan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman dan Permukiman
Kumuh
Jumlah Laporan HasilKoordinasi 4 - - 0,0] 0,00 -
danSinkronisasiPengendalianPembangu
nan danPengembanganPerumahan
04 03 2.02 Penataan dan PeningkatanKualitas Persentase luasan (Ha)kawasan 55 12.012.434.000 25 19918500 55 - - 0,0] 25,00 19.918.500,00
KawasanPermukiman Kumuhdengan  [pemukimankumuh dibawah 10 Ha
Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha
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04 03 2.02 |01 Survei dan Penetapan Jumlah Hasil Survei danPenetapan 1 - - 0,0] 0,00 - -
LokasiPerumahan danPermukiman LokasiPerumahan danPermukiman
Kumuh Kumuh
04 03 2.02 |02 Penyusunan RencanaPencegahan Jumlah DokumenRencana 12, 195.000.000 4 - - 0,0 0,00 - -
danPeningkatan KualitasPerumahan Pencegahandan PeningkatanKualitas
Kumuh danPermukiman Kumuh PerumahanKumuh danPermukiman
Kumuh
04 03 2.02 |05 Koordinasi dan Jumlah Laporan HasilKoordinasi 4 - - 0,0 0,00 - -
SinkronisasiPengendalian danSinkronisasiPengendalian
PenataanPemugaran/PeremajaanPerm |PenataanPemugaran/PeremajaanPerm
ukiman Kumuh ukiman Kumuh
04 03 2.02 |06 Pelaksanaan PembagianRumah bagi Jumlah LaporanPembagian 5 - - 0,0 0,00 - -
MasyarakatTerdampak Rumahkepada MasyarakatTerdampak
ProgramPemugaran/PeremajaanPermu | ProgramPemugaran/PeremajaanPermu
kiman Kumuh kiman Kumuh
04 03 2.03 Peningkatan Kualitaskawasan Persentase unitpeningkatan 55 - - 0,0 0,00 - -
PermukimanKumuh dengan Luas KualitasRTLH
diBawah 10 (Sepuluh) Ha
04 03 2.03 |01 Penyusunan Rencana Tapak(Site Plan) [Jumlah Rencana Tapak(Site Plan) dan 2 - - 0,0 0,00 - -
dan DetailEngineering Design DetailEngineering
(DED)Peremajaan/PemugaranPermuki [Design(DED)Peremajaan/PemugaranPer
man Kumuh mukiman Kumuh
04 03 2.03 |02 Perbaikan Rumah TidakLayak Huni Jumlah Rumah TidakLayak Huni 360 11.676.877.000 200 - - 0,0] 0,00 - -
yangDiperbaiki
04 03 2.03 |03 Kerja Sama PerbaikanRumah Tidak Jumlah DokumenKesepakatan Kerja 10 - - 0,0 0,00 - -
Layak HuniBeserta PSU Samadalam Perbaikan RumahTidak
Lavak HuniBeserta PSU
04 03 2.03 |04 Koordinasi dan Jumlah Laporan HasilKoordinasi 6 140.557.000 2 - - 0,0 0,00 - -
SinkronisasiPengendalianPenyelenggar |danSinkronisasiPengendalianPenyeleng
aanPemugaran/PeremajaanPermukima | garaanPemugaran/PeremajaanPermuki
n Kumuh man Kumuh
04 03 2.03 |06 Pelaksanaan Luas PermukimanKumuh 100 - - 0,0] 0,00 - -
PembangunanPemugaran/ yangDiremajakan/Dipugar
PeremajaanPermukiman Kumuh
04 04 PROGRAM PERUMAHANDAN Persentase Berkurangnya jumlah unit 100 100 34.766.240 - 0 0,00 - -
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan [Rasio Rumah dan KK 100 12.925.587.000} 50 1.258.114.000 100 34.766.240 - 0 50,00 1.258.114.000,00 -
Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota
04 04 2.01 |01 Perbaikan Rumah TidakLayak Huni Jumlah Rumah TidakLayak Huni 75! 0 74.256.000 75 - - 0| 0,25 74.256.000,00 -
untukPencegahan TerhadapTumbuh  [untukPencegahan TerhadapTumbuh
danBerkembangnyaPermukiman danBerkembangnyaPermukiman
Kumuh di LuarKawasan Kumuh diLuar KawasanPermukiman
PermukimanKumuh dengan Luas Kumuhdengan Luas di Bawah10
diBawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha vangDiperbaiki
04 04 2.01 |02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Jumlah DokumenKesepakatan Kerja 75! 2.250.587.000 5 34.766.240 0,50 74.972.320 10,00 216 0,50 74.972.320,00 -
Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar  [Samadalam Perbaikan RumahTidak
Kawasan Permukiman Kumuh dengan [Layak HuniBeserta PSU di LuarKawasan
Luas di Bawah 10 PermukimanKumuh dengan Luas
(Sepuluh) Ha diBawah 10 (Sepuluh) Ha
04 |05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, | Persentase Jumlahperumahan yang 9.871.557.810 65 9.871.557.810 - 0| 0,00 - -
SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU) sudahdilengkapi PSU(Prasarana, Sarana
danUtilitas Umum)
04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Persentase perumahanyang terfasilitasi 4.935.778.905 65 9.871.557.810 - 0 0,00 - -
Perumahan PSU
04 05 2.01 |01 Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah 146.784.205 2 4.935.778.905 0,00 - 0 0,00 - -
Perumahan DokumenPerencanaanPenyediaan
PSUPerumahan
04 05 2.01 |02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah LokasiPerumahan 4.755.435.805 80 146.784.205 0,00 - 0| 0,00 - -
Utilitas Umum di Perumahan yangDisediakan Prasarana,Sarana, dan
untuk Menunjang Fungsi Hunian UtilitasUmum yang MenunjangFungsi
Hunian
04 05 2.01 |03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Jumlah Laporan HasilKoordinasi 33.558.895 2 4.755.435.805 0,00 - 0| 0,00 - -
rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, [danSinkronisasi dalamrangka
dan Utilitas Umum Perumahan PenyediaanPrasarana, Sarana,
danUtilitas UmumPerumahan
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04 05 2.01 |04 Verifikasi dan PenyerahanPSU Jumlah Laporan HasilSerah Terima 2 33.558.895 0,00 - 0 0,00 - - -
Permukiman dariPengembang PSUPerumahan yangTerverifikasi
dariPengembang
04 05 2.01 |05 Kerja Jumlah Dokumen 2 - 0,00 - 0 0,00 - - -
SamaPenyediaan/PengelolaanPSU KerjaSamaPenyediaan/PengelolaanPSU
Permukiman Perumahan
04 06 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN |PersentasePengembangPerumahan 65! 1.020.200.000 16 64.737.000 86,40 - 65,00 64.737.000 75,23 0 81,25 129.474.000,00 - -
SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, denganKualifikasi Kecil
KLASIFIKASI,DAN REGISTRASI yangtersertifikasi danteregistrasi
BIDANGPERUMAHAN DANKAWASAN
PERMUKIMAN
04 06 2.01 SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI Persentase Sertifikasi dan Registrasi 65 1.020.200.000; 25 64.737.000 65 - 100,00 64.737.000 153,85 0 125,00 129.474.000,00 192,31 12,69
ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG bagi Orang atau Badan Hukum yang
MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN [Melaksanakan Perancangan dan
PERENCANAAN RUMAH SERTA Perencanaan Rumah serta Perencanaan
PERENCANAAN PRASARANA,SARANA  |Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT PSU Tingkat Kemampuan Kecil
KEMAMPUAN KECIL
04 06 2.01 |01 Koordinasi dan SinkronisasiPenerbitan [Jumlah Laporan HasilKoordinasi 32| 1.020.200.000 0 64.737.000 10| 1,00 64.737.000 10,00 o] 1,25 129.474.000,00| 3,91 12,69
Sertifikasi danRegistrasi danSinkronisasi PenerbitanSertifikasi
PengembangPerumahan dan RegistrasiPengembangPerumahan
denganKualifikasi Kecil denganKualifikasi Kecil
Rata Rata capaain kineja 63,64 87,96
Predikat capaian Rendah Tinggi|
05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 5.720.544.567 E 0| = 0 0,00 = E =
DAERAH
05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN INDEKS KEPUASAN PELAYANAN 85 26.710.734.000| 36,65 9.725.739.969 80| 3.831.947.067 46,77 1.792.161.442 58,46 0 83,42 11.517.901.411,00 - -|Badan
PEMERINTAHAN DAERAH Penanggulangan
KABUPATEN/KABUPATEN Bencana Daerah
05 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, 100 741.000.000 39,25 158.163.000 100 18.171.000 61,57 11.188.000: 61,57 62| 100,82 169.351.000,00| - -
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
05 01 2.01 |01 Penyusunan DokumenPerencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 4,00 215.000.000 2,00 47.909.000,00 3,00 5.132.000 - 5.132.000 - 100 2,00 53.041.000,00 - -
PerangkatDaerah Perangkat
Daerah
05 01 2.01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2,00 110.000.000 0,25 12.149.500,00 1,00 6.056.000 0,00] 6.056.000 - 100] 0,25 18.205.500,00 - -
RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
05 01 2.01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,00 110.000.000 0,25 17.031.000,00 1,00 - 0,00 0 - #DIV/0! 0,25 17.031.000,00 - -
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKP
05 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1,00 171.000.000 0,50 68.649.500,00 1,00 - 0,00 0 - #DIV/0! 0,50 68.649.500,00 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
05 01 2.01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2,00 135.000.000 0,50 12.424.000,00 4,00 6.983.000 0,00 0 - 0 0,50 12.424.000,00 - -
Perangkat
Daerah
05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 100 18.685.090.000 43,44 7.423.990.204 100 3.139.385.017 45,40 722.147.252 45,40 23 88,85 8.146.137.456,00 - -
Daerah
05 01 2.02 |01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 45,00 16.273.665.000| 23,75 6.944.439.704,00 45,00 2.985.583.017 39,00 717.002.252 86,67 24 62,75 7.661.441.956,00] - -
Tunjangan ASN
05 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 30,00 1.860.677.000 6,00 358.151.500,00] 3,00 143.420.000 3,00 3.330.000 100,00 2 9,00 361.481.500,00] - -
Tugas ASN Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
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05 01 2.02 |05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Jumlah LaporanKeuangan Akhir 1,00 5.145.000 0,00 0 - 0 0,00 - -
Keuangan AkhirTahun SKPD TahunSKPD dan Laporan
HasilKoordinasi PenyusunanLaporan
KeuanganAkhir Tahun SKPD
05 01 2.02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4,00 205.000.000 1,00 13.509.500,00 4,00 - 0,00! 0 - #DIV/0! 1,00 13.509.500,00 -
Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
05 01 2.02 |08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 4,00 142.351.500 2,00 43.047.000,00| 4,00 5.237.000 1,00 10.290.000 25,00 196 3,00 53.337.000,00| -
Realisasi Anggaran Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum 100! 2.569.817.000 40,62 611.532.600 100 89.724.440 73,20 65.682.000 73,20 73 113,82 677.214.600,00| -
05 01 2.06 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 10 910.384.000 2,50 89.405.000,00 10,00 - 0,00 0 - #DIV/0! 2,50 89.405.000,00 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
05 01 2.06 |04 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah paket bahan logistik kantor yang 10, 617.530.000 3,25 161.180.000,00 10 39.425.000 15, 39.425.000 150,00 100 18,25 200.605.000,00| -
disediakan
05 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan umlah Paket Barang Cetakan dan 10, 163.163.000 3,25 82.688.600,00 10 24.042.440 0 0 - 0 3,25 82.688.600,00 -
Penggandaan Penggandaan
vang Disediakan
05 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 328.800.000 1,00 207.130.000,00 2 0,00 0 - 0| 1,00 207.130.000,00 -
Peraturan Perundang-undangan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan
05 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 549.940.000 25,50 71.129.000,00 100 26.257.000 0,00 26.257.000 - 100 25,50 97.386.000,00 -
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Kantor 100 2.263.235.000| 43,72 1.017.014.665 100 509.669.060 42,19 215.012.544 42,19 42 85,90 1.232.027.209,00 -
Pemerintahan Daerah
05 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12,00 182.872.000 6,00 106.487.165,00 12,00 69.821.760 3,00 83.627.165 25,00 120 9,00 190.114.330,00 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
05 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum umlah Laporan Penyediaan Jasa 30 2.080.363.000| 6,00 910.527.500,00 30,00 439.847.300 3,00 187.747.300 10,00 43 9,00 1.098.274.800,00 -
Kantor Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah yang dipelihara 100,00 2.451.592.000 42,68 515.039.500 100,00 74.997.550 99,82 74.860.000 99,82 100 142,50 589.899.500,00 -
Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerahh
05 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 8 1.251.592.000 4,00 357.128.500,00 8| 74.997.550 74.860.000 - 100 4,00 431.988.500,00] -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau
Perorangan Dinas atau Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dinas Jabatan Dipelihara dan
dibavarkan Pajaknva
05 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 1.200.000.000 0,50 157.911.000,00| 1 - 0 - 0| 0,50 157.911.000,00| -
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya
vang Dipelihara/Direhabilitas
05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN 100,00 29.359.367.000| 39,12 12.249.235.000 100,00 1.888.597.500 0,00] 1.081.849.000 - 57 39,12 13.331.084.000,00 -
BENCANA
Ketersediaan Dokumen Rencana Aksi 100,00 50,00 - 100,00 0,00 0 - o] 50,00 - -
Daerah Penanggulangan Bencana
Persentase warga negara yg 80,00 30,00 - 100,00 0,00 0 - 0 30,00 - -
memperoleh layanan informasi rawan
bencana
Persentase warga negara yang 80,00 30,00 | 100,00 0,00 0 - 0 30,00 - R
memperloleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang 100,00 395.765.000 11,80 284.000.000 100,00 401.293.000 0,00 0 - 0 11,80 284.000.000,00 -
Kabupaten/Kota memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana ()
05 03 2.01 |01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah dokumen kajian risiko bencana 1,00 401.293.000 - 0 0,00 - -
Kabupaten/Kota yang dilegalisasi




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi R 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
05 03 2.01 |02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan [Jumlah Orang yang Mendapatkan 5,00 395.765.000 25,00 284.000.000,00 5,00 - 0,00 0 - 0 25,00 284.000.000,00
Edukasi (KIE) Rawan Bencana Sosialisasi,
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
Secara Tatap Muka kepada Penduduk
yang
Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya
05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Persentase Warga Negara yang 1,00 24.536.537.500] 0,50 10.607.254.500 100 1.443.969.500 77,39 1.081.849.000: 77,39 75 77,89 11.689.103.500,00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana ()
05 03 2.02 |02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Jumlah Warga Negara dan Aparatur 80,00 575.000.000 40,00 294.065.000,00 80 - 0,00 0 - o] 40,00 294.065.000,00
Bencana Kabupaten/Kota yang
Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan
Mitigasi
Bencana
05 03 2.02 |03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan [Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 23 14.842.560.000 7,75 6.477.624.500,00 12 1.349.205.500 12,00 1.043.010.000 100,00 77| 19,75 7.520.634.500,00
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Operasi
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
05 03 2.02 |04 Penyediaan Peralatan Perlindungan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri 10 765.000.000 5,00 507.790.000,00 10| - 0,00 0 - 0 5,00 507.790.000,00
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |bagi
Individu Warga Negara, Keluarga,
maupun
Petugas
05 03 2.02 |07 Penanganan Pasca bencana Jumlah Dokumen Penanganan Pasca 30,00 938.017.000 9,75 234.293.000,00 30 - 0,00 0 - 0 9,75 234.293.000,00|
Kabupaten/Kota Bencana
Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian
Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
(R3P)
05 03 2.02 |08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Jumlah Personil TRC yang 88 7.165.960.500| 22,00 2.907.210.500,00! 88| - 0,00 0 - 0 22,00 2.907.210.500,00
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |Dikembangkan
Kapasitas Teknis dan Manaijerialnya
05 03 2.02 |10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |Jumlah Aparatur dan Warga Negara 12,00 250.000.000 43,75 186.271.500,00 88| 48.689.000 88,00 38.839.000 100,00 80 131,75 225.110.500,00
yang
Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
05 03 2.02 |12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 46.075.000 20,00 46.075.000 - 100 20,00 46.075.000,00
Alam
05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi |Persentase Warga Negara yang 1,00 3.127.064.500 0,50 894.144.000 100 43.335.000 0,00 0 - o] 0,50 894.144.000,00
Korban Bencana memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
05 03 2.03 |03 Pencarian, Pertolongan danEvakuasi Jumlah Korban yangBerhasil 100 43.335.000 0,00 0 - 0| 0,00 -
Korban BencanaKabupaten/Kota Ditemukan,Ditolong, danDievakuasi Per
JenisKejadian Bencana
05 03 2.03 |04 Penyediaan LogistikPenyelamatan dan [Jumlah Paket BahanLogistik Kantor 1000 1.327.064.500 500 530.164.500,00 1500 0,00 0 - 0| 500,00 530.164.500,00
EvakuasiKorban yangDisediakan
BencanaKabupaten/Kota
05 03 2.03 |05 Aktivasi Sistem KomandoPenanganan [Jumlah LaporanPelaksanaan 100 0,00 0 - o] 0,00 -
DaruratBencana AktivasiSistem KomandoPenanganan
DaruratBencana
05 03 2.03 |06 Respon Cepat Darurat Bencana SK Penetapan Status Darurat Bencana 100 1.800.000.000 0,25 363.979.500,00 12 - 0,00 0 - 0 0,25 363.979.500,00
Kabupaten/Kota dan
SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama
1x24 Jam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan
Kaii Cepat
05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar jumlah lokasi dengan sistem peringatan 1,00 1.300.000.000 0,50 463.836.500 100 - 0,00 0 - 0 0,50 463.836.500,00
Penanggulangan Bencana dini yang termanfaatkan (sistem)
(Kab/Kota)




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Kelembagaan Bencana Jumlah Dokumen Tata Kelola 50 450.000.000 0,25 42379500 1 - 0 0 - 0 0,25 42.379.500,00 - -
Kabupaten/Kota Kelembagaan
Bencana Daerah
Kerjasama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 5 850.000.000 2,50 421.457.000,00 5 - 0 0 - 0 2,50 421.457.000,00 - -
Kemitraan dalam Penanggulangan Lembaga dan
Bencana Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana
05 03 2.04 |04 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem  [jumlah data dan informasi kebencanaan 500 - 0 0 - 0 0,00 - - -
informasi kebencanaan yang tersedia
Rata Rata Capaian Kinerja; 70,31 50,85
Predikat Capaian Sedang| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
05 SATUAN POL PP 12.048.275.651
05 01 Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Pelayanan 85! 69.650.739.000 36,25 15.536.697.445 80 9.611.449.701 527.010.000,00 - 5,48 10.138.459.701,00 - -
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, 85 65.759.600 40 21.957.750 100 19.472.805 - 19.472.805,00 - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
05 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 35.760.000 0,75 12.459.000 2 14.095.320 0,5 25,00 14.095.320,00 - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
05 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 8 29.999.600 0,75 9.498.750! 2 5.377.485 0,5 25,00 5.377.485,00 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD laporan hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD
05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen Administrasi 100 63.314.951.274 50,00 15.692.819.429 100 9.175.744.361 436.720.000,00 - 4,76 9.612.464.361,00 - -
Daerah Keuangan
05 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan 113] 41.928.667.274 54,38 9.918.038.529 113 7.559.903.361 436.720.000,00] - 5,78] 7.996.623.361,00] - -
Tunjangan ASN
05 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 48 21.342.244.000 6,00 5.759.707.000 12 1.612.776.000 - - 1.612.776.000,00 - -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
05 01 2.02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun 4 23.000.000 0,50 7.451.400 1 1.532.500 1.532.500,00 - 100,00 3.065.000,00 - -
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan laporan hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan akhir
tahun
05 01 2.02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 16, 21.040.000 1,25 7.622.500 4 1.532.500 - - - 1.532.500,00 - -
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
05 01 2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase dokumen Administrasi 80 190.988.123 20,00 55.680.000 0 - - - - - - -
Daerah Kepegawaian
05 01 2.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 800 190.988.123 50,00 55.680.000 0 - - - - - -
Undangan Peraturan Perundang-undangan
05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |[Persentase dokumen Administrasi 80! 747.309.847 40,00 154.860.600 80 69.092.300 - - - 69.092.300,00 - -
Umum
05 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12, 209.680.000 1,50 17.802.600| 3 27.592.300 - - 27.592.300,00 - -
Penggandaan penggandaan yang disediakan
05 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen bahan bacaan dan 8 151.653.721 1,00 46.800.000 2 22.500.000 - - 22.500.000,00 - -
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang
disediakan
05 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 140! 385.976.126 17,50 90.258.000 35 19.000.000 - - 19.000.000,00 - -
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase tersediannya Barang Milik 85 6.427.957.847 25,00 59.765.000 100 - - - - - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit peralatan dan mesin 16, 6.427.957.847 1,00 59.765.000 4 - - - - - -
Lainnya lainnya yang disediakan
05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 85 836.999.279 40,00 114.565.693 80| 67.740.185 - - 67.740.185,00 - -
Pemerintahan Daerah Kantor
05 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Jumlah laporan penyediaan jasa 8 610.420.000 1,00 42.227.333 2 32.340.185 - - 32.340.185,00 - -
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
vang disediakan
05 01 2.08 |04. |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah laporan penyediaan jasa 8 226.579.279 8,00 72.338.360 1] 35.400.000 - - 35.400.000,00 - -
Kantor pelayanan umum kantor yang
disediakan




. . " . Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi capaian kinerja RKPD Tl_ngk-at Caplan'Kln?rja dan Realisasi kinerja Anggaran RPJMD ngk_at (?'apalan dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
3 4 5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100 1
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05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 85 4.494.730.877 40,00 532.420.635 100 279.400.050 - - 279.400.050,00] - -
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
05 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah kendaraan perorangan dinas 80 4.494.730.877 10,00 532.420.635 20 279.400.050 - - 279.400.050,00| - -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau kendaraan dinas jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Dinas Jabatan
05 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penegakan Perda 100! 1.444.607.000 34,50 2.995.805.200 100 2.370.343.230 678.123.000,00] - 28,61 3.048.466.230,00 - -
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
umMum
Persentase tingkat penyelesaian 98 47,75 - 97| - - - - - -
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan)
05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman [Persentase Penanganan Gangguan 85! 810.000.000 40,00 2.767.997.200 85 2.306.702.880 678.123.000,00 - 29,40 2.984.825.880,00 - -
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) |Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
05 02 2.01 |01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman [Jumlah kasus gangguan ketentraman 48| 350.000.000 6,00 2.142.285.200 12 2.032.102.930 - - 2.032.102.930,00] - -
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi |dan ketertiban umum yang dicegah
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan melalui deteksi dini dan cegah dini,
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pembinaan dan penyuluhan,
Pengamanan, dan Pengawalan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan
pengawalan
05 02 2.01 |02 Penindakan atas Gangguan Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman 140! 235.000.000 17,50 298.822.000 35 76.194.950 - - 76.194.950,00 - -
Ketenteraman dan Ketertiban Umum |dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Berdasarkan Perda dan Perkada Perda dan Perkada melalui Penertiban
melalui Penertiban dan Penanganan dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa yang dilakukan
penindakan
05 02 2.01 |04 Pemberdayaan Perlindungan Jumlah dokume yang memuat hasil 4 225.000.000 0,50 326.890.000 1 198.405.000 - - 198.405.000,00| - -
Masyarakat dalam rangka Ketentraman [ pemberdayaan perlindungan
dan Ketertiban Umum masyarakat dalam rangka ketentraman
dan ketertiban umum
05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Persentase Penegakan Peraturan 80 634.607.000 40,00 227.808.000 80 63.640.350 - - 63.640.350,00| - -
Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota
05 02 2.02 |02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap [Jumlah laporan hasil pelaksanaan 28 634.607.000 3,25 227.808.000 7 63.640.350 - - 63.640.350,00 - -
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan pengawasan yang dilakukan terhadap
Peraturan Bupati/Wali Kota kepatuhan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan peraturan
Bupati/Walikota
05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, Cakupan pelayanan bencana kebakaran 100! 442.200.000 20,00 16.370.000,00 100| 66.482.720 - - 66.482.720,00 - -
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Persentase penanganan kebakaran 95 16,75 - 95 - - - - -
berdasarkan waktu tanggap kebakaran
15 menit sejak diterimanya
pemberitahuan
05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran [Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi 95! 30.000.000 0,00 - 95 66.482.720 - - 66.482.720,00 - -
Kebakaran
05 04 2.02 |01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi  [Jumlah dokumen yang memuat data 4 30.000.000] 0,00 - 1 66.482.720 - - 66.482.720,00 - -
Kebakaran bangunan/gedung/lingkungan yang dokumen
dipersyaratkan harus memiliki sistem
proteksi kebakaran
05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Persentase daerah yang mendapatkan 80! 412.200.000 21,25 16.370.000 85 0| - - - - -
Pencegahan Kebakaran layanan budaya sadar kebakaran
(lokasi) (Provinsi)
05 04 2.04 |01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah warga masyarakat yang 800 412.200.000 25,00 16.370.000| 200 0 - - - - -
Pencegahan dan Penanggulangan mendapatkan sosialisasi edukasi
Kebakaran melalui Sosialisasi dan pencegahan dan penanggulangan
Edukasi Masvarakat kebakaran setiap tahunnva
Rata Rata Capain Kinerjal 25,00 29,06
Predikat Capaian Rendah Rendah
06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.376.539.765
SOSIAL
06 01 Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Pelayanan 85 18.645.329.000 27,49 9.569.730.573 80 5.051.770.665 1.405.567.402 0 27,49 10.975.297.975,00 - -|Dinas Sosial
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD
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Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
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06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Persentase Dokumen Perencanaan, 85! 200.046.000 18,75 89.565.500 100 24.721.950 5.020.800 0 18,75 94.586.300,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
06 01 2.01 |06 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Dokumen Laporan Capaian 16, 200.046.000 1,50 89.565.500 10 24.721.950 3 5.020.800 30,00 20 4,50 94.586.300,00
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi |Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kineria SKPD SKPD
06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen Administrasi 85! 16.331.634.000 27,08 8.374.094.570 100 4.448.199.165 1.309.531.222 - 29| 27,08 9.683.625.792,00
Daerah Keuangan
06 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan 160! 15.488.685.000| 20,00 7.944.351.570 40| 4.211.539.865 40| 1.278.701.222 100,00 30 60,00 9.223.052.792,00]
Tunjangan ASN
06 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 124 750.938.000 15,50 386.004.000 31 216.411.000 - 0| 15,50 386.004.000,00
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn
06 01 2.02 |05 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 16! 92.011.000 0,75 43.739.000 4 20.248.300 7 30.830.000 100,00 152 7,75 74.569.000,00|
Keuangan Akhir Tahun SKPD
06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Dokumen Administrasi 85! 104.343.000 31,25 60.926.000 100 76.586.350 20.000.000 - 26 31,25 80.926.000,00
Daerah Kepegawaian
06 01 2.05 |01 Peningkatan Sarana danPrasarana Jumlah UnitPeningkatan Sarana 75 0 1,00 20.000.000 1,33 0 1,00 20.000.000,00
Disiplin Pegawai danPrasarana DisiplinPegawai
06 01 2.05 |02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Jumlah Paket PakaianDinas beserta 75 6.480.000 - 0 0,00 6.480.000,00
AtributKelengkapannya AtributKelengkapan
06 01 2.05 |03 Pendataam dan Pengolahan Admintrasi [ Dokumentasi Analisa Jabatan dan 4 104.343.000 0,50 60.926.000 1 76.586.350 - 0 - 0 0,50 60.926.000,00
Kepegawaian Beban Kerja SKPD
06 01 2.05 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 - 0 - 0 0,00 -
06 01 2.05 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan 0 - 0 - 0 0,00 -
Penggandaan
06 01 2.05 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 0 1 6.480.000 - 0 1,00 6.480.000,00
Konsultasi SKPD
06 01 2.05 |11 Bimbingan Teknisimplementasi Jumlah Orang yangMengikuti 2 0 - 0 0,00 -
PeraturanPerundang-Undangan BimbinganTeknis
ImplementasiPeraturan Perundang-
Undangan
06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Dokumen Admintrasi Umun 85! 558.396.000 30,01 231.666.824 100 146.142.500 - o] 30,01 231.666.824,00
06 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi 10 27.154.000 5,75 13.118.000 8| 8.365.000 - 0| 5,75 13.118.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Yang Disediakan
06 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 23 158.850.000 10,50 62.944.000 23 12.500.000 - 0 10,50 62.944.000,00
Yang Disediakan
06 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Paket Barang Cetakan Dan 100 102.932.000 10,00 38.671.000 25 16.032.500 - 0 10,00 38.671.000,00
Penggandaan Penggandaan Yang Disediakan
06 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan 360 39.750.000 67,50 17.750.000 90 0| - o] 67,50 17.750.000,00
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
06 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan [Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat 20 229.710.000 2,25 99.183.824 5 109.245.000 - 0 2,25 99.183.824,00
Konsultasi Skpd Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 85 792.796.000 31,25 391.387.279 100 197.890.700 58.535.380 - 30 31,25 449.922.659,00
Pemerintahan Daerah Kantor
06 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 209.100.000 1,50 91.989.779 2 76.238.700 4,00 21.791.380 100,00 29| 5,50 113.781.159,00|
Daya Air Dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik Yang Disediakan
06 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan 13 583.696.000 4,00 299.397.500 21| 121.652.000 5,00 36.744.000 23,81 30| 9,00 336.141.500,00
Kantor Umum Kantor
06 01 2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Persentase tersediannyaBarang Milik 100 - 0 0,00 -
Penunjang UrusanPemerintah Daerah [Daerah
06 01 2.07 |06 Pengadaan Peralatan danMesin Jumlah Unit Peralatandan Mesin 12 - o] 0,00 -
Lainnya Lainnya yangDisediakan
06 01 2.07 |10 Pengadaan Sarana danPrasarana Jumlah Unit Sarana danPrasarana 8| - o] 0,00 -
Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya |GedungKantor atau BangunanLainnya
yangDisediakan
06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 85 658.114.000 26,62 422.090.400 100 158.230.000 - 0 26,62 422.090.400,00
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
06 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kebutuhan Jasa Pemeliharaan 3 390.094.000 1,50 174.770.400 7 143.380.000 6.000.000 - 4 1,50 180.770.400,00
Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan dan perizinan, serta jumlah kebutuhan
Perorangan Atau Dinas Atau Kendaraan [BBM, service dan suku cadang
Dinas Jabatan kendaraaan perorangan dinas atau
kendaraan dinas iabatan
06 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Jumlah Kebutuhan Jasa Perbaikan 18 94.020.000 5,00 39.620.000 18 14.850.000 1,00 6.000.000 5,56 40, 6,00 45.620.000,00
Lainnya Peralatan Kerja
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06 01 2.09 |09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 174.000.000 0,50 207.700.000 1 0 - 0 - 0 0,50 207.700.000,00| -
kantor dan bangunan lainnya Lainnya
06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Peningkatan dan 10 970.200.000 6,30 437606000 0,20 288.398.700 - 5.530.000 - 2 6,30 443.136.000,00] -
Pengembangan Sumber, Tenaga dan
Lembaga Kesejahteraan
06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Persentase Sumbangandalam 50,00 21.419.000 1.390.000:! - 6 0,00 1.390.000,00 -
Daerah Kabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kotaterkumpul
06 02 2.02 |01 Koordinasi dan SinkronisasiPenerbitan [Jumlah Dokumen HasilKoordinasi 3,00 21.419.000 - 1.390.000 - 6 0,00 1.390.000,00 -
Izin UndianGratis Berhadiah danSinkronisasi Penerbitanlzin Undian
danPengumpulan Uang atauBarang GratisBerhadiah danPengumpulan
Uangatau Barang
06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Persentase Pengembangan potensi 50! 970.200.000 33,85 437606000 100 266.979.700 4.140.000 - 2 33,85 441.746.000,00 -
Kesejahteraan Sosial Daerah Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
06 02 2.03 |02 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Pekerja Sosial Profesional Dan 23 340.600.000 5,75 127910000 23 80.366.700 - 2.640.000 - 3 5,75 130.550.000,00| -
Tenaga Kesejahteraan Sosial Tks Dan/Atau Relawan Sosial Yang
Kecamatan Kewenangan Bersedia
Kabupaten/Kota
06 02 2.03 |04 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial 24 629.600.000 4,25 309696000 24 186.613.000 - 1.500.000 - 1 4,25 311.196.000,00 -
Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dibina
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 03 Program Penanganan Warga Negara Persentase Warga Negara Migran 100! 1.020.200.000 25,00 32.070.000 100 34.484.000 1.500.000:! - 4 25,00 33.570.000,00 -
Migran Korban Tindak Kekerasan Korban Tindak Kekerasan Tertangani
06 03 2.01. Pemulangan Warga Negara Migran Persentase Pemulangan Warga Negara 100 1.020.200.000 16,73 32.070.000 100 34.484.000 1.500.000 - 4 16,73 33.570.000,00 -
Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Migran Korban Tindak Kekerasan dari
Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota |Titik Debarkasi di Daerah
Untuk Di Pulangkan Ke Desa/Kelurahan |Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Asal Desa/Kelurahan Asal
06 03 2.01. |01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Jumlah Warga Negara Migran Korban 5 1.020.200.000 - 32070000 5 34.484.000 - 1.500.000 - 4 0,00 33.570.000,00 -
Migran Korban Tindak Kekerasan Dari [Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan
Titik Debarkasi Di Daerah Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota Untuk Di Pulangkan  |Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan
Ke Desa/Kelurahan Asal Asal Kewenangan Kabupaten/Kota
06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase () penyandang disabilitas 100! 3.207.184.000 28,25 747.958.200 100,00 583.025.015 68.153.850] = 12 28,25 816.112.050,00 E
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti
06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar 100 1.455.822.000 18,75 388.176.700 100 297.337.250 5.884.150 - 2 18,75 394.060.850,00 -
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Lanjut Usia Terlantar, Serta Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial Sosial
06 |04 (2.01 |03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Penyedang Disabilitas terlantar, 169 844.132.000 17,25 229.290.700 80 106.318.250 - 4.384.150 - 4 17,25 233.674.850,00 -
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang memanfaatkan alat bantu
06 04 2.01 |05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 61 611.690.000 2,50 158.886.000 17 100.550.000 - 750.000; - 1 2,50 159.636.000,00 -
Spiritual, Dan Sosial Spiritual Dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 04 2.01 |08 Pemberian Akses kelLayanan Jumlah Orang yangMendapatkan Akses 23 90.469.000 - 750.000; - 1 0,00 750.000,00 -
Pendidikan danKesehatan Dasar keLayanan Pendidikan danKesehatan
DasarKewenanganKabupaten/Kota
06 04 2.01 |09 Pemberian Layanan Datadan Jumlah Orang yangMendapatkan 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - -
Pengaduan LayananData dan
PengaduanKewenanganKabupaten/Kot
a
06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah [ Persentase Rehabilitasi Sosial 100 1.751.362.000 23,75 359.781.500 100 285.687.765 62.269.700 - 22| 23,75 422.051.200,00] -
Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Penyandang Masalah Kesejahteraan
Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di  |Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
Luar Panti Sosial HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
06 01 2.02 |03 Penyediaan Permakanan Jumlah Rumah singgah/tempat tinggal 1 1.015.079.000 0,25 96648500 10| 157.607.265 20,00 28.634.250 100,00 18| 20,25 125.282.750,00| -
sementara yang dimiliki sesuai standar
06 01 2.02 |13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, 80 736.283.000 5,25 263.133.000 25 128.080.500 5,00 33.635.450 20,00 26 10,25 296.768.450,00| -
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng vang dirujuk
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06 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Persentase Penerima Bantuan 100 5.214.245.000 29,25 621.192.600 99,36 247.828.300 73.355.300 - 30 29,25, 694.547.900,00
Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial
06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase penyandang disabilitas 100! 1.228.648.000 - 37.968.500 100 0 73.355.300 - #DIV/0! 0,00 111.323.800,00
terlantar, anak terlantar , lanjut usia
terlantar dan gepeng vang dijangkau
06 05 2.01 |03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jumlah Penyandang Disabilitas 200 1.228.648.000 - 37968500 185 0| - #DIV/0! 0,00 37.968.500,00
Pemeliharaan Anak Terlantar Terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang menerima
paket sandang
06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 247.828.300 391,19 50.670.800 #DIV/0! 20 391,19 50.670.800,00
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
06 05 2.02 |02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 180.193.800 374,20 22.684.500 #DIV/0! 13 374,20 22.684.500,00
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
06 05 2.02 |03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan 67.634.500 #DIV/0! o] 0,00 -
Keluarga
06 01 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan [Persentase layanan data dan 100 3.985.597.000 31,25 583.224.100 100 247.828.300 - o] 31,25 583.224.100,00
Daerah Kabupaten/Kota pengaduan yang dimiliki
06 01 2.02 |02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan [Jumlah Data Fakir miskin di Kecamatan 23 1.611.632.000 11,50 467.584.400 391187 180.193.800 - o] 11,50 467.584.400,00]
Daerah Kabupaten/Kota
06 01 2.02 |03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan [Jumlah KeluargaPenerima 23 2.373.965.000 5,75 115639700 3742404 67.634.500 - o] 5,75 115.639.700,00|
Keluarga Manfaat(KPM) yangMendapatkan
BantuanSosial KesejahteraanKeluarga
Kewenangankabupaten/Kota
06 06 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana yang 100 1.087.670.000 28,75 343.093.000 20| 86.361.400 - o] 28,75 343.093.000,00
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada
saat dan setelah tanggap darurat
06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Perlindungan Sosial Korban 100 1.087.670.000 39,75 343.093.000 100 86.361.400 - 0| 39,75 343.093.000,00
Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
06 06 2.01 |04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Jumlah Penanganan Khusus Kelompok 650 1.087.670.000 89,75 343.093.000 150 86.361.400 - 0 89,75 343.093.000,00|
Rentan rentan
06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Persentase pemeliharaan TMP 100 276.569.000 46,75 199.248.500 100 84.671.685 2.946.000 - 3 46,75 202.194.500,00}
Pahlawan
06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan |Persentase Taman Makam Pahlawan 100! 276.569.000 31,25 199.248.500 100 84.671.685 2.946.000 - 3 31,25 202.194.500,00]
Nasional Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten/Kota yang di
rehabilitasi (Lokasi)
06 01 2.01 |01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan |Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) 1 276.569.000 0,50 199.248.500 1 84.671.685 - 2.946.000; - 3] 0,50 202.194.500,00
Nasional Kabupaten/Kota
Rata Rata Capaian Kinerjal 53,41 17,69
Predikat Rendah| Sangat Rendah
07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.169.979.514|
TENAGA KERJA
07 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks kepuasan pelayanan 85 2.971.287.914 37 6.084.355.577 80| 3.006.787.914 0,54/ 44.104.222 - 1 37,33 6.128.459.799,00] Dinas Tenaga Kerja
PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN & Transmigrasi
07 01 2.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, 100 16.171.800 49 22.971.000 80 16.171.800 0 38.104.222 0,00 236 49,38, 61.075.222,00
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
07 01 2.01. |01 Penyusunan DokumenPerencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 9.771.800 1 22.971.000 2 9.771.800 0 0 0,50 0 1,01 22.971.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
07 01 2.01. |06 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Jumlah LaporanCapaian Kinerja 6.400.000 3 6.400.000 0 - - 0 0,00 #VALUE!
Capaian Kinerja danlkhtisar Realisasi danlkhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan
KinerjaSKPD Laporan HasilKoordinasi
PenyusunanLaporan Capaian
Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja
SKPD
07 01 2.01. Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen Administrasi 134 2.765.972.514 33 5.600.802.921 100 2.765.972.514 1 2.580.000 - 0 33,16 5.603.382.921,00
Daerah Keuangan
07 01 2.01. |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 124 2.662.172.514 13 5.447.472.921 31 2.662.172.514 58| 2.213.525 - 0| 71,70 5.449.686.446,00
Tunjangan ASN
07 01 2.01. |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 10 103.800.000 6| 153.330.000 12 103.800.000 21 15.420 - 0| 26,35 153.345.420,00|
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
07 01 2.01. |05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Jumlah LaporanKeuangan Akhir - 1 0 26 1.600 - 0 26,30 1.600,00
Keuangan AkhirTahun SKPD TahunSKPD dan Laporan
HasilKoordinasi PenyusunanLaporan
KeuanganAkhir Tahun SKPD
07 01 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase dokumen Administrasi 185 1.616.100] 36 127.647.000 100 37.116.100 0 0 - o] 36,43 127.647.000,00|
Umum
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07 01 2.06. |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 44 - 5 11.041.000 12 0 0 0 - 0 4,50 11.041.000,00 - -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Peneranga Bangunan Kantor
vang Disediakan
07 01 2.06. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 45 - 19 36.878.000 0| 0| 0 0 - 0 18,75 36.878.000,00 - -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
07 01 2.06. |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 8 1.616.100 1 23.540.000 2 1.616.100 0 0 - 0 1,00 23.540.000,00 - -
yang Disediakan
07 01 2.06. |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 20 - 2 19.483.000| 5 0 0 0 - 0 1,50 19.483.000,00 - -
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
07 01 2.06. |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 40 - 5 9.250.000 10| 0| 0 0 - 0| 5,00 9.250.000,00 - -
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
07 01 2.06. |07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 8 - 0 1.320.000 2 0| 0 0 - o] 0,25 1.320.000,00 - -
Disediakan
07 01 2.06. |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan 20 - 2 26.135.000 25 35.500.000 28 0 - 0 30,40 26.135.000,00 - -
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 154, 148.857.500 74 250.536.656 100 148.857.500 100! 9.751.464 - 7 173,50 260.288.120,00] - -
Pemerintahan Daerah Kantor
07 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 96 56.097.500 1 57.706.656 24 56.097.500 0 0 - 0 1,00 57.706.656,00 - -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik vang Disediakan
07 01 2.08 |03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10 - 1 7.070.000! 5 0 0 0 - 0 0,50 7.070.000,00 - -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
vang Disediakan
07 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 92.760.000 73 185.760.000 12 92.760.000 28| 7.700.000 - 8 101,45 193.460.000,00| - -
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 100! 38.670.000] 28 82.398.000 100 38.670.000 0 0 - 0 27,50 82.398.000,00 - -
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
07 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 4 38.670.000 1 82.398.000 4 38.670.000 0 0 - o] 1,00 82.398.000,00 - -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
07 01 2.09 |09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Jumlah Gedung Kantordan Bangunan 1 0 0 - 0 0,00 - - -
Kantor danBangunan Lainnya LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi
07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA Persentase Ketersediaan dokumen 3 - - - 100 - 0 2.000.000 - 0 0,00 2.000.000,00 - -
KERJA Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)
Persentase ketersediaan 100 0 - 0 0,00 - - -|Dinas Tenaga Kerja
RencanaTenaga Kerja Makro(RTK) & Transmigrasi
Persentase kegiatan yang dilaksanakan 20 - 0 0,00 - - -
yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Persentase kegiatanyang dilaksanakan 20 - 0 0,00 - - -
yangmengacu ke rencanatenaga kerja
07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Persentase Penyusunan Rencana 3 - - - 20| - 0 0 - 0| 0,00 - - -
(RTK) Tenaga Kerija (RTK) tenaga kerja
07 02 2.01 |01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja 3 - - - 1 0| 0 0 - 0 0,00 - - -
Makro Makro
07 02 2.01 |02 Penyusunan RencanaTenaga Kerja Jumlah Perusahaanyang Menyusun 141 - 0 0,00 - - -
Mikro RTKMikro
07 03 PROGRAM PELATIHANKERJA DAN Persentase PerusahaanPerusahaan 165.929.600 100 61.721.600 - 0 0,00 - - -
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA yangmenerapkan tata kelolakerja yang
layak(PP/PKB/ LKS Bipartit,Struktural
Skala Upah,dan terdaftar pesertaBPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase perusahaanyang 20 - 0 0,00 - - -
mengarahkan tatakelola kerja yang
layak(PP/KB/LKSBiperti,struktural
Persentase Tenaga KerjaBersertifikat 80| - 0 0,00 - - -
Kompetensi
Persentase Tenaga KerjaBersertifikat 80 - 0 0,00 - - -
Kompetensi
Tingkat produktifitas tenaga kerja 20 - 0 0,00 - - -
07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihanberdasarkan Persentase lulusanbersertifikat 61.721.600 60 61.721.600 - o] 0,00 - - -
UnitKompetensi pelatihan




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
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RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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07 03 2.01 |01 Proses PelaksanaanPendidikan dan Jumlah Tenaga Kerjayang 61.721.600 30 61.721.600 - 0 0,00 - -
PelatihanKeterampilan bagi MendapatPelatihan
PencariKerja berdasarkan Berbasiskompetensi pada Tahunn
KlasterKompetensi
07 03 2.01 |02 Koordinasi Lintas Lembagadan Kerja JumlahKesepakatan/Koordinasidalam - 3 0 - 0 0,00 - -
Sama denganSektor Swasta rangkaOptimalisasi Kapasitasinstruktur
untukPenyediaan Instruktur danPeningkatan SaranaPrasarana
sertaSarana dan PrasaranaLembaga PelatihanVokasi dan Produktivitaspada
Pelatihan Kerja Tahunn
07 03 2.01 |03 Pengadaan Sarana PelatihanKerja Jumlah Pengadaan danPemeliharaan - 1 0 - 0 0,00 - -
Kabupaten/Kota SaranaPelatihan Kerja
07 03 2.02 Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Persentase LPK yangterakreditasi - 14 0 - 0 0,00 - -
Swasta
07 03 2.02 |01 Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Jumlah LembagaPelatihan Kerja - 14 0 - 0 0,00 - -
Swasta Swastayang Dibina
07 03 2.04 Konsultansi Produktivitaspada Persentase KonsultansiProduktivitas - 20 0| - o] 0,00 - -
Perusahaan Kecil padaPerusahaan Kecil
07 03 2.04 |01 Pelaksanaan KonsultasiProduktivitas Jumlah Perusahaan Kecilyang - 20 0 - 0 0,00 - -
kepadaPerusahaan Kecil MendapatKonsultansi
PeningkatanProduktivitas
07 03 2.05 pengukuran ProduktivitasTingkat Persentase PengukuranProduktivitas - 100 0 - 0 0,00 - -
DaerahKabupaten/Kota TingkatDaerah Kabupaten/Kota
07 03 2.05 |01 Pengukuran Kompetensidan Jumlah Dokumen - 1 0 - 0 0,00 - -
Produktivitas TenagaKerja HasilPengukuranProduktivitas dan
DayaSaing Tenaga Kerja diTingkat
Daerah
07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase Pencari Kerjayang 12 52.104.000 10 87.954.000 34 52.104.000 28 2.000.000! 83,53 4 38,50 89.954.000,00 -
KERJA ditempatkandalam dan luar
negerimelalui mekanismelayanan antar
kerjadalam wilavahkab/kota"
Persentase pencari kerjayang - 34 - 0| 0,00 - -
ditempatkandalam dan luar
negerimelalui mekanismelayanan antar
kerjadalam wilayahKabupaten/Kota
07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja diDaerah Persentase PelayananAntarkerja di - 100 0 - 0 0,00 - -
Kabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota
07 04 2.01 |01 Penyediaan Sumber DayaPelayanan Jumlah SDM Pelayananantar Kerja - 1 0 - 0 0,00 - -
antar Kerja yangMendapatkan PelatihanMelalui
Bimtek dan lain-lain untuk
PeningkatanKompetensi
07 04 2.01 |02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerjayang - 100 0 - 0 0,00 - -
DitempatkanMelalui Layanan AKADdan
AKL
07 04 2.01 |03 Penyuluhan dan BimbinganJabatan Jumlah Pencari Kerjayang - 10 0 - 0 0,00 - -
bagi Pencari Kerja MendapatkanPenyuluhan
danBimbingan Jabatan
07 04 2.01 |04 Penyelenggaraan UnitLayanan Jumlah Tenaga KerjaDisabilitas 4 0 - 0 0,00 - -
DisabilitasKetenagakerjaan yangMendapatkan FasilitasiLayanan
ULD
07 04 2.01 |05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerjayang 10 o] - 0 0,00 - -
DiberdayakanMelalui
programPerluasan KesempatanKerija
07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 12 52.104.000 5 87.954.000 30| 52.104.000 9 11.506.775. 30,00 22 14,25 99.460.775,00 -
07 01 2.03. |02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi  [Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja 12, 52.104.000 5 87.954.000 12 52.104.000 9 11.506.775. - 22 14,25 99.460.775,00 -
Pasar Kerja Online yang Terdaftar dalam Pasar Kerja
Melalui Sistem Online (Karir Hub)
07 |05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  |Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja 70 - 102 99.859.000 1,2 30.319.000 1,49 28.631.999 - 94 103,11 128.490.999,00 -
Pertahun
07 05 2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan [Persentase perusahaan yang telah 40! 30.319.000] 58 91.939.000 135 30.319.000 99| 13.740.000: 73,24 45 157,35 105.679.000,00 -
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama [memliki peraturan perusahaan
untuk Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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07 05 2.01. |01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi|Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 40! 30.319.000 58 91.939.000 135 30.319.000 99| 13.740.000: 73,24 45 157,35 105.679.000,00 - -
Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan
yang Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Persentase jumlah perusahaan yang 30 19.047.000 68 7.920.000! 0 19.047.000 0 14.891.999. - 78 67,50 22.811.999,00 - -
Perselisihan Hubungan Industrial, berselisih
Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
07 05 2.02 |01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Jumlah Perselisihan yang Dicegah 15, 19.047.000 34 7.920.000 0 19.047.000 0 0 - 0 33,75 7.920.000,00 - -
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
07 05 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Jumlah Perkara Perselisihan yang 15, - 34 - 0 0 0 - 0 33,75 - - -
Industrial, Mogok Kerja, dan Terselesaikan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rata Rata Capaian Kinerjal 44,25 60,91
Prestasi Capaian Rendah Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
08 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 310 13.338.471.000 40 6.251.482.721 75 3.199.518.613 - 1.087.342.423 0 33,98 40,00 7.338.825.144,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, 400 58.803.000 50 12.274.000 100 0| 0 1.037.603.771 0| #DIV/0! 50,00 1.049.877.771,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
08 01 2.01 |;06 [Koordinasidan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 24 58.803.000] 4 12.274.000| 12 0 0 5.385.500 0 #DIV/0! 4,00 17.659.500,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 400 12.546.714.000 48 5.920.659.994 100 3.011.239.463 100 3.018.646.438 100 100,25 147,75 8.939.306.432,00
Daerah
08 01 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji ASN yang dibayarkan gaji 155 12.232.090.000| 15 5.741.686.994| 40| 2.911.392.983 10 746.278.131 25 25,63 24,69 6.487.965.125,00]
dan tunjanggannya
08 01 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Administrasi 20! 314.624.000 3 178.973.000 6| 99.846.480 2, 100.317.000 33 100,47 4,50 279.290.000,00
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Administrasi Kepegawaian 400 32.998.000 50 10.060.000; 100 7.053.110 0 7.053.110; 0| 100,00 50,00 17.113.110,00
Daerah
08 01 03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Administrasi 23 32.998.000 3 10.060.000 6| 7.053.110 9 7.053.110; 150 100,00 12,00 17.113.110,00
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian
08 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah |[Persentase dokumen Administrasi 400 113.712.000 50 42.837.900 100 22.259.380 0 1.661.450 0| 7,46 50,00 44.499.350,00
Umum
08 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Alat-alat listrik dan komponen 29 18.150.000 9 7.547.500! 28 3.845.380 7 901.450, 25 23,44 15,50 8.448.950,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [listrik kantor
08 01 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Cetak dan Penggandaan 29 20.827.000 5 12.890.400| 14 5.144.000 0 - 0 0,00 4,50 12.890.400,00
Penggandaan
08 01 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Koran harian dan mingguan 16 19.135.000 2 8.000.000 6| 3.820.000 0 - 0| 0,00 2,00 8.000.000,00
Peraturan Perundang-undangan
08 01 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam 8 55.600.000] 2 14.400.000| 4 9.450.000 0 - 0 0,00] 1,75 14.400.000,00
Konsultasi SKPD daerah
08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 400 367.014.000 50 150.767.727 100 95.299.840 0 - 0| 0,00 50,00 150.767.727,00]
Pemerintahan Daerah Kantor
08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber [Jumlah tagihan Rekening Telepon. 16, 60.820.000 2 22.692.477 4 17.481.840 0 - 0 0,00] 1,75 22.692.477,00
Daya Air dan Listrik Internet. Air & Listrik Kantor
08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Pembayaran Jasa Peralatan dan 22 32.930.000] 1 6.100.250 2 3.370.000 0 - 0 0,00] 1,00 6.100.250,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
08 01 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 30! 273.264.000 3 121.975.000 6| 74.448.000 0 - 0| 0,00 3,00 121.975.000,00|
Kantor
08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 400/ 219.230.000 42 114.883.100 100 63.666.820 0 16.163.720. 0 25,39] 41,75 131.046.820,00
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
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08 01 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya |Jumlah kendaraan dinas jabatan yang 12 192.777.000 1 102.284.500 3 56.107.200 1] 16.163.720 33 28,81 2,00 118.448.220,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dipelihara dan dibayar pajaknya
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
08 01 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dipelihara 4 26.453.000 1 12.598.600| 1 7.559.620 0 - 0 0,00] 0,50 12.598.600,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase Anggaran Responsif Gender 45,11 5.025.874.000 13 83.686.000 14,17 0 0 0 0 #DIV/0! 12,78 83.686.000,00
GENDER DAN PEMBERDAYAAN (ARG) pada Belanja Langsung APBD
PEREMPUAN Persentase Partisipasi Perempuan di 190 18| 55 0 0| #DIV/0! 18,40 -
Lembaga Pemerintah (%)
08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Persentase Pelembagaan 400 116.840.000 50 83.686.000 100 20.426.400 0 - 0 0,00 50,00 83.686.000,00|
Gender (PUG) pada Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
Pemerintah Kewenangan Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 02 2.01 |03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Jumlah Perangkat Daerah yang 128 55.621.000] 16 35.688.000 32 20.426.400 0 - 0 0,00] 16,00 35.688.000,00
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Mengikuti
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
(PUG)
Termasuk Perencaan Pembangunan
Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 02 2.01 |04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG [Jumlah Perangkat Daerah yang 128 61.219.000] 16 47.998.000| 32 0 0 - 0 0,00] 16,00 47.998.000,00
termasuk PPRG Mengikuti
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk
Perencaan Pembangunan Responsif
Gender
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
08 02 Penguatan dan Pengembangan Persentase lembaga layanan 400 4.909.034.000 0 0 - 0 0 0 0 0,00 - -
Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan yang
Pemberdayaan Perempuan mendapatkan pelatihan
Kewenangan Kabupaten/Kota
08 02 Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia 5 19.000.000 0| Rp - - 0 0 0 0 0,00 - -
Sumber Daya Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan
Penyedia Layanan Kewenangan
Pemberdayaan Kabupaten/Kota yang Mendapat
Perempuan Kewenangan Peningkatan
Kabupaten/Kota Kapasitas
08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio kekerasan terhadap perempuan. 2 4.890.034.000 0,0016 173.731.800 0,5 27.727.000 0 0 0 0,00] 0,00 173.731.800,00
PEREMPUAN termasuk TPPO (per 100.000 penduduk
perempuan)
08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Persentase Pencegahan Kekerasan 300 1.783.640.000 50 68.285.000 100 27.727.000 - 0 0| 0,00 50,00 68.285.000,00
Perempuan Lingkup Daerah terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 03 2.01 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 3 136.962.000 0| 30.236.500 1 27.727.000 - 0 0 0,00] 0,25 30.236.500,00
Pelaksanaan Kebijakan. Program dan  [Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan.
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Program
terhadap Perempuan Lingkup Daerah [dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Kabupaten/Kota Terhadap
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan [Persentase Penyediaan Layanan 400 1.646.678.000 33 66.356.000 100 124.263.490 - - 0| 0,00 32,86 66.356.000,00
bagi Perempuan Korban Kekerasan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
yang Memerlukan Koordinasi Korban Kekerasan yang Memerlukan
Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 03 2.02 |01 Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 46 186.962.000 6 66.356.000 24 45.924.390 0 - 0 0,00] 5,75 66.356.000,00
Masyarakat bagi Perempuan Korban Tingkat Kabupaten/Kota yang
Kekerasan Kewenangan Mendapatkan Layanan
Kabupaten/Kota Pengaduan
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2.02 |02 Koordinasi dan Sinkronisasi 78.339.100 0| 0,00 - -
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Persentase Penguatan dan 400 1.459.716.000 5 39.090.800 100 89.738.230 0 - 0| 0,00 5,00 39.090.800,00
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga Penyedia
Perlindungan Perempuan Tingkat Layanan Perlindungan Perempuan
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
08 03 2.03 |02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga 15, 68.480.000 4 39.090.800 3 76.802.800 0 - 0 0,00] 3,75 39.090.800,00
Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Penanganan bagi
Penanganan bagi Perempuan Korban  [Perempuan
Kekerasan Kewenangan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
08 03 2.03 |04 Penguatan Jejaring antar Lembaga 12.935.430 0| 0,00 - -
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase peningkatan kualitas 370, 1.391.236.000 25 142.762.000 100 251.131.000 E 0| 0| 0,00 25,00 142.762.000,00
KELUARGA keluarga (sesuai dengan 8 fungsi
keluarga)
08 04 2.01. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Persentase Peningkatan Kualitas 300 746.618.000 25 32.889.500 100 0| 0 - 0| 0,00 25,00 32.889.500,00
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) |Keluarga dalam Mewujudkan
dan Hak Anak Tingkat Daerah Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi. Informasi dan [Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi 3 102.000.000 0| 32.889.500 - 0 0 - 0 0,00] 0,25 32.889.500,00
Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi|(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Perlindungan Anak
bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
08 04 2.01. |03 Pengembangan KegiatanMasyarakat  |Jumlah LaporanPengembanganKegiatan 2 0 0 0,00 - -
untukPeningkatan KualitasKeluarga Masyarakatuntuk PeningkatanKualitas
KewenanganKabupaten/Kota KeluargakewenanganKabupaten/Kota
08 04 2.02. Penguatan dan Pengembangan Persentase Penguatan dan 300 644.618.000 25 109.872.500 - 20.200.040 0 - 0| 0,00 25,00 109.872.500,00|
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
Wilayah Kerjanya dalam Daerah yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 04 2.02. |03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia 165! 102.000.000 13 109.872.500 - 20.200.040 0 - 0 0,00] 12,50 109.872.500,00
Lembaga Penyedia Layanan Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat [Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Daerah Kabupaten/Kota mendapat
Peningkatan Kapasitas Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 |05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Ketersediaan profil/ statistik data 300 542.618.000 25 14.863.500 100 30.481.000 0] - 0| 0,00 25,00 14.863.500,00
DATA GENDER gender dan anak
DAN ANAK
08 05 2.01 Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan |Persentase Pengumpulan. Pengolahan 300! 542.618.000 25 14863500 100 24.952.980 0 - 0 0,00 25,00 14.863.500,00
Penyajian Data Gender dan Anak Analisis dan Penyajian Data Gender dan
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Anak Dalam Kelembagaan Data di
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
08 05 2.01 |01 Penyediaan Data Gender dan Anak di  [Jumlah Dokumen Data Gender dan 5 36.157.000] 0| 14.863.500| 1 24.952.980 0 - 0 0,00] 0,25 14.863.500,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
Kabupaten/Kota yang Tersedia
08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Persentase pemenuhan hak anak (PHA) 190! 506.461.000 28 196.362.000 55 74.167.000 o 0| 0| 0,00] 27,50 196.362.000,00]
(PHA)




. . " . Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi capaian kinerja RKPD Tl_ngk-at Caplan'Kln?rja dan Realisasi kinerja Anggaran RPJMD ngk_at (?'apalan dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Persentase Pelembagaan PHA pada 200 281.367.000 25 27.698.500 74.167.000 - 0 0 0,00] 25,00 27.698.500,00
Pemerintah. Nonpemerintah. dan Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah.
Dunia Usaha Kewenangan dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 (06 |2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 56.273.000 0 27.698.500| 1 74.167.000 0] - 0| 0,00 0,25 27.698.500,00
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Kewenangan Kabupaten/Kota Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Persentase Penguatan dan 200 225.094.000 50 168.663.500 100 102.717.500 - 0 0| 0,00 50,00 168.663.500,00|
Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
08 06 2.02 Penyediaan Layanan Peningkatan Jumlah Anak yang Mendapatkan 62 112.547.000 9 41.295.000| - 0 0 - 0 0,00] 8,75 41.295.000,00
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Layanan
Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 112.547.000 0 33.727.500 - 0| 0 - 0| 0,00 0,25 33.727.500,00
Pelaksanaan Pendampingan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kualitas
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 06 2.02. |03 Pengembangan Komunikasi. Informasi |Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi 4 268.349.000 1 47.398.500] 1 42.272.500 0 - 0 0,00] 0,50 47.398.500,00
dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi [dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak
Lembaga Penyedia Layanan bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 06 2.02. |04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 4 268.424.000 1 46.242.500 1 60.445.000 0 - 0| 0,00 0,50 46.242.500,00
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas [Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Hidup Anak Tingkat Daerah Layanan Peningkatan
Kabupaten/Kota Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Persentase anak korban kekerasan yang 400/ 581.816.000 50 350.117.200 100 373.197.200 0 0| 0| 0,00] 50,00 350.117.200,00]
ANAK ditangani
08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak [Persentase Pencegahan Kekerasan 400 342.853.000 50 141.323.000 100 109.700.060| 0 - 0| 0,00 50,00 141.323.000,00|
yang Melibatkan para Pihak Lingkup Terhadap Anak yang Melibatkan para
Daerah Kabupaten/Kota Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
08 07 2.01 |02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 3 103.890.000 1 128.022.000 6| 109.700.060 0 - 0| 0,00 1,00 128.022.000,00|
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak |Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota Terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Persentase Penyediaan Layanan bagi 400 238.963.000 50 208.794.200 100 239.389.980 0 0 0| 0,00 50,00 208.794.200,00
Memerlukan Perlindungan Khusus Anak yang Memerlukan Perlindungan
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat  [Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
08 07 2.02 |01 Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Anak yang Memerlukan 83, 139.470.000 12 153.096.000 24 30.036.950 0 - 0 0,00 11,75 153.096.000,00
Masyarakat bagi Anak yang Perlindungan
Memerlukan Perlindungan Khusus Khusus Mendapatkan Layanan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi. Informasi [Jumlah Dokumen Komunikasi. Informasi 4 99.493.000 1 55.698.200 - 0| 0 - 0| 0,00 1,00 55.698.200,00
dan Edukasi Anak yang Memerlukan dan Edukasi (KIE) Anak yang
Perlindungan Khusus Kewenangan Memerlukan Perlindungan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
07 2.02 |02 Koordinasi dan Sinkronisasi 176.164.850 0| 0,00 - -
Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
08 07 2.02 |04 Penguatan Jejaring antarLembaga Jumlah Dokumen HasilPenguatan 4 33.188.180 0 0,00] - -
Penyedia LayananAnak yang JejaringAntar LembagaPenyedia
MemerlukanPerlindungan Layanan Anakyang
KhususKewenanganKabupaten/Kota |MemerlukanPerlindungan
KhususkewenanganKabupaten/Kota
Rata rata capaian 66,67 54,54,
kinerja!
predikat capaian Sedang| Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks kepuasan Pelayanan 85 17.251.182.000 36,25 10.812.215.912 80| 4.314.770.000 54,3] 2.353.257 68 0,05] 91 10.814.569.169,00
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Dokumen Perencanaan, 50 111.744.000 3 61.502.000 100 32.610.000 30 2.353.257 68 - 91 10.814.569.169
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
09 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 30! 39.525.000 1,5 27.614.000 2 9.830.000 1 100.000 50 1,02 3 27.714.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
09 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 20 72.219.000 1,5 33.888.000 2 22.780.000 1 0 50 0,00] 3 33.888.000,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan
kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kineria SKPD
09 01 2.01 |07 evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja 2 0 0 - 0,00 0 -
PerangkatDaerah
09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen Administrasi 235 15.498.345.000} 37,5 9.886.560.000| 51 3.890.774.000| 5,7 2.230.545 11 0,06 43 9.888.790.545,00
Daerah Keuangan
09 01 2.02 |01 Penyediaam Gaji dan Tunjangan ASN  [Jumlah orang yang menerima gaji dan 158 15.048.208.000| 28,5 9.628.607.000 38, 3.782.638.000 5,8 2.213.525 15 0,06 34 9.630.820.525,00
tunjangan ASN
09 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen hasil Penyediaan 48 424.344.000 9 252.883.000 12 100.238.000 3] 15.420.000 25 15,38 12 268.303.000,00
Tugas ASN Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN
09 01 2.02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 29! 25.793.000 2,75 5070000 1 7.898.000 0,26 1.600.000 26| 20,26 3 6.670.000,00
AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
09 (01 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi 328 431.014.000 46,5 224.325.000 100 103.537.000 100 103.364.000 100 99,83 147 327.689.000,00
Umum
09 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket bahan logistic kantor yang 4 216.657.000 0,75 136.340.000 1 60.053.000 1 0 100 0,00] 2 136.340.000,00
disediakan
09 01 2.06 |05 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah paket barang Cetakan dan 4 20.634.000 0,75 16.333.000| 1 7.004.000 1 0 100 0,00 2 16.333.000,00
penggandaan penggandaan yang disediakan
09 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 10 0 - 0,00 10| -
Peraturan Perundang-undangan
09 01 2.06 |09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan [Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat 320 193.723.000 60| 71.652.000 80| 36.480.000 28,4 10.070.000 36 27,60 88| 81.722.000,00
konsultasi SKPD dan koordinasi dan konsulatasi
09 01 2.07 Pengadaan barang milik daerah Persentase tersedianya barang milik 4 102.603.000 0,75 50.510.000 1 33.746.000 0 0 - 0,00] 1 50.510.000,00
penunjang urusan pemerintah daerah [daerah
09 01 2.07 |11 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah Unit sarana dan prasarana 4 102.603.000 0,75 50.510.000 1 33.746.000 0 0 - 0,00 1 50.510.000,00
pendukung gedung kantor atau pendukung gedung kantor atau
bangunan lainnya bangunan lainnva vang disediakan




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
09 01 2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan Persentase jasa penunjang urusan 192 709.741.000 33,25 381.634.912 100 170.611.000 37 67.581.000 37 39,61 70| 449.215.912,00
pemerintah daerah kantor
09 01 2.08 |02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber  [Jumlah laporan penyediaan jasa 96 214.324.000 18, 126.491.912 24 39.901.000 3,6 19.511.000 15 48,90 22 146.002.912,00
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
vang disediakan
09 01 2.08 |03 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah laporan penyediaan jasa 48| 20.608.000 6,25 9.143.000| 1 1.710.000 0 0 - 0,00] 6 9.143.000,00
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor
vang disediakan
09 01 2.08 |04 Penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah laporan penyediaan jasa 48| 474.809.000 9 246.000.000 12 129.000.000 4 48.070.000 33 37,26 13 294.070.000,00|
kantor pelayanan umum kantor yang
disediakan
09 01 2.09 Pemeliharaan barang milik daerah Persentase barang milik daerah yang di 92 397.735.000 17 207.684.000 23 83.492.000] 0,451 44.962.000 2 53,85 17 252.646.000,00|
penunjang urusan pemerintah daerah [pelihara
09 01 2.09 |01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya  [Jumlah kendaraaan perorangan dinas 8 160.743.000 1,5 119.187.000 2 38.670.000 0,976 38.952.000 49 100,73 2 158.139.000,00
pemeliharaan dan pajak kendaraan atau kendaraan dinas jabatan yang
perorangan dinas atau kendaraan dinas|dipelihara dan dibayarkan pajaknya
jabatan
09 01 2.09 |06 Pemeliharaan peralatan Dan Mesin Jumlah peralatan mesin lainnya yang 20 18.547.000 3,75 8.740.000| 5 3.370.000 0 0 - 0,00] 4 8.740.000,00
lainnya dipelihara
09 01 2.09 |09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan 4 74.189.000 0,5 25.650.000 1 17.550.000 0,3] 6.010.000 30 34,25 1 31.660.000,00
kantor dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
09 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase lumbung pangan 48 115.114.000 15,25 30.864.000| 100 5.660.000 80 3.000.000! 80 53,00 95 33.864.000,00
Ekonomi Untuk Kedaulatan dan masyarakat yang mengelola cadangan
Kemandirian Pangan pangan
09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan seluruh  [Persentase Lumbung pangan masyarkat 48| 115.114.000 0,5 30.864.000 100 5.660.000 80| 3.000.000 80 53,00 81] 33.864.000,00
Pendukung kemandirian pangan sesuai [yang mengelola cadangan pangan
kewenangan daerah kab/kota
09 02 2.01 |04 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan [Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 48 115.114.000| 0,5 30.864.000 1 5.660.000 0,9 300.000 90| 5,30 1 31.164.000,00
infrastruktur logistik dalam rangka penyediaan infrastruktur
logistik
09 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan [Persentase ketersediaan pangan 100 2.523.737.000 38,75 904.997.000 100 478.162.000 40 3.320.000 40 0,69 79 908.317.000,00
Ketahanan Pangan Masyarakat (tersedianya cadangan beras/jagung
sesuai kebutuhan
09 03 2.01 |02 Penyediaan dan penyaluran pangan Persentase Penyediaan dan penyaluran 100 532.227.000 31,25 126.086.000 100 78.830.000 20| 300.000 20 0,38 51 126.386.000,00|
pokok atau pangan lainnya sesuai pangan pokok atau pangan lainnya
dengan kebutuhan daerah kab/kota sesuai dengan kebutuhan daerah
dalam rangka stabilitas kab/kota dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan
09 03 2.01 |02 Penyediaan pangan berbasis sumber  [Penyediaan Pangan Berbasis sumber 48] 138.134.000 3,5 27.099.000 12 4.750.000 0 0 - 0,00] 4 27.099.000,00
dava lokal daya local yang tersedia
09 03 2.01 |04 Pemantauan stok, pasokan dan harga |Jumlah Pemantauan stok, paokan,dan 48| 225.033.000 3,5 25.165.000 12 5.450.000 0 0 - 0,00] 4 25.165.000,00
pangan harga pangan
09 03 2.01 |06 Pengembangan kelembagaan usaha Jumlah kelembagaan usaha pangan 4 169.060.000 0,5 73.822.000 1 68.630.000 0 0 - 0,00] 1 73.822.000,00
pangan masyarakat dan toko tani masyarakat dan Toko Tani Indonesia
indonesia vang dikembangkan
09 03 2.02 Pengelolaan dan keseimbangan Jumlah cadangan pangan yang 100! 897.200.000 50 124.849.000 100 59.134.000 0 0 - 0,00 50| 124.849.000,00
cadangan pangan kab/kota tersalurkan ke daerah rawan pangan
09 03 2.02 |01 Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah kelompok lumbung pangan 16, 151.200.000 0,75 31.387.000 5 3.070.000 0 0 - 0,00] 1 31.387.000,00
pengendalian cadangan pangan masyarakat (LPM)
kab/kota
09 03 2.02 |03 Pengadaan CadanganPangan Jumlah CadanganPangan 30| 0 0 - #DIV/0! 0 -
PemerintahKabupaten/Kota PemerintahKabupaten/Kota
09 03 2.02 |04 Pemeliharaan cadangan pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah 94| 746.000.000 8,5 93.462.000 17 56.064.000 0 0 - 0,00] 9 93.462.000,00
pemerintah kab/kota kab/kota yang terpelihara
09 03 2.04 Pelaksanaan pencapaian target Dokumen pelaksanaan kegiatan 28 1.094.310.000 2,75 654.062.000 100 340.198.000 90| 3.020.000 90| 0,89] 93 657.082.000,00|
konsumsi pangan perkapita/tahun pencapaian target konsumsi pangan
sesuan dengan angka kecukupan gizi  |perkapita/tahun sesuai dengan angka
kecukupan gizi
09 03 2.04 |01 Penyusunan dan penetapan target Jumlah Target konsumsi pangan per 4 503.283.000 0,5 127.010.000 1 110.352.000 1 3.020.000 100 2,74 2 130.030.000,00
konsumsi pangan per kapita per tahun [kapita pertahun
09 03 2.04 |02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan kelompok 20 519.402.000 1,75 504.562.000 5 222.256.000 0 0 - 0,00] 2 504.562.000,00|
penganekaragaman konsumsi pangan [mayarakat dalam penganekaragaman
berbasis sumber daya lokal konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal
09 03 2.04 |03 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 4 71.625.000 0,5 22.490.000 1 7.590.000 0 0 - 0,00 1 22.490.000,00
pemantauan dan evaluasi konsumsi pemantauan dan evaluasi konsumsi
per kapita per tahun perkapita pertahun




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun
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Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
09 04 PROGRAM PENANGANAN Persentase desa rawan pangan yang 100! 820.167.000 40| 58.629.000 100 17.105.000 10, 450.000; 10 2,63 50| 59.079.000,00
KERAWANAN PANGAN ditangani
09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Jumlah dokumen peta ketahanan dan 21 441.384.000 0,5 46.646.000| 1 10.605.000 0,3 450.000; 30| 4,24 1 47.096.000,00
Ketahanan Pangan Kecamatan kerentanan pangan
09 04 2.01 |01 Penyusunan, pemuktahiran dan Jumlah peta dan analisis ketahanan dan 21! 441.384.000 0,5 46.646.000 1 10.605.000 0,3 450.000 30 4,24 1 47.096.000,00
analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan
kerentanan pangan
09 04 2.02 Penanganan Kerawanan pangan Persentase penanganan kerawanan 4 378.783.000 25,25 11.983.000 6.500.000 0 0 - 0,00 25 11.983.000,00
kewenangan kab/kota pangan
09 04 2.02 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 4 378.783.000 0,5 11.983.000 10| 6.500.000 0 0 - 0,00 1 11.983.000,00
penanganan kerawanan pangan penanganan kerawanan pangan
kab/kota kab/kota
09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN |Persentase pengawasan keamanan 100! 822.885.000 42,5 103.260.000 100 39.441.000 12 4.290.000 12 10,88 55 107.550.000,00
PANGAN pangan segar
09 05 2.01 Pelaksanaan pengawasan keamanan Persentase pelaksanaan pengawasan 100! 822.885.000 50 103.260.000 100 39.441.000 12| 4.290.000; 12 10,88 62| 107.550.000,00
pangan segar daerah kab/kota keamanan pangan
09 05 2.01 |01 Penguat kelembagaan keamanan Jumlah kelembagaan keamanan pangan 100! 20.522.000 25,25 13.447.000| 100 7.150.000 0 - - 0,00] 25 #VALUE!
pangan segar daerah kab/kota segar daerah kab/kota yang dibina
09 05 2.01 |02 Sertifikasi keamanan pangan segar asal |Jumlah sertifikasi keamanan pangan 18, 161.734.000 2 25.217.000 5 4.390.000 1 1.490.000 20| 33,94 3 26.707.000,00
rumbuhan daerah kab/kota segar asal tumbuhan daerah kab/kota
09 05 2.01 |03 Registrasi Keamanan pangan segar asal [Jumlah registrasi pangan segar asal 40 227.890.000 5 35.370.000 10| 20.168.000 2 1.450.000 20 7,19 7 36.820.000,00
tumbuhan Daerah Kab/Kota tumbuhan daerah kab/kota
09 05 2.01 |04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar [Jumlah Dokumen rekomendasi 24! 185.580.000 1,5 4490000 6| 4.490.000 1 1.350.000 17 30,07 3 5.840.000,00
Asal Tumbuhan Dearah Kab/KOta keamanan pangan segar asal tumbuhan
daerah kab/kota
09 05 2.01 |05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana pengujian 33 227.159.000 1 24.736.000 1 3.243.000 0 - - 0 1 #VALUE!
Pengujian Mutu Keamanan Pangan mutu dan keamanan pangan segar asal
Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/kota [tumbuhan daerah kab/kota
Rata Rata Capain Kinerja 42,71 21,51
Predikat capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA |Persentase penanganan sengketa tanah 80 364.244.000 20| 27.237.000 2 121.487.670 1,00 22.633.620 50 18,63 21 49.870.620,00 - -
TANAH GARAPAN garapan melalui mediasi
10 04 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Persentase Sengketa Tanah Garapan 80 364.244.000 20| 27.237.000 65 121.487.670 0,00/ 0 - -
GARAPAN DALAM DAERAH dalam Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA
10 04 2.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Jumlah Data Sengketa, Konflik dan 8 297.670.000 1 27.237.000 2 - 0,00 0 - - 1 27.237.000,00 - -
Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Perkara dalam 1 (Satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
10 04 2.01 |01 Mediasi PenyelesaianSengketa Tanah  [Jumlah Berita AcaraHasil 2 121.487.670 1,00 22.633.620 50 18,63 1 22.633.620,00 - -
Garapandalam 1 (satu) MediasiPenyelesaian KasusSengketa
DaerahKabupaten/Kota dan KonflikTanah Garapan dalam
1(Satu) DaerahKabupaten/Kota
10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase Pemberian Ganti Rugi Tanah 65! 1.571.235 0 0| 2 0| 0,00 0 - 0 0| - - -
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH kepada masyarakat()
UNTUK PEMBANGUNAN
10 05 PENYELESAIAN MASALAH GANTI Persentase penyelesaian Masalah Ganti 65, 1.571.235 0| 0 65 0 0,00 0 - 0 0 - - -
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Kerugian dan Santunan Tanah untuk
UNTUK PEMBANGUNAN Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
10 05 2.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 1.571.235 0 0| 2 0| 0,00 0 - 0| 0| - - -
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian [Sinkronisasi Penyelesaian Masalah
dan Santunan Tanah Untuk Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Pembangunan Oleh Pemerintah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
10 05 2.01 |02 PROGRAM REDISTRIBUSITANAH, DAN | Persentase PemberianGanti Rugi 65 0 - 0 0 - - -
GANTIKERUGIAN PROGRAMTANAH TanahKelebihan Maksimumdan Tanah
KELEBIHANMAKSIMUM DAN Absentee
TANAHABSENTEE
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3 4 5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100 1
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10 06 Penetapan Subjek danObjek Persentase PenetapanSubjek dan 65 0 - 0 0 -
Redistribusi Tanahserta Ganti ObjekRedistribusi Tanah sertaGanti
KerugianTanah KelebihanMaksimum  [Kerugian TanahKelebihan
dan TanahAbsentee dalam 1 Maksimumdan Tanah Absenteedalam 1
(Satu)Daerah Kabupaten/Kota (satu) DaerahKabupaten Kota
10 06 2.01 Inventarisasi Subjek danObjek Jumlah Datalnventarisasi 1 0 - 0 0 -
Redistribusi Tanah SubyekPenerima RedistribusiTanah
dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota
10 06 2.01 |01 Inventarisasi danRekomendasi Jumlah Datalnventarisasi 1 0 - 0 0 -
ObjekRedistribusi Tanah danRekomendasi ObyekRedistribusi
Tanahdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota
10 06 2.01 |02 Koordinasi Jumlah DokumenSidang 2 0 - 0 0 -
PenyelenggaraanRedistribusi Tanah PanitiaPertimbanganLandreform
ObjekReforma Agraria dalam 1(Satu)  [dalamrangka KegiatanRedistribusi
Kabupaten/Kota Tanah
10 06 2.01 |03 Koordinasi dan SinkronisasiPenataan  [Jumlah Dokumen HasilKoordinasi 1 0 - 0 0 -
Akses dalamPemanfaatan danSinkronisasi PenataanAkses
RedistribusiTanah dalam 1 dalamPemanfaatanRedistribusi
(satu)Kabupaten/Kota Tanahdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota
10 06 2.01 |04 Penetapan Ganti KerugianTanah Persentase PenetapanGanti Kerugian 65 0 - 0 0 -
KelebihanMaksimum dan TanahKelebihan Maksimumdan Tanah
TanahAbsentee Lintas Absenteelintas DaerahKabupaten/Kota
DaerahKabupaten/Kota dalam 1(Satu) |dalam1 (satu) DaerahKabupaten/Kota
DaerahKabupaten/Kota
10 (06 |2.02 Inventarisasi TanahKelebihan Jumlah Datalnventarisasi 1 0| - 0] 0| -
Maksimum danTanah Absentee dalam |TanahKelebihan Maksimumdan Tanah
1(satu) DaerahKabupaten/Kota Absenteedalam 1 (Satu)
DaerahKabupaten/Kota
10 06 2.02 |01 Koordinasi Penetapan GantiKerugian |Jumlah DokumenKoordinasi 2 0 - 0 0 -
Tanah KelebihanMaksimum dan PenetapanGanti Kerugian
TanahAbsentee dalam 1 (satu)Daerah [TanahKelebihan Maksimumdan Tanah
Kabupaten/Kota Absentedalam 1 (Satu)
DaerahKabupaten/Kota
10 06 2.02 |02 PROGRAM PENETAPANTANAH ULAYAT Persentase regulasidaerah terkait 100 0 - 0 0 -
TanahUlayat yang Ditetapkan
10 07 Persentase regulasidaerah terkait Persentase regulasidaerah terkait 65 0 - 0 0 -
TanahUlayat yang Ditetapkan TanahUlayat yang Ditetapkan
Penetapan Tanah Ulayatyang Lokasinya|Persentase PenetapanTanah Ulayat 65 0 - 0 0 -
dalamDaerah Kabupaten/Kota yanglLokasinya dalam
DaerahKabupaten/Kota
10 07 2.01 Koordinasi dan SinkronisasiPengakuan [Jumlah Perkada 1 0 - 0 0 -
dan PengukuhanMasyarakat Hukum  [TentangPengukuhanMasyarakat
Adatdalam 1 (satu) HukumAdat dalam 1 (Satu)Daerah
DaerahKabupaten/Kota Kabupaten/Kota
10 07 2.01 |02 PROGRAM PENGELOLAANTANAH Persentase TanahKosong Yang 65 0 - 0 0 -
KOSONG Dikelola(%)
10 08 Penyelesaian MasalahTanah Kosong Persentase PenyelesaianMasalah Tanah 65 0 - 0 0 -
Kosong
10 08 2.01 Koordinasi dan Jumlah LaporanKoordinasi dalamrangka 1 0 - 0 0 -
SinkronisasiPenyelesaian Tanah PenyelesaianTanah Kosong
Kosongdi dalam 1 (satu)
DaerahKabupaten/Kota
10 08 2.01 |01 Inventarisasi danPemanfaatan Persentase Inventarisasidan 65 0 - 0 0 -
TanahKosong Pemanfaatan TanahKosong
10 08 2.02 Pelaksanaan InventarisasiTanah Jumlah Laporan TanahKosong dalam 1 1 0 - 0 0 -
Kosong (Satu)Kabupaten/Kota
yangDiinventarisasi.
10 08 2.02 |01 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah DokumenPemanfaatan 2 0 - 0 0 -
TanahKosong
10 08 2.02 |02 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Luas TanahYang di Tataguna 65 - 0 0 -
(%)
10 10 Penggunaan Tanah yangHamparannya |Persentase PenggunaanTanah 65 0 - 0 0 -
dalam satuDaerah Kabupaten/Kota yangHamparannya dalamsatu
DaerahKabupaten/Kota
10 10 2.01. Koordinasi dan Jumlah LaporanKoordinasi 3 0 - 0 0 -
SinkronisasiPerencanaan danSinkronisasiPerencanaanPenggunaa
PenggunaanTanah n Tanahdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
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10 (10 |2.01. |01 Koordinasi Pemetaan ZonaNilai Tanah  |Jumlah DokumenKoordinasi 1 0| - 0 0 -
KewenanganKabupaten/Kota danSinkronisasi untukMenetapkan
Zona NilaiTanah sebagai
DasarPelayanan InformasiNilai Tanah
danPelavanan PertanahanLainnva
10 10 2.01. |02 Koordinasi dan Jumlah DokumenKoordinasi 1 0 - 0 0 -
SinkronisasiPelaksanaan danSinkronisasiPelaksanaan
KonsolidasiTanah Kabupaten/Kota KonsolidasiTanah
KewenanganKabupaten/Kota
Rata Rata Capain Kinerjal 8 19|
Predikat capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 100 54.119.714.000] 23,06 11.458.951.292 12.931.492.491 13.105.205.361 - 101 23 24.564.156.653,00] Linkungan Hidup
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
11 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100 54.119.714.000] 23,06 11.458.951.292 12.931.492.491 13.105.205.361 - 101 23 24.564.156.653,00
LINGKUNGAN
HIDUP
11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85 25.391.415.057 36,25 6.191.126.226 75 5.910.825.276 Rp2.373.449.498 - 40| 36 8.564.575.724,00]
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA
11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, 100 391.485.500 46,73 41.178.000 100 100.433.560 Rp5.425.350 - 5 47 46.603.350,00|
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
11 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 22 271.485.500 2,50 41.178.000 5 71.279.840 1 Rp4.184.400 20 6 4 45.362.400,00|
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
11 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 8 60.000.000 - - - - 0 0 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
11 01 2.01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 8 60.000.000 0| - 29.153.720 Rp1.240.950! - 4 0 1.240.950,00
Perangkat Daerah
11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen Administrasi 100 18.904.272.748 49,48 4.617.593.605 100 4.680.520.026 Rp2.148.489.777 - 46 49 6.766.083.382,00
Daerah Keuangan Perangkat Daerah
11 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 216 18.824.272.748 26,75 4.617.593.605 60| 4.660.509.856 30 Rp2.145.640.777 50 46| 57| 6.763.234.382,00]
Tunjangan ASN
11 01 2.02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 20.000.000 - - 6 20.010.170 - 0 0 -
Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
bulanan/triwulan/semester/Akhir Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
1 01 2.02 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 3 20.000.000 - - - - 0 0 -
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
11 01 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Keuangan 10, 40.000.000] - - - Rp2.849.000 - 0 0 2.849.000,00
Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada |Persentase Dokumen Administrasi 100! 50.000.000 - - 100 - - 0 0 -
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
11 01 2.03 |06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 9 50.000.000] - - 4 - - 0 0 -
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
11 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah persentase Penyelenggaraan 100! 100.000.000 - - - - 0 0 -
Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat [Persentase Administrasi Kepegawaian 100 170.000.000 0 - 100 - - 0| 0| -
Daerah Perangkat Daerah
11 01 2.05 |02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Pakaian Dinas 1 40.000.000] - - 1 - - 0 0 -
Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapannya
11 01 2.05 |05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 24 50.000.000 - - 12 - - 0 0| -
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
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RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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11 01 2.05 |09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 16 80.000.000 0| - 5 - - 0 0 - -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Penyelenggaraan 100! 867.085.000 43,52 82.645.000 100 156.524.335 Rp16.451.200: - 11 44 99.096.200,00 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah
11 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 21.971.000 0,50 3.250.000! 1 2.555.520 - 0 1 3.250.000,00 -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
vang Disediakan
11 01 2.06 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 6 147.036.000 - - 3 22.316.835 1 Rp9.078.500 33 41 1 9.078.500,00 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
11 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 4 13.003.000 0,50 2.000.000 1 7.650.000 - 0 1 2.000.000,00 -
yang Disediakan
11 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12, 250.091.000 1,50 14.966.000| 3 9.000.000 1 Rp2.250.000 33 25 3 17.216.000,00 -
yang Disediakan
11 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12, 86.998.000] 1,50 4.905.000! 3 32.861.980 Rp1.552.700 - 5 2 6.457.700,00 -
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
11 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 520 171.000.000 95,50 42.000.000 130 42.000.000 - 0 96 42.000.000,00 -
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
11 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 189! 176.986.000 13,75 15.524.000| 50| 40.140.000 5 Rp3.570.000 10 9 19 19.094.000,00 -
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase tersedianya Barang Milik 100! 653.951.000 23,42 - 100 20.090.000 - 0 23 - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Daerah
11 01 2.07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15, 50.000.000] - - 5 8.230.000 - 0 0 - -
11 01 2.07 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10, 35.000.000 - - 5 11.860.000 - 0 0 - -
Lainnya Lainnya yang Disediakan
11 01 2.07 |10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 21! 148.101.000 2,50 - 5 - - 0 3 - -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 100! 2.390.281.756 43,38 418.541.171 100 767.317.355 Rp170.913.621 - 22 43 589.454.792,00| -
Pemerintahan Daerah Kantor
11 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48] 282.426.756 6,00 39.874.527 12 78.577.355 3 Rp27.173.621 25 35 9 67.048.148,00 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik|
vang Disediakan
11 01 2.08 |03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 9 61.588.000 0| 19.928.000| 3 - - 0 0 19.928.000,00 -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
vang Disediakan
11 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 2.046.267.000 6| 358.738.644 12 688.740.000 2 Rp143.740.000 17 21 8| 502.478.644,00 -
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 100! 1.864.339.053 31,1 1.031.168.450 100 185.940.000 Rp32.169.550: - 17 31 1.063.338.000,00 -
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
11 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 30! 450.985.350 1,75 87.246.000 8| 173.350.000 2 Rp30.419.550: 25 18 4 117.665.550,00| -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
11 01 2.09 |.02 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 48| 934.383.000 0| 776.676.450 16 - - 0 0 776.676.450,00] -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
11 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 67! 49.170.000 6,00 6.580.000 19| 12.590.000 2 Rp1.750.000 11 14 8| 8.330.000,00 -
Lainnya yang dipelihara
11 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 12 236.250.703 1,00 11.274.000 3 - 0 1] 11.274.000,00 -
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
11 01 2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 2 25.000.000 - - - - 0| 0| - -
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi
11 02 PROGRAM PERENCANAAN Persentase Terintegrasinya 886.480.000 0,00 143.108.300 100 500.000.000 Rp3.696.000 - 1 0 146.804.300,00 -
LINGKUNGAN HIDUP RPPLH dalam rencana
pembangunan Kabupaten
11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan | Persentase Dokumen RPPLH 100! 280.000.000 0,00 - 100 - - 0 0 - -
Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
11 02 2.01 |01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan 2 200.000.000 0,00 - 1 - - 0 0 - -
Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH yang Disusun
11 02 2.01 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan 1 80.000.000] 0,00 - - - 0 0 - -
Kabupaten/Kota yang Telah Mengakomodir RPPLH
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11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Persentase Dokumen KLHS 100! 606.480.000 0,00 143.108.300 33 500.000.000 Rp3.696.000 - 1 0 146.804.300,00
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
11 02 2.02 |03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata 2 230.000.000 0,00 - 1 500.000.000 Rp3.696.000 - 1 0| 3.696.000,00
Rencana Tata Ruang rpjpd/rpjmd Ruang yang Disusun
11 02 2.02 |02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 2 286.480.000 0,00 143.108.300 - - 0 0 143.108.300,00
RPJPD/RPJMD yang Disusun
11 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP yang 1 90.000.000] 0,00 - - - 0 0 -
untuk KRP yang Berpotensi Berpotensi Menimbulkan
Menimbulkan Dampak/Resiko Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang
Lingkungan Hidup Disusun
11 03 PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Kualitas Air 58,64 988.985.000 124,58 34.420.000 58,44 125.908.850 Rp3.521.800 - 3 125 37.941.800,00
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Udara 86,2 22,05 86,1 - o] 22 -
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 26,51 6,43 32,15 - 0 6| -
Presentase pengendalian pencemaran/ 80! - o] 0| -
kerusakan lingkungan hidup
11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Persentase Pencegahan Pencemaran 100 393.422.000 42,91 24.708.000 100 125.908.850 Rp3.521.800 - 0 43 28.229.800,00
Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota Kabupaten
11 03 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Uji Kualitas 112 188.422.000 18,75 24.708.000 12 103.503.600 1 Rp805.300 8 1 20 25.513.300,00
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran [Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan [Laut
Laut
11 03 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 8 60.000.000 0,00 - 2 22.405.250 Rp2.716.500 - 12| 0| 2.716.500,00
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang
Perubahan Iklim Dilaksanakan
11 03 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan |Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 88, 145.000.000 0,00 - 44 - - 0 0 -
Hidup Kabupaten/Kota Pengujian Parameter Kualitas
Lingkungan dan Dokumen Mutu yang
Dilaksanakan
11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau | Persentase Penanggulangan 100 510.563.000 0,00 9.712.000 100 - - 0 0 9.712.000,00
Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup Kabupaten
11 03 01 Pemberian Informasi Peringatan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi 5 460.563.000 0,00 9.712.000 2 - - 0 0 9.712.000,00
Pencemaran dan/atau Kerusakan Peringatan Pencemaran dan/atau
Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan
11 03 02 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau 2 25.000.000 0,00 - 2 - - 0| 0| -
Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup yang
Diisolasi
11 03 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Jumlah Sumber Pencemar dan/atau 2 25.000.000 0,00 - 2 - - o] 0| -
Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup yang
Dihentikan
11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Persentase Pemulihan Pencemaran 100 85.000.000 0,00 - 100 - - o] 0| -
Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota Kabupaten
11 03 2.03 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 25.000.000 0,00 - 2 - - 0 0| -
Penghentian Sumber Pencemaran Sinkronisasi Penghentian Sumber
Pencemaran Kewenangan Pemerintah
dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain
hingga Terhentinya Sumber
Pencemaran vang Dilaksanakan
11 03 2.03 02 [Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 15.000.000 0,00 - - - 0 0 -
Pembersihan Unsur Pencemar Sinkronisasi Pembersihan Unsur
Pencemar an
11 03 2.03 03 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 15.000.000 0,00 - - - 0| 0| -
Pelaksanaan Remediasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
11 03 2.03 04 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 15.000.000 0,00 - - - 0 0| -
Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi
11 03 2.03 05 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 15.000.000 0,00 - - - 0 0| -
Pelaksanaan Restorasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
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11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase luas Ruang Terbuka Hijau 0,45 5.697.562.600 0,06 2.348.215.666 0.4 1.315.931.610 Rp557.163.000 - 42 0| 2.905.378.666,00 -
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |(RTH) terhadap luas wilayah Kabupaten
Persentase luas ruang terbuka hijau 20 - 0 0 - -
terhadap luas wilayah kabuipaten
11 04 | 201 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  |Persentase Pengelolaan 100 5.697.562.600 47,27 2.348.215.666 100 1.315.931.610 Rp557.163.000 - 42 47 2.905.378.666,00 -
Kabupaten/Kota Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
11 04 | 201 [ 01 [Penyusunan dan Penetapan Rencana [Jumlah Dokumen Rencana Induk 1 100.000.000 - 0 1 - - 0 0 - -
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  [Pengelolaan Kehati yang Disusun
11 04 | 201 | 02 [Pengelolaan Taman Keanekaragaman [Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan 10.000.000 - 0 - - 0 0 - -
Hayati di Luar Kawasan Hutan Hutan yang Dikelola Lingkup
Kewenangan Kabupaten
11 04 | 201 | 03 [Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup 10.000.000 - 0 - - 0 0 - -
Kewenangan Kabupaten
11 04 | 201 | 04 [Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)[Luas RTH yang Dikelola Lingkup 2,44 5.257.562.600 1,10 2.348.215.666 0 1.315.931.610 Rp557.163.000 - 42| 1 2.905.378.666,00] -
Kewenangan Kabupaten
11 04 | 201 | 05 [Pengelolaan Taman Keanekaragaman [Luas Taman KEHATI Lainnya yang 10.000.000 - 0 - - 0 0 - -
Hayati Lainnya Dikelola Lingkup Kewenangan
Kabupaten
11 04 [ 201 | 06 |Pengembangan Kapasitas Kelembagaan|Jumlah Orang yang Meningkat 2 10.000.000 - 0 - - 0 0 - -
dan SDM dalam Pengelolaan Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Keanekaragaman Havyati Keanekaragaman Havati
11 04 | 201 | 07 [|Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 6 300.000.000 0| 0 5 - - 0 0 - -
Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Persentase Limbah B3 yang Dikelola 324.476.493 25 100| 100 23.335.700 Rp266.200 - 1 25 266.300,00 -
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase Penyimpanan Sementara 100 304.476.493 0 0| 100 23.335.700 Rp266.200! - 1 0| 266.200,00 -
Limbah B3
11 05 2.01 |01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 24 243.801.493 0 0| 6| - - o] 0| - -
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Penyimpanan sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan |yang Dilaksanakan Melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara [Pelayanan Perizinan Berusaha
Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
11 05 2.01 |02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan [Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 24 60.675.000] 0| 0 12 23.335.700 Rp266.200 - 1 0 266.200,00 -
Pemenuhan Persyaratan Administrasi |Lapangan Pemenuhan Komitmen
dan Teknis Penyimpanan Sementara Persetujuan/Izin Penyimpanan
Limbah B3 sementara dan Pengumpulan Limbah
B3
11 05 2.01 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) [ Persentase Pengumpulan Limbah B3 100! 20.000.000 0| 0 - - 0 0 - -
Daerah Kabupaten/Kota dalam Kabupaten
11 05 2.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 2 10.000.000 0 0| - - 0 0| - -
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan [Pengumpulan Limbah B3 yang
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik [ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
1 05 2,01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & 2 10.000.000 0 0 - - 0 0 - -
Pengelolaan Limbah B3 dengan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
Pemerintah Provinsi dalam rangka dengan Pemerintah dan Pemerintah
Pengangkutan, Pemanfaatan, Provinsi dalam rangka Pengangkutan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan yang Bukan Menjadi
Kewenangan Pemda Kabupaten serta
Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penyimpanan sementara Limbah B3
vane Sesuai dengan Kewenaneannva
11 06 2,01 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase ketaatan penanggung jawab 100] 444.754.000 47,94 56.699.500 100 106.358.640 Rp995.000 - 1 48| 57.694.500,00 -
PENGAWASAN TERHADAP IZIN usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
LINGKUNGAN DAN I1ZIN lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN [diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap [Persentase Pembinaan dan Pengawasan 100! 444.754.000 29,62 56.699.500 100 106.358.640 Rp995.000 - 1 30| 57.694.500,00 -
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan  [yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
oleh Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kabupaten/Kota
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11 06 2.01 |01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Jumlah Rekomendasi dan/atau 20 110.000.000 0| 0 - - 0 0 - -
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan
Izin PPLH Lingkungan, dan Surat Kelayakan
Operasi vang Diberikan
11 06 2.01 |02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Jumlah pejabat pengawas LH di Daerah 12, 60.000.000 0| 0 29.400.500 - 0 0 - -
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) terhadap usaha yang izin
lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang
diterbitkan oleh pemerintah
kabupaten/kota
11 06 2.01 |03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan |Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau 180 264.754.000 21,25 56.699.500 30 76.958.140 1 Rp995.000 3 22 57.694.500,00 -
yang lzin Lingkungan Hidup, Izin PPLH |Kegiatan yang Diawasi lzin Lingkungan,
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Persetujuan Lingkungan, Surat
Daerah Kabupaten/Kota Kelayakan Operasi oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
1 06 2.01 |04 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 10.000.000 0 0 - - 0 0 - -
Pengawasan dan Penerapan Sanksi Sinkronisasi Pengawasan dan
Upaya dan Rencana PPLH Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana
PPLHD
11 7 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN [Persentase pengakuan MHA sebagai 265.883.000 0 0| - - 0 0| - -
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), kearifan lokal
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH
11 7 201 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Persentase Pengakuan MHA, Kearifan 100 120.000.000 0 0| - - o] 0| - -
Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA| Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan
vang terkait dengan PPLH Hak MHA vang terkait dengan PPLH
11 7 201 |01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 8 120.000.000 0| 0 - - 0 0 - -
Data dan Informasi Pengakuan Sinkronisasi, Penyediaan Data dan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau  [Informasi Pengakuan Keberadaan MHA
Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan
Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau
Tradisional dan Hak MHA terkait Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
dengan PPLH Terkait dengan PPLH
11 7 202 Peningkatan Kapasitas MHA dan Persentase Peningkatan Kapasitas MHA 100! 145.883.000 0| 0 - - 0 0 - -
Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA yang terkait [Tradisional dan Hak MHA yang terkait
dengan PPLH dengan PPLH
11 7 202 |01 Pemberdayaan, Kemitraan, Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, 6 145.883.000 0 0 - - 0 0 - -
Pendampingan dan Penguatan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA [Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan,
terkait dengan PPLH Pendampingan dan Penguatan
1 08 201 |01 Pendampingan Gerakan Peduli Jumlah Pendampingan Pembinaan 4 40.000.000 0 0 - - 0 0 - -
Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
11 08 201 |03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Jumlah Masyarakat/Kelompok 100! 30.000.000 0| 0 - - 0 0 - -
Kampanye Lingkungan Hidup Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan
yang terlibat
11 08 201 |04 Penumbuhan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti 20 19.500.000 0| 0 - - 0 0 - -
dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan [Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Hidup dan Kawasan Pemukiman yang [dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sehat Hidup dan Kawasan Pemukiman yang
Sehat
11 09 PROGRAM PENGHARGAAN Persentase penghargaan lingkungan 100! 215.144.000 31,20 41.385.000| 75 68.108.465 Rp1.023.000 - 2 31 42.408.000,00 -
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK hidup untuk masyarakat
MASYARAKAT
11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Persentase Pemberian Penghargaan 100 215.144.000 24,31 41.385.000 100 68.108.465 Rp1.023.000 - 2 24 42.408.000,00 -
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten
11 09 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga |Jumlah Masyarakat/Lembaga 20 215.144.000 2 41.385.000| 5 68.108.465 Rp1.023.000 - 2 2 42.408.000,00 -
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
Perlindungan dan Pengelolaan Kinerjanya dalam rangka PPLH
Lingkungan Hidup
11 10 PROGRAM Persentase pengaduanlingkungan 100 34.587.960 Rp897.000; - 3 0 897.000,00 -
PENANGANANPENGADUANLINGKUNG |yangditindaklanjuti
AN HIDUP




Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Target RPJMD Kabupaten/kota
pada tahun 2024 (Akhir Periode

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD
Kabupaten/kota sampai dengan RKPD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Kabupaten/kota Tahun Berjalan

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun
2023(Akhir Tahun Pelaksanaan

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran
Kineja sampai dengan Triwulan Il

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD
Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran
RPJMD Kabupaten/kota

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi RKPD tahun 2023) Triwulan I Tahun 2023 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD s/d Tahun 2023
3 4 5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
11 10 2.01 Penyelesaian PengaduanMasyarakat di | Persentase PenyelesaianPengaduan 50 50| 34.587.960 Rp897.000; - 3 0 897.000,00
BidangPerlindungan danPengelolaan  |Masyarakatdi Bidang Perlindungandan
LingkunganHidup PengelolaanLingkungan Hidup(PPLH)
(PPLH)Kabupaten/Kota Kabupaten
11 10 01 Pengelolaan PengaduanMasyarakat Jumlah PengaduanMasyarakat 4 4 34.587.960 1] Rp897.000; 25 3 1] 897.000,00
Terhadap PPLHKabupaten/Kota TerhadapPPLH
Kabupaten/KotayangDitindaklanjuti/Dit
angani
11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase sampah yang dapat 100! 19.905.013.850] 51,7 9.867.052.550 100 4.846.435.990 Rp2.012.985.900 - 42| 52| 11.880.038.450,00
PERSAMPAHAN ditangani
11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 100 19.591.852.850 50,8 9.863.848.550 100 4.819.332.280 Rp2.011.879.900 - 42 51 11.875.728.450,00
11 11 2.01 |01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Jumlah Dokumen Kebijakan dan 1 50.000.000] 24,32 0 1 - - 0 24 -
Daerah Pengelolaan Sampah Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota Kabupaten yang Disusun dan
Ditetapkan
11 11 2.01 |02 Pengurangan Sampah dengan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan 24 100.000.000 24,32 0 12 - - 0 24 -
melakukan Pembatasan, Pendauran Sampah dengan Melakukan
Ulang dan Pemanfaatan Kembali Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
11 11 2.01 |03 Penanganan Sampah dengan Jumlah Sampah yang Dipilah, 368266 2.797.016.000 46912 1.340.051.600 92249 3.116.118.510 41123 Rp1.554.300.800 45 50 88035 2.894.352.400,00]
melakukan Pemilahan, Pengumpulan, |Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
11 11 2.01 |04 Peningkatan Peran serta Masyarakat  [Jumlah Masyarakat, Kelompok 2 20.000.000 0| 0 1 34.469.220 Rp1.274.400 - 4 0 1.274.400,00
dalam Pengelolaan Persampahan Masyarakat atau Para Pihak Lainnya
yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan
Pengelolaan Sampah Berbasis
Masvarakat
11 11 2.01 |05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 48 12.492.397.200 6| 6.304.296.000 12 - o] 6| 6.304.296.000,00
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan
Persampahan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun Pihak Lain di Luar
Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai dengan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah dan
Mengacu pada Jakstrada
11 11 2.01 |06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Jumlah Dokumen Kerja Sama 1 10.000.000 0| 0 - - 0 0 -
Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah di TPA/TPST
Kabupaten/Kota vang Ditetapkan
11 11 2.01 |07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 50! 4.122.439.650 4,25 2.219.500.950 17| 1.668.744.550 - 0 4 2.219.500.950,00
Pengelolaan Persampahan di Penanganan Sampah untuk Kegiatan
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
11 11 2.02 |01 Penerbitan Izin Pendaurulangan Persentase Izin Pendaurulangan 100! 10.000.000 0| 0 - - 0 0 -
Sampah/Pengelolaan Sampah, Sampah/Pengelolaan Sampah,
Pengangkutan Sampah dan Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan
Pemrosesan Akhir Sampah yang Akhir Sampah yang Diselenggarakan
Diselenggarakan oleh Swasta oleh Swasta yang diterbitkan
11 11 2.01 Pelayanan Perizinan Berusaha Jumlah Rekomendasi Dari 2 10.000.000 0| 0 - - 0 0 -
Terintegrasi secara Elektronik Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Pengelolaan Sampah
vang Difasilitasi
11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Persentase Pembinaan dan Pengawasan 100 303.161.000 0,97 3.204.000 100 27.103.710 - 0 1 3.204.000,00
Pengelolaan Sampah yang Pengelolaan Sampah yang
Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
11 11 2.03 |01 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian |Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok 4 293.161.000 0,25 3.204.000 1 - - o] 0| 3.204.000,00
Kinerja Pengelolaan Sampah Masyarakat/Lembaga dalam
Pengelolaan Sampah Melaksanakan
Penilaian Kinerja
11 11 2.03 |03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan 27.103.710 - 0 0 -
Target dan Standar Pelayanan
Pengelolaan Sampah
Rata Rata Capain Kinerja 23,47 18,62




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K | Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.798.569.662
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
12 01 Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Pelayanan 85 35.475.330.000 38 2.406.704.202 75 3.453.822.232 18| 3.107.350.302 100,0 90 56 5.514.054.504,00 -
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12 01 2.01 Perencanaan,Penganggaran dan Persentase Dokumen Perencanaan, 100 251.773.960 48,5 44.135.590 100 14.953.160 5 7.453.900 100 50 54 51.589.490,00| -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
12 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 20 146.774.060 2,5 25.201.030 5 7.453.900 5 7.453.900 100 100 8 32.654.930,00| -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
12 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 16 104.999.900 2 16.764.560 4 7.499.260 0 0 - 0| 2 16.764.560,00 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 100 26.060.822.994| 43,25 7.169.518.032 100 2.779.713.260 19, 2.779.713.260 19 100 62 9.949.231.291,50 -
Daerah
12 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan 260 25.046.842.614 31,4375 7.032.907.342 14 2.757.153.260 4 2.757.153.260! 29 100 35 9.790.060.601,50] -
Tunjangan ASN
12 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen hasil penyediaan 48] 908.980.000 6 125.947.500 20 22.560.000 20 22.560.000 100 100 26 148.507.500,00 -
Tugas ASN administrasi pelaksanaan ASN
12 01 2.02 |05 Koordinassi dan Penyusunan Pelaporan{Jumlah laporan keuangan akhir tahun 4 105.000.380 0,5 10.663.190| 0 0 0 0 - 0 1 10.663.190,00 -
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD
12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Administrasi Kepegawaian 80 1.551.650.000 18,75 - 80 104.967.690 4 50.673.416 5 48 23 50.673.416,00 -
Daerah
12 01 2.05 |01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Perencanaan 2 155.000.000 - - 2 - 0 0 - 0 0 - -
Disiplin Pegawai Perangkat Daerah
12 01 2.05 |02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 845.000.000 - - 2 - 0 0 - 0 0 - -
Atribut Kelengkapannya Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
laporan hasil koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kineria SKPD
12 01 2.05 |10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Peraturan yang disosialisasikan 2] 551.650.000 0 - 200 - 0 0 - 0 0 - -
undangan
12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Jumlah paket pakaian dinas beserta 75 4.067.514.546 37,34 1.490.756.485 75 50.673.416 4 50.673.416 5 100 41 1.541.429.901,00 -
atribut kelengkapan
12 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ |Jumlah paket komponen instalasi 20 119.706.000 2,5 10.983.000| 5 9.995.810 5 9.983.000 100 100 8 20.966.000,00 -
Penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
vang disediakan
12 01 2.06 |02 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 3 2.606.997.246 0 1.230.218.000 4 0 0 - 0 0 1.230.218.000,00 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
12 01 2.06 |03 Penyediaan peralatan Rumah Tangga [Jumlah paket peralatan rumah tangga 88 150.320.000 11 12.649.000| 22 7.494.000 0 0 - 0 11 12.649.000,00 -
yang disediakan
12 01 2.06 |04 Bahan Logistik Kantor jumlah paket bahan logistik kantor yang 40| 155.110.000 5 21.470.000 10 4.090.000 10, 4.090.000! 100 100 15 25.560.000,00] -
disediakan
12 (01 |2.06 (05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis bahan Cetak dan 44 165.013.300 55 24.051.000| 11 9.977.880 8| 9.276.443 73 93 14 33.327.443,00 .
Pengandaan Penggandaan
12 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan bacaan dan Jumlah dokumen bahan bacaan dan 8 350.360.000 1 93.180.000 3 22.800.000 0 0 - 0 1 93.180.000,00 -
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang
disediakan
12 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 12 520.008.000 1,5 80.205.485 3 50.610.000 2 27.311.163 67 54 4 107.516.648,00 -
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 75 3.081.035.000 0 - 0 0 - 0 0 - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12 01 2.07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang disediakan 3 1.400.000.000 0 - 0 0 - 0 0 - -
12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Jas Penunjang Usrusan kantor 90 3.031.035.000 47,375 1.399.351.222 20 567.518.796 6 255.464.451 30| 45 53 1.654.815.672,50 -
Pemerintah Daerah
12 01 2.08 |02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, |Jumlah laporan penyediaaan jasa 48| 688.136.000 3,75 120.697.772 12 134.646.600 6 20.189.888 50 15 10 140.887.659,50 -
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi,sumber daya air dan listrik
vang disediakan
12 01 2.08 |04 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah laporan penyediaan jasa 8 2.342.899.000 1 1.278.653.450 2 432.872.196 2 16.046.090 100 4 3 1.294.699.540,00 -
Umum Kantor pelayanan umum kantor yang
disediakan




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode ) ) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD [ Kabupaten/kota Tahun Berjalan X L X . Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) . . 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il . RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 01 2.09 Pemerliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang miolik daerah yang 80 3.462.533.500 44,375 142.809.750 80 40.963.600]| - 14.045.275. - 34 44 156.855.025,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [dipeliharan
12 01 2.09 |01 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan perorangan dinas 28 1.450.733.500 3,5 100.824.750 7 29.000.000 0,5543 14.210.560. 8 49| 4 115.035.310,00
Pemeliharaan Perizinan Kendaraan atau kendaraan dinas jabatan yang
Dinas Jabatan dipelihara dan dibavarkan paiaknva
12 01 2.09 |02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas operasional 4 971.802.000 0,5 8.351.000 1 1.500.000 1 14.210.560. 100 0 2 22.561.560,00
Pemeliharaan Perizinan Kendaraan atau lapangan yang dipelihara atau
Dinas Operasional dibayarkan paiak dan perizinannya
12 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya 16, 390.000.000 2 9.135.000 6 2.984.325 2 14.210.560. 33 0 4 23.345.560,00
Lainnya yang dipelihara
12 01 2.09 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 12 649.998.000 1,25 24.499.000 3 7.479.275 0 0 - 0| 1 24.499.000,00
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor yang direhabilitasi
Bangunan Lainnya
12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI [Persentase Penyajian Data Lampung 50 10.683.465.000 16,5 55.907.000 100 17.499.910 55,43 14.210.560. 55 81 72 70.117.560,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Utara dan Jumlah Perangkat Daerah
yang Telah Memanfaatkan data
Kependudukan
12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan |Persentase Penyajian Data 35 2.111.820.000 25 55.907.000 1 17.499.910 1 14.210.560. 100 81 26 70.117.560,00
Pemanfaatan dan Penyajian Database [Kependudukan Lampung Utara dan
Kependudukan Jumlah Perangkat Daerah yang telah
memanfaatkan data kependudukan
12 04 2.01 |01 Pengolahan dan Penyajian Data Jumlah Dokumen Data Kependudukan 4 511.820.000 0,25 55.907.000 2 17.499.910 1 55.907.000 50 0 1 111.814.000,00
Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan
12 04 2.01 |02 Kerjasama pemanfaatan data Jumlah dokumen kerjasama 16, 800.000.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
kependudukan pemanfaatan data kependudukan
12 04 2.01 |03 Inventarisasi data untuk kepentingan  |Jumlahn laporan hasil inventarisasi data 1 800.000.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
pembangunan daerah untuk kepentingan daerah
12 04 2.03 Penyelemggaraan Pengelolaan Persentase Koordinasi,Fasilitasi dan 75 3.826.749.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
Informasi Administrasi Kependudukan [Sosialisasi Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (
Rapat /Koordinasi)
12 04 2.03 |01 Fasilitasi terkait pengelolaan informasi [Jumlah hasil laporan fasilitasi PIAK 2 1.504.800.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
administrasi kependudukan
12 04 2.03 |04 Penyelenggaraan pemanfaatan data Jumlah dokumen Penyelenggaraan 16, 1.360.700.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
kependudukan pemanfaatan data kependudukan
12 04 2.03 |05 Sosialisasi terkait pengelolaan Jumlah laporan hasil sosialisasi 3 961.249.000 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
Informasi administrasi kependudukan [pengelolaan informasi administrasi
kependudukan
12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Persentase Kegiatan Pembinaan dan 80 2.244.347.000 0 381.988.000 0 0 0 - 0 0 381.988.000,00|
Pengelolaan Informasi Administrasi Pengawasan Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
12 04 2.04 |01 Pembinaan dan pengawasan terkait Jumlah laporan hasil Pembinaan dan 3 995.200.000 0 381.988.000 0 0 0 - 0 0 381.988.000,00|
pengelolaan informasi administrasi pengawasan terkait pengelolaan
kependudukan informasi administrasi kependudukan
12 04 2.04 |02 Suoervisi bersama dengan kantor Jumlah dokumen supervisi bersama 8 1.249.147.000 0 - 0 0 0 - 0 0 -
kementrian yang menyelenggarakan dengan kantor kementrian yang
urusan pemerintahan dibidang agama [menyelenggarakan urusa pemerintahan
kabupaten/kota dan pengadilan agama |dibidang agama kabupaten/kota dan
yang berkaitan dengan pencatatan pengadilan agama yang berkaitan
nikah,talak,cerai dan rujuk bagi dengan pencatatan nikah,talak,cerai
penduduk yang beragama islam dalam |dan rujuk bagi penduduk yang
rangka pembangunan basis data beragama islam dalam rangka
kependudukan pembangunan basis data
kenendudukan
12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase profil Data Kependudukan 100] 492.600.000 50 50.860.000 100 17.499.770 14, 7.450.570 14 43| 64| 58.310.570,00
KEPENDUDUKAN Lampung utara(Jumalah
Penduduk,Usia,Kepadatan DIl )
12 05 2.01 Penyusuna Profil Kependudukan Pesentase Profil Data Perkembangan 100 492.600.000 42,25 50.860.000 1 17499770 0,14 7.450.570; 14 43 42 58.310.570,00
dan Proyeksi Kependudukan Lampung
Utara
12 05 2.01 |02 Penyusunan profil data perkembangan [Jumlah dokumen profil data 4 492.600.000 0,5 50.860.000 1 17499770 1 7.450.570 100 43| 2 58.310.570,00
dan proyeksi kependudukan serta perkembangan dan proyeksi
kebutuhan yang lain kependudukan serta kebutuhan yang
lain
12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |Persentase Perekaman KTP elektronik 80 4.488.540.000 45 568.784.400 80 264.747.990| 2,83 23.263.170 4 9 48| 592.047.570,00]




. . " . Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi capaian kinerja RKPD Tl_ngk-at Caplan'Kln?rja dan Realisasi kinerja Anggaran RPJMD ngk_at (?'apalan dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Penerbitan Kartu 90| 1.434.229.850 46,75 568.784.400 100 264.747.990 2,83 23.263.170 3 9 50 592.047.570,00 - -
Keluarga,KTP-EI,KIA,Surat Pindah
Datang serta Dokumen Kependudukan
Lainnva
12 02 2.01 |02 Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 16 1.434.299.850 2 568.784.400 122500 264.747.990 122.500 23.263.170 100 9 122502 592.047.570,00 - -
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran |Penatausahaan dan Penerbitan
Penduduk Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Dokumen Kependudukan 100! 1.300.000.000 0 - 100 - 0 0 - 0 0 - - -
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan
12 02 2.02 |02 Pengadaan Dokumen Kependudukan [Jumlah Pengadaan Dokumen 8 1.300.000.000 0 - 2 - 0 0 - 0 0 - - -
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Kependudukan selain Blangko KTP-El,
Buku terkait Pendaftaran Penduduk Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran
sesuai dengan Kebutuhan Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Persentase Penyelenggaraan 100] 1.754.310.150] 0 - 100 - - 0 0 - - -
Penduduk Pendaftaran Penduduk
12 02 2.03 |02 Pelayanan Secara Aktip Pendaftaran Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 8 854.310.150 0 - 3 - - 0 0 - - -
Peristiwa Kependudukan dan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Pencatatab Peristiwa Penting Terkait Kependudukan dan Pencatatan
Pendaftaran Penduduk Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran
Penduduk
12 02 2.03 |05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan hasil Sosialisasi 3 900.000.000 0 - 4 - - 0 0 - - -
Pendaftaran Penduduk
12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, 95| 2.599.004.000 22,7425 83.860.000 95 44.999.760 11,00 15.032.800 12 33| 34 98.892.800,00 - -
Persentase Akta Perkawinan,
Persentase Akta Perceraian, Persentase
Akta Kematian.
12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Peningkatan dalam 95 1.030.180.000 46 83.860.000 90 44.999.760 11 15.032.800: 12 33 57 98.892.800,00 - -
Pelayanan Pencatatan Sipil
12 03 2.01 |02 Peningkatan dalam Pelayanan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang 16, 530.180.000 2 83.860.000 4 44.999.760 2 15.032.800: 50 33 4 98.892.800,00 - -
Pencatatan Sipil ditingkatkan
12 03 2.01 |05 Pengadaan Dokumen Kependudukan [Jumlah Dokumen Kependudukan selain 16, 500.000.000 0 - 3 0 0 - 0 0 - - -
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan
dengan Kebutuhan Kebutuhan vang tersedia
12 3 202 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Koordinasi, Fasilitasi, dan 80 1.568.824.000 0 - 75 - 0 0 - 0 0 - - -
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
12 3 202 |1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian[Jumlah Laporan hasil Koordinasi dengan 4 1.568.824.000 0 - 12 - 0 0 - 0 0 - - -
yang Menyelenggarakan Urusan Kantor Kementerian yang Berkaitan
Pemerintahan di Bidang Agama dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
Kabupaten/Kota dan Pengadilan dan Rujuk bagi Penduduk yang
Agama yang Berkaitan dengan Beragama Islam
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama
Islam
12 |3 202 |04 |Pelayanan secara aktif pendaftaran Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif 16| 1.754.310.150 0| - 4 - - 0] - 0] 0| - - -
peristiwa kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
pencatatan peristiwa penting terkait dan Pencatatan Peristiwa Penting
pencatatan sipil Terkait Pencatatan Sipil
Rata Rata Capain Kinerjal 55,98 53,01
Predikat capaian Rendah Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85 19.700.475.000| 40| 8.306.436.660 75 4.309.280.447 5,3 189.752.452 7 4 45 8.496.189.112,00] - -[Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH Pemberdayaan
KABUPATEN/KOTA Masyarakat dan
Desa
13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Dokumen Perencanaan, 95 505.688.000 49 208.186.000 95 37.293.300 0 - - 0 49 208.186.000,00 - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
13 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 32 252.844.000 4 101.434.000 8 18.939.560 0 0 - 0 4 101.434.000,00 - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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13 01 2.01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 16, 252.844.000 2 106.752.000 4 18.353.740 0 0 - 0 2 106.752.000,00
RKA - SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 95 15.959.346.000| 49 7.061.415.643 95 3.597.271.579 5,3 189.752.452 6 5 54 7.251.168.095,00]
Daerah
13 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan 148 14.704.279.000| 19 6.560.711.143 37| 3.429.331.579 37 189.752.452 100 6 56 6.750.463.595,00]
Tunjangan ASN
13 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 20 1.255.067.000 3 500.704.500 5 167.940.000 0 - 0 3 500.704.500,00|
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
13 01 2.02 |03 Administrasi Kepegawaian Perangkat [Persentase Administrasi Kepegawaian 1 272.000.000 - - 0| - 0 - - 0| 0| -
Daerah
13 01 2.02 |04 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah paket pakaian dinas beserta 0 72.000.000] - - 0 - 0 - - 0 0 -
Atribut Kelengkapannya atribut kelengkapan
13 01 2.02 |05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan 0 200.000.000 - - 0 - 0 - - 0 0 -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi fungsi yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
13 01 2.06 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah [Prosentase Administrasi Umum 85! 820.183.000 43 281.533.500 100 51.312.810 0,00 - - 0 43 281.533.500,00
Perangkat Daerah
13 |01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 65.002.000 1 15.136.000] 1 8.939.480 0 - 0 1 15.136.000,00]
Listrik/Penerangan bangunan Kantor |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
vang Disediakan
13 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 4 68.850.000 1 16.135.000| 1 15.664.500 0 - 0 1 16.135.000,00
yang Disediakan
13 01 2.06 |04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 0 231.000.000 - - 12 - - - 0 0 -
yang Disediakan
13 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 16, 138.331.000 2 48.612.500 4 3.758.830 0 - 0 2 48.612.500,00
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
13 01 2.06 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0 10.000.000 0 10.000.000 0| - 0 - 0| 0| 10.000.000,00
Tamu
13 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 24 307000000 3 191.650.000 6 22.950.000 0 - 0 3 191.650.000,00
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 95 1.191.716.000 45 453.427.272 100 258.958.400 92| - 92 0 137| 453.427.272,00
Pemerintahan Daerah Kantor
13 01 2.08 |02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 569.538.000 5 145.787.772 12 98.399.900 0 - 0 5 145.787.772,00
daya air dan listrik Komunukasi,Sumber Daya Air dan
Listrik vang Disediakan
13 01 2.08 |04 Penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 622.178.000 3 307.639.500 6 160.558.500 0 - 0 3 307.639.500,00|
kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang 85 951.542.000 40| 301.874.145 100 118.914.770 70 - 70| 0 110 301.874.145,00]
Penunjang Urusan Pemerintahan Dipelihara
Daerah
13 01 2.09 |01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 20 500.869.000 2 202.455.645 5 72.394.610 0 - 0 2 202.455.645,00]
pemeliharaan dan pajak kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
perorangan dinas atau kendaraan dinas|Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
jabatan
13 01 2.09 |06 Pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 20 52.899.000] 3 76.644.000 5 46.520.160 0 - 0 3 76.644.000,00
lainnya yang Dipelihara
13 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 397.774.000 0| 22.774.500 1 0 - 0 0 22.774.500,00
kantor dan bangunan lainnya Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Peningkatan Status Desa 55 4.440.790.000 - - 50| 0 - - - 0 0 -
Mandiri
13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Desa Mandiri (Desa) 3 4.440.790.000 - - 100 0 - - - 0 0 -
13 02 2.01 |01 Pembentukan, Penghapusan, Jumlah Desa yang melakukan 696 740.299.000 - - 0 o] 0 - - 0 0 -
Penggabungan dan Perubahan Status [Pembentukan, Penghapusan,
Desa Penggabungan, dan Perubahan Status
Desa
13 02 2.01 |02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan - 750.299.000 - - 0 0 - - - 0 0 -
Wilayahnya
13 02 2.01 |03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa  [Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan - 750.298.000 - - - 0 - - - 0 0 -
Kewenangannya
13 02 2.01 |04 Fasilitasi Penamaan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi - 709.298.000 - - 0 0 - - - 0 0 -
Penamaan dan Kode Desa
13 02 2.01 |05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Jumlah Laporan Hasil Penetapan - 750.298.000 - - - - - - - 0 0 -
Masyarakat Hukum Hukum Adat dan  |Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan
Desa Adat Kewenangan Kabupaten Desa Adat Kewenangan Kabupaten /
kota
13 [02 |2.01 (06 |Fasiliatsi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa - 740.298.000 g - 232 0| E - - 0] 0| -
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13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA |Persentase Desa yang mengembangkan 5,9 3.009.890.000 1 999.999.800 5,7| 1.000.000.000; 0 - 0 1 999.999.800,00|
DESA usaha ekonomi Desa melalui kerjasama
dengan BUMDes
Persentase peningkatan sinergi dan 5,9 3.009.890.000 1 999.999.800 50 1.000.000.000 0 - 0 1 999.999.800,00
kinerja PD PLD dalam memfasiliatasi
pembangunan desa
13 03 2.01 fasilitasi Kerjasama Antar Desa Persentase fasilitasiKerjasama Antar 100 - 0 0 -
Desa
13 03 2.01 |01 Fasiliatsi Kerjasama antar desa dalam  [Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 0 1.022.916.000 - - 46 0 - - 0 0 -
Kabupaten/ Kota Desa dalam Kabupaten / Kota
13 03 2.01 |02 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan [Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 0 994.807.000 - - 1 0 - - 0 0 -
Pihak Ketiga Dalam Kota/ Kabupaten Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten / Kota
13 03 2.01 |03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 992.167.000 0 999.999.800 1 1.000.000.000 0 - o] 0| 999.999.800,00
Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
13 04 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Desa tertib 80 6.241.338.000 44 2.072.507.733 78,02 1.373.037.404 0,00] - 0 44 2.072.507.733,00]
PEMERINTAHAN DESA administrasi(Pengelolaan dan
perencanaan dan penganggaran)
13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Persentase Desa yang Tealh Memiliki 80,17 6.241.338.000 44 2.072.507.733 100 1.373.037.404 0,00 - o] 44, 2.072.507.733,00
Penyelenggaraan Administrasi Batas Wilayah Administrasi Desa Sesuai
Pemerintahan Desa Dengan Ketentuan Permendagri Nomor
45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
yang Ditetapakn Dalam Peraturan
Bupati/Wali Kota (Desa)
13 04 2.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi |Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 696 91.000.000] 58 19.000.000 232 33.520.000 0 - 0 58| 19.000.000,00
Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa
13 04 2.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 0 41.000.000] - - 5 - - 0 0 -
Desa Produk Hukum Desa
13 04 2.01 |03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 0 41.000.000] - - 0 - - 0 0 -
Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa
13 04 2.01 |04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan 0 41.000.000] - - 6 - - 0 0 -
Keuangan Desa
13 04 2.01 |05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Pemenrintah Desa 4176 3.880.896.000 116 747.551.183 232 606.798.304 0 - 0 116 747.551.183,00]
Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan
Kapasitas
13 04 2.01 |06 Fasiliatasi Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggraan 0 41.000.000] - - 0 0 0 - 0 0 -
Musyawarah Desa Musyawarah Desa
13 04 2.01 |07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan 0 41.000.000 - - 0 0 - 0 0 -
Desa Pengawasan Peraturan Desa
13 04 2.01 |08 Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 3 131.898.000 0| 301.389.000 1 304.698.000 0 - 0 0 301.389.000,00|
BumbDesa dan Lembaga Kerjasama Pemberdayaan BUM Desa yang
Antar Desa Lembaga Kerja Sama antar Desa
13 04 2.01 |09 Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 3 1.225.000.000 0| 822.171.550 1 0 0 - 0 0 822.171.550,00]
Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan, Pengangkatan dan
Kepala Desa Pemberhentian Kepala Desa
13 04 2.01 |10 Fasilitasi Pengangkatan dan Jumlah Laporan Pengangkatan dan 3 91.000.000] 0| 23.000.000 1 23.000.000 0 - 0 0 23.000.000,00
Pemberhentian Perangkat Desa Perberhentian Perangkat Desa
13 04 2.01 |11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 0 41.000.000] - - 232 0 0 - 0 0 -
13 04 2.01 |12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 0 51.250.000 - - 0 0 0 - 0 0 -
Desa Manajemen Pemerintahan Desa
13 04 2.01 |13 Fasiliatsi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 696! 139.648.000 58, 38.500.000 0 77.398.000 0 - 0 58 38.500.000,00
Aset Desa
13 04 2.01 |14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti 0 51.250.000] - - - - - - 0 0 -
Anggota BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas
13 04 2.01 |15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam 232 51.250.000] - - 232 206.727.100 0 - 0 0 -
Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa
13 04 2.01 |16 Fasiliatsi Pembinaan Laporan Kepala Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 0 51.250.000] - - 0 - - - 0 0 -
Desa Laporan Kepala Desa
13 04 2.01 |17 Pelaksanaan Penugasan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / 0 51.250.000] - - 0 - - - 0 0 -
Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota |Kewenangan Kabupaten / Kota yang
yang Dilaksanakan oleh Desa Dilaksanakan oleh desa
13 04 2.01 |18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa [Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 3 179.646.000 1 120.896.000 1 120.896.000 0 - o] 1 120.896.000,00|
serta Lomba Desa dan Kelurahan Perkembangan Desa serta Lomba Desa
da Kelurahan
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13 (05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA |Presentase lembaga 100 5.309.890.000 50 2.815.112.200 100 531.569.000 0,00 - - 0] 50 2.815.112.200,00 - -
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT  |adat,kemasyarakatan, dan masyarakat
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT hukum adat yang dibina dalam
pembangunan desa
13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Prosentase Lembaga Kemasyarakatan 100 5.309.890.000 50 2.815.112.200 100 531.569.000 0,00 - - o] 50 2.815.112.200,00 - -
Kemasyarakatan yang Bergerak di yang Diberdayakan
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Sama
Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
13 05 2.01 Identifikasi dan Inventarisasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan 3 135.797.000 0 84.547.000 1 84.547.000 0 - - 0| 0| 84.547.000,00 - -
Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
13 05 2.01 |02 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan [Jumlah Dokumen Hasil Penataan, 0 51.250.000 - - 1 - 0 - - 0| 0| - - -
Pendayagunaan Kelembagaan Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kemasyrakatan Desa/Kelurahan (RT, Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat
RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang |Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK,
Taruna), Lembaga Desa/ Kelurahan dan | Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Masyarakat Hukum Adat Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan
Masvarakat Hukum Adat
13 05 2.01 |03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Lembaga Kemasyarakat Desa/ 696 135.797.000 58| 84.547.000 232 84.547.000 0 - - 0 58 84.547.000,00 - -
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat
Adat Desa/ Kelurahan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan
Hukum Adat Kapasitasnva
13 05 2.01 |04 Fasilitasi Penyediaan sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 51.250.000] - - 0 - - - 0 0 - - -
Prasarana Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyrakatan Desa/ Kelurahan (RT, |Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK,
RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang  [Posyandu, LPm, dan Karang Taruna),
Taruna), Lembaga Adat Desa/ Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Kelurahan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat
13 05 2.01 |05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 0 51.250.000] - - - - - 0 0 - - -
Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatan Pendapatan Asli Desa
13 05 2.01 |06 Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 3 341.115.000 - 146.018.200 1 162.475.000| 0 - 0 0| 146.018.200,00| - -
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pemenrintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
13 05 2.01 |07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong [jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 0 517.931.000 - - 1 - 0 0 - - -
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat
13 05 2.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 2.802.500.000 0| 1.700.000.000; 0 - - 0 0 1.700.000.000,00 - -
Ketentraman, Ketertiban dan Penyelenggaraan Ketentraman,
Perlindungan Masyarakat Desa Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat desa
13 05 2.01 |09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 4 1.223.000.000 1 800.000.000 1 200.000.000 0 - 0 1 800.000.000,00| - -
Penyelenggaraan Gerakan Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Perberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
Rata rata capain kinerja 8,32 7,61]
Predikat| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
14 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85, 27.252.454.000 32 5.546.753.921 75 6.860.114.707 3.259.755.558 0,00 47,52 32 8.806.509.479 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
14 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, 100 56.450.150 46 12.148.283 100 20.000.010 25 3.385.000 25,00 16,92 71 15.533.283 0,00 0,00
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
14 01 2.01 |01 Penyusunan DokumenPerencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen 44 56.450.150 6| 29.941.500 10 9.999.890 1 1.315.000 10,00 13,15 7 31.256.500 - -
PerangkatDaerah Perencanaan Perangkat Daerah




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD
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Realisasi capaian kinerja RKPD
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Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi R 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
14 01 2.01 |07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja 48 12 10.000.120 1] 1.145.000 8,33 11,45 1] 1.145.000] -
PerangkatDaerah
14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 70 24.888.624.251 49 5.266.503.316 70 6.453.204.808 1] 925.000! 1,43 0,01 50 5.267.428.316 -
Daerah
14 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 202 24.412.077.251 26 10.105.682.959 52 6.363.432.478 1 3.086.691.876 1,92 48,51 27 13.192.374.835 -
ASN
14 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksaanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 4 476.547.000 1 189.832.500 1 87.750.000 1 3.016.456.826 100,00 100,00 2| 3.206.289.326 -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
14 01 2.02 |05 Koordinasi dan PenyusunanLaporan Jumlah LaporanKeuangan Akhir - 2.022.330 6 69.140.000 0,00 100,00 6 69.140.000 -
Keuangan AkhirTahun SKPD TahunSKPD dan Laporan
HasilKoordinasi PenyusunanLaporan
KeuanganAkhir Tahun SKPD
14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 3.033.800 6 1.095.050! 0,00 36,09 6 1.095.050 -
Perangkat Daerah
14 01 2.03 |02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3.033.800 0,00 0,00 - - -
14 01 2.05 |03 Administrasi Kepegawaian Perangkat [Persentase Administrasi Kepegawaian 70 35.868.900] 47 12.699.000| 65 14.999.805 0,00 0,00] 47| 12.699.000 -
Daerah
14 |01 2.05 |03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 12 35.868.900 2 20.370.900 3 14.999.805 0,00 0,00 2 20.370.900 -
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum 55! 189.950.750 43 46.594.398 50 47.661.960 10| 1.726.950 20,00 3,62] 53 48.321.348 -
14 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik [Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 15.420.000 2 3.295.000 8.613.110 0,00 0,00] 2 3.295.000 -
/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Yang Disediakan
14 01 2.06 |03 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga 9.746.550 6 1.726.950! 0,00 17,72 6 1.726.950 -
yangDisediakan
14 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor - 0,00 0,00] - - -
yangDisediakan
14 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 52.190.750 2 22.613.275 5 10.972.300 0,00 0,00 2 22.613.275 -
Penggandaan Penggandaan Yang Disediakan
14 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 21.460.000 0 3.655.000 - - 0,00 0,00 0| 3.655.000 -
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Yang
Disediakan
14 01 2.06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 21.000.000 0 21.000.000 0,00 0,00 0| 21.000.000 -
Tamu
14 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 3 79.880.000] - - 18.330.000 13 31.028.050 0,00 169,27 13 31.028.050 -
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14 01 2.06 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi |Terealisasinya rapat konsultasi dan - - - 8.440.000 0,00 0,00] - 8.440.000 -
Dalam Daerah koordinasi ke Kecamata
14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 75! 830.510.248 25 176.302.634 70 257.101.534 0,00 0,00 25 176.302.634 -
Pemerintahan Daerah Kantor
14 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 136.669.248 6| 86.070.277 12 64.927.116 - 1.057.050 0,00 1,63 6| 87.127.327 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48] 693.841.000 6 284.440.000 12 192.174.418 - 4.530.000 0,00 2,36 6 288.970.000 -
Kantor Pelayanan Umum Kantor
14 01 2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Persentase Barang MilikDaerah 60 4.112.790 6 15.120.000: 10,00 100,00 6| 15.120.000 -
Penunjang UrusanPemerintah Daerah
14 01 2.07 |.05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebelyang Disediakan 27 4.112.790 0,00 0,00 - - -
14 01 2.07 |06 Pengadaan Peralatan danMesin Jumlah Unit Peralatandan Mesin 24 0,00 0,00 - - -
Lainnya Lainnya yangDisediakan
14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 65 546.962.100 24 32.506.749 65 60.000.000 6,00] 10.321.000: 9,23 17,20 30| 42.827.749 -
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
14 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1 100.666.450 1 35.993.420 1 60.000.000 0,00 0,00 1 35.993.420 -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
14 01 2.09 |02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 4 96.696.150] - 15.076.500| 2 - 0,00 0,00] - 15.076.500 -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan Yang
Kendaraan DinasOperasional atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
lapangan Perizinan
14 01 2.09 |06 Pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 19, 37.600.000] 5 4.260.000! 12 0 12 162.927.732 100,00 0,00] 17 167.187.732 -
lainnya Yang Dipelihara
14 01 2.09 |09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 311.999.500 0| 8.667.000! 1 0 1 17.427.732. 100,00 0,00] 1 26.094.732 -
kantor dan bangunan lainnya Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
- - 6 145.500.000 0,00 0,00] 6 145.500.000 -
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RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
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5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
14 (02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Total Fertility Rate (TFR) 2,67 539.785.000 1 195.860.650 2,68 34.999.370 2,68 5.024.000 100,00 14,35 4 200.884.650 0,00 0,00
2.01 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan | Persentase Angka Kelahiran Total (Total 75 320.032.850 50 98.233.600| 70| 17.999.480 6,00/ 5.024.000 8,57 27,91 56 103.257.600 0,00 0,00
pemerintah daerah provinsi dengan Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49
pemerintah daerah kabupaten / kota |Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)
dlam rangka pengendalian kuantitas (AKL)
penduduk
14 02 2.01 |02 Penyusunan danPemanfaatan Grand Jumlah DokumenPenyusunan 1 0,00 0,00 - - - -
DesignPembangunanKependudukan danPemanfaatan GrandDesign
(GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota PembangunanKependudukan
(GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota
14 02 2.01 |05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja 2 34.000.000] 0| 14.000.000 1 9.999.760 0,00 0,00] 0 14.000.000 - -
Pendidikan Kependudukan Jalur Sama Pelaksanaan Pendidikan
Pendidikan Formal Kependudukan Jalur Formal, Nonformal
dan Informal
14 02 2.01 |08 Penyediaan dan pengembangan materi [Jumlah Dokumen Penyediaan dan 2 126.231.100 0| 45.431.750 2 0,00 0,00] 0 45.431.750] - -
pendidikan kependudukan jalur Pengembangan Materi Pendidikan
pendidikan non formal sesuaiisu lokal [Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Kabupaten / Kota Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota sesuai
Isu Lokal Kabupaten/Kota
14 02 2.01 |13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian [Jumlah Organisasi yang mengikuti 20 159.801.750 2 52.801.750 5 10.824.818.509 0,00 0,00] 2 10.877.620.259 - -
Dampak Kependudukan Beserta Model |Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini |Dampak Kependudukan Beserta Model
Dampak Kependudukan Kepada Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini
Pemangku Kepentingan Dampak Kependudukan Kepada
Pemangku Kepentingan
14 02 2.01 |14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil 7.999.720 0 0,00 - - - -
Pemutakhiran Data Keluarga
14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Persentase Penyusunan Profil 75 219.752.150 38| 83.627.250 100 16.999.890 0,00 0,00 38, 83.627.250 - -
Penduduk Cakupan Daerah Kependudukan, Keluarga Berencana
Kabupaten/ Kota dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)
14 02 2.02 Pelaksana saresehan hasil Jumlah Laporan Pelaksana saresehan 4 105.000.000 1 46.275.000 23 - 887 10.102.178.559 100,00 100,00 100 10.148.453.559 - -
pemuktahiran data keluarga hasil pemuktahiran data keluarga
14 02 2.02 |13 Pengolahan dan Pelaporan Data Jumlah Dokumen Pengolahan dan 4 114.752.150 1 73.172.150 1 16.999.890 757 10.102.178.559 100,00 100,00 100 10.175.350.709 - -
Pengendalian laporan dan Pelayanan  [Pelaporan Data Pengendalian Lapangan
KB dan Pelayanan KB
14 02 2.02 |08 Membentuk Rumah Jumlah Rumah DataKependudukan 23 0,00 0,00 - - - -
DataKependudukan di KampungKB dikampung KB untukMemperkuat
untuk Memperkuatintegrasi Program |IntegrasiProgram BanggaKencana
KKBPK diSektor Lain (PembangunanKeluarga,Kependudukan
, danKeluarga Berencana) diSektor Lain
vangDibentuk
14 02 2.02 |09 Pembinaan dan Jumlah LaporanPembinaan 23 0,00 0,00] - - - -
PengawasanPenyelenggaraan danPengawasanPenyelenggaraanSistem
SistemInformasi Keluarga InformasiKeluarga
14 02 2.02 |10 Pemanfaatan Data HasilPemutakhiran [Jumlah Data HasilPemutakhiran 1 0,00 0,00] - - - -
Data Keluarga DataKeluarga yangDimanfaatkan
14 02 2.02 |13 Pengolahan dan PelaporanData Jumlah DokumenPengolahan 1 0,00 0,00 - - - -
PengendalianLapangan dan Pelayanan [danPelaporan DataPengendalian
KB Lapangandan Pelayanan KB
14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Persentase kebutuhan ber KB yang 37 240.724.100 6 9.197.569.700 38 7.432.697.929 0,00 0,00] 6 9.197.569.700 = =
BERENCANA (KB) tidak terpenuhi (Unmeed need)
Persentase pemakaian kontrasepsi 74 36 - 74 - 846.000 0,00 0,00 36 846.000 - -
modern (Modern Contraceptive
Prevalance Rate /mCPR)
14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Persentase Kelompok Kerja KKBPK 80! 7.542.937.000 44 5.233.735.153 80 7.397.697.778 35 846.000 43,75 0,01} 79 5.234.581.153 - -
Informasi dan Edukasi (KIE) (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk.
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai |Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
Kearifan Budaya Lokal (KKBPK)
14 03 2.01 |02 Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) |Jumlah DokumenKomunikasi, 1 34.999.940 1 630.445.600 50,00 100,00 1 630.445.600 - -
ProgramKKBPK Sesuai KearifanBudaya |Informasidan Edukasi (KIE)Program
Lokal BanggaKencana
(PembangunanKeluarga,Kependudukan
, danKeluarga Berencana)Sesuai
Kearifan Budavalokal




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
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14 03 2.01 Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 1 70.000.000 0 55.523.000 6 630.445.600 50,00 0,00 6| 685.968.600 - -
Melalui Media Massa Cetak dan Program Bangga Kencana (
Elektronik Serta Media Luar Ruang Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
14 03 2.01 |07 Pengelolaan operasional dan sarana di |Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 23 6.414.930.300 12 8.474.406.500 1 7.362.697.838 0,00 0,00 12 8.474.406.500 - -
balai penyuluhan KKBPK Operasional dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga Kencana (
Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
14 03 2.01 |08 Pengendalian ProgramKKBPK Jumlah Laporan HasilPengendalian 4 0,00 0,00 - - - -
ProgramKKBPK
14 03 2.02 Pendayagunaan TenagaPenyuluh Persentase TenagaPenyuluh 65 91.348.350 0,00 0,00] - 91.348.350 - -
KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB) KB/PetugasLapangan KB(PKB/PLKB)
vangberkompeten (Orang)
14 03 2.02 |03 Penguatan PelaksanaanPenyuluhan, Jumlah Laporan HasilPenguatan 1 1 91.348.350 100,00 0,00] 1 91.348.350 - -
Penggerakan,Pelayanan PelaksanaanPenyuluhan,Penggerakan,
danPengembangan ProgramKKBPK Pelayanandan PengembanganProgram
untuk BanggaKencana
PetugasKeluargaBerencana/PenyuluhL |(PembangunanKeluarga,Kependudukan
apangan KeluargaBerencana , danKeluarga Berencana)untuk Petugas
(PKB/PLKB) KeluargaBerencana/PenyuluhLapangan
KeluargaBerencana (PKB/PLKB)
14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Persentase Angka prevalensi 75 1.058.006.700 32 333.820.197 70| 35.000.151 0,00 0,00 32] 333.820.197 - -
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi |kontrasepsi modern/modern
Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)
Daerah Kabupaten/Kota (%)
14 03 2.03 |01 PengendalianPendistribusian Alat Jumlah 23 5.000.090 0,00 0,00 - - - -
danObat Kontrasepsi danSarana LaporanPengendalianPendistribusian
Penunjang PelayanankB ke Fasilitas Alat danObat Kontrasepsi danSarana
KesehatanTermasuk Jaringan PenunjangPelayanan KB keFasilitas
danlJejaringnya KesehatanTermasuk Jaringan
danJeiaringnva
14 03 2.03 |02 Peningkatan KompetensiPengelola dan |[Jumlah Akseptor yangMengikuti 50| 0,00 0,00 - - - -
PetugasLogistik Alat dan PeningkatanKompetensi Pengeloladan
ObatKontrasepsi serta Petugas LogistikAlat dan
SaranaPenunjang Pelayanan KB ObatKontrasepsi sertaSarana
PenunjangPelavanan KB
14 03 2.03 |03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Jumlah Orang Yang Mengikuti 4217 149.000.000 329 22.600.000 1700 21.999.906 40 330.970.800 2,35 100,00 369 353.570.800 - -
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Peningkatan Kesertaan Penggunaan
(MKJP) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
14 03 2.03 |06 Penyediaan Sarana Penunjang Jumlah Unit Sarana Penunjang 8 721.500.000 2 620.988.500 1 - 1 330.970.800 50,00 0,00] 3 951.959.300 - -
Pelayanan KB Pelayanan KB
14 03 2.03 |08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 4 82.724.100 0| 52.724.100 1 8.000.155 1 330.970.800 60,00 100,00 1 383.694.900 - -
Berencana dan Kesehatan Reproduksi [Pelayanan Keluarga Berencana dan
di Fasilitas Kesehatan Termasuk Kesehatan Reproduksi di Fasilitas
Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan termasuk Jaringan dan
Jeiaringnva
14 03 2.03 Promosi dan Konseling Kesehatan Jumlah Orang Yang Mendapatkan 1318 90.000.000] 330 29.640.000 0 - 0,00 0,00 330 29.640.000 - -
Reproduksi Serta Hak - Hak Reroduksi  [Promosi dan Konseling Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi
Kegiatan di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok
Kegiatan
14 03 2.03 Dukungan Operasional Pelayanan KB [Jumlah Laporan Dukungan Operasional 2 14.782.600 - - - - 0,00 0,00] - - - -
Bergerak Pelayanan KB Bergerak
14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran [Persentase Organisasi Kemasyarakatan 60 88.000.000] 25 100 60| - 0,00 0,00] 25 100 - -
serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam |mendapatkan pembinaan (Ormas)
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
14 03 2.04 |01 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 2 88.000.000] 1 30.000.000 10 - 0,00 0,00] 1 30.000.000 - -
Terpadu Kampung KB




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
14 (04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Kelompok Ketahanan dan 53 420.733.000 16 529.910.000 48 35.000.060 0,00 0,00 16 529.910.000 0,00 0,00
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA |Kesejahteraan Keluarga yang
(KS) melakukan pembinaan keluarga sesuai
8 fungsi keluarga
14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga [Persentase Fasilitasi Pengelolaan 60 420.733.000 46 529.910.000 57| 35.000.060 0,00 0,00] 46 529.910.000 - -
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Program Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana mencakup rakerda
dan rapat koordinasi
14 04 2.01 |01 Pembentukan KelompokKetahanan Jumlah KelompokKetahanan 4 35.000.060 0,00 0,00 - - - -
danKesejahteraan Keluarga(Bina danKesejahteraan Keluarga(Bina
Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Keluarga Balita(BKB), Bina
Remaja (BKR),Pusat Informasi KeluargaRemaja (BKR), Pusatinformasi
danKonseling Remaja (PIK-R)Bina dan KonselingRemaja (PIK-R)
Keluarga Lansia (BKL),Unit BinaKeluarga Lansia (BKL),Unit
PeningkatanPendapatan PeningkatanPendapatan
KeluargaSejahtera (UPPKS) KeluargaSejahtera (UPPKS)
danPemberdayaan EkonomiKeluarga) |danPemberdayaan EkonomiKeluarga)
vaneDibentuk
14 04 2.01 |03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan 4 270.733.000 1 50.800.000 4 - 0,00 0,00 1 50.800.000 - -
Pengelola Ketahanan dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,|dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
14 04 2.01 |07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 4 502.000.000 1 479.110.000 2 - 1 39.640.000 50,00 0,00 2| 518.750.000 - -
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan [Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R  |Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dan Pemberdayaan Ekonomi (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS) Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Rata-Rata Capaian Kinerja 35,69 43,29
Predikat capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 27.509.141.969
PERHUBUNGAN
15 (o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 91 35.416.802.000 41 14.834.458.785 75 7.325.725.953 48 2.801.275.470 64,00 38,24 89 17.635.734.255 - -|Dinas Perhubungan
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, 71! 104.852.000 47 32.121.900 70 33.580.350 14 3.385.000 20,00 10,08 61 35.506.900 - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
15 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 21 58.672.000 3 13.401.900 6 12.850.350 - 1.315.000 0,00 10,23 3 14.716.900 - -
Perangkat Daerah PerangkatDaerah
15 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 12 46.180.000 2 18.720.000 3 8.965.000 1 1.145.000 33,33 12,77 3 19.865.000 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
15 01 2.01 |07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja 4 11.765.000 1 925.000; 25,00 7,86 1 925.000| - -
Perangkat
15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 80 32.655.110.000| 48 14.107.616.813 100 6.547.025.693 50 6.834.445.245 50,00 104,39 98| 20.942.062.058 - -
Daerah
15 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 87 28.862.126.000| 44 12.647.338.812 87| 6.435.736.093 87| 6.254.110.244 100,00 97,18 131] 18.901.449.056 - -
danTunjangan ASN
15 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 3.792.984.000 6| 1.460.278.001 12 98.960.000 3 580.335.001 25,00 100,00 9| 2.040.613.002 - -
Tugas ASN AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
15 01 2.02 |03 Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12 12.329.600 5 53.765.050 41,67 100,00 5 53.765.050 - -
15 01 2.04 Administrasi PendapatanDaerah 0 0,00 0,00 - - - -
KewenanganPerangkat Daerah
15 01 2.04 |02 Analisis dan Pengembangan Retribusi  |Jumlah Dokumen HasilAnalisis 1 0 0,00 0,00 - - - -
Daerah, sertaPenyusunan sertaPengembanganRetribusi Daerah
KebiiakanRetribusi Daerah danKebiiakan RetribusiDaerah
15 01 2.04 |03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan HasilPenyuluhan 2 0 0,00 0,00 - - - -
KebijakanRetribusi Daerah danPenyebarluasanKebijakan
RetribusiDaerah
15 01 2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat 14.297.590 25 1.726.950 0,00 12,08] 25 1.726.950 - -
Daerah




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 01 2.05 |02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Jumlah Paket PakaianDinas beserta 1 0 0,00 0,00] - -
AtributKelengkapannya AtributKelengkapan
15 01 2.05 |05 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Jumlah DokumenMonitoring, 12 14.297.590 3 1.726.950! 25,00 12,08 3 1.726.950
Kinerja Pegawai Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai
15 01 2.05 |09 Pendidikan dan PelatihanPegawai Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas 10 0 0 0 0,00 0,00 - -
Berdasarkan Tugasdan Fungsi danFungsi yang MengikutiPendidikan
danPelatihan
15 01 2.05 |10 Sosialisasi PeraturanPerundang- Jumlah Orang yangMengikuti 10 0 0 0 0,00 0,00] - -
Undangan SosialisasiPeraturan Perundang-
Undangan
15 01 2.05 |11 Bimbingan Teknisimplementasi Jumlah Orang yangMengikuti 10 0 0 0 0,00 0,00] - -
PeraturanPerundang-Undangan BimbinganTeknis
ImplementasiPeraturan Perundang-
Undangan
15 01 206 Administrasi UmumPerangkat Daerah 146.307.410 0,00 0,00 - -
15 01 206 Jumlah DokumenPenatausahaan Persentase Administrasi Umum 86! 1.680.084.000 47 418.178.848 85 146.307.410 11 15.908.050: 12,94 10,87 58 434.086.898,
danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD
15 01 206 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 6 44.000.000 1 11.072.000 6 4.870.610 0 0 0,00 0,00 1] 11.072.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |InstalasiListrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
15 01 206 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 27.096.000 1 9.510.650 1 6.277.000 0 0 0,00 0,00] 1 9.510.650]
yangDisediakan
15 01 206 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 125.000.000 1 23.135.000 1 24.347.430 1 1.530.000:! 100,00 6,28] 2 24.665.000
yang Disediakan
15 01 206 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 176.936.000 1 50.414.400 1 19.201.370 0 0 0,00 0,00] 1 50.414.400
Penggandaan Penggandaanyang Disediakan
15 01 206 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 294.000.000 6| 126.500.000 12 56.400.000 12 0 100,00 0,00 18 126.500.000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
15 01 206 |07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah PaketBahan/Material 1 0 0,00 0,00] - -
vangDisediakan
15 01 206 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah LaporanFasilitasi 12 0 0,00 0,00 - -
KunjunganTamu
15 |01 206 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 378.436.000 6 30.314.500 12 35.211.000 3 10.321.000; 25,00 29,31 9 40.635.500
Konsultasi SKPD RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD
15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 52.897.380 0,00 0,00] - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15 01 2.07 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 52.897.380 0 0,00 0,00 - -
Lainnya
15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jenis Jasa Penunjang Urusan 83 317.308.000 39 83.616.149 80 406.211.030 45 128.149.164 56,25 31,55 84, 211.765.313
Pemerintahan Daerah Kantor
15 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12| 180.184.000 6| 48.866.649 12 50.150.942 5 11.349.164 41,67 22,63 11 60.215.813
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
15 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 137.124.000 6| 34.749.500 12 356.060.088 5 116.800.000 41,67 32,80 11 151.549.500
Kantor PelayananUmum Kantor yang
Disediakan
15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang 71 659.448.000 36 192.925.075 70| 125.406.500 0,1 5.024.000 0,14 4,01 36 197.949.075
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
15 01 2.09 |02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 12, 521.848.000 6 166.434.750 12 110.531.000 2 5.024.000 16,67 4,55 8 171.458.750
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Perorangan Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Dinas Jabatan
15 01 2.09 |04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Alat Besar yang Dipelihara 12, 90.000.000] 4 11.207.825 12 0 0 0 0,00 0,00] 4 11.207.825
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dandibayarkan Perizinannya
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
15 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 12 47.600.000 5 15.282.500 12 6.820.000 0 0 0,00 0,00 5 15.282.500
Lainnya yangDipelihara
15 01 2.09 |10 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan  [Jumlah Sarana danPrasarana 4 8.055.500 0,00 0,00 - -
PrasaranaGedung Kantor GedungKantor atau BangunanLainnya
atauBangunan Lainnyva vangDipelihara/Direhabilitasi
15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU |Persentase ketersediaan fasilitas 90 68.052.135.000| 35 42.563.267.600 80| 19.504.298.016 36 8.181.932.709; 45,00 41,95 71 50.745.200.309
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |kelengkapan jalan di ruas jalan
kabupaten dan Sarana Prasarana
Perhubungan Lainnva




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
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Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 (02 Rasio Konektivitas Kabupaten 35 2.503.736.000 15 645.070.500 90 0| 16 77.848.350 17,78 0,00 31 722.918.850
15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan | Persentase Perlengkapan Jalan diJalan 83 61.606.055.000| 42 39.460.343.007| 90| 0 35 7.660.641.109; 38,89 0,00] 77| 47.120.984.116
Kabupaten/Kota Kabupaten (unit)
15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapanlalan di Jumlah PerlengkapanJalan di 1584 17.942.581.066 0 0 0,00 0,00] - -
JalanKabupaten/Kota JalanKabupaten/Kota yangTersedia
15 02 2.02 |04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan di 5404 61.606.055.000| 720 39.460.343.007 1351 17.942.581.066 1351 23.488.555.351] 100,00 130,91 2.071 62.948.898.358
Perlengkapan Jalan JalanKabupaten/Kota yang Tersedia
15 02 2.03 Pengelolaan TerminalPenumpang Tipe 0 0,00 0,00] - -
C
15 02 2.03 |04 Rehabilitasi danPemeliharaan Jumlah Terminal(Fasilitas Utama 0| 0 0,00 0,00 - -
Terminal(Fasilitas Utama danPendukung) yangDirehabilitasi
danPendukung) danDipelihara
15 02 2.04 Penerbitan IzinPenyelenggaraan 0 0,00 0,00 - -
danPembangunan FasilitasParkir
15 02 2.04 |01 Fasilitasi PemenuhanPersyaratan Jumlah DokumenPemenuhan 0 0 0,00 0,00 - -
Perolehan IzinPenyelenggaraan PersyaratanPerolehan
danPembangunan FasilitasParkir IzinPenyelenggaraan danTerbangunnya
KewenanganKabupaten/Kota FasilitasParkir
dalamSistem Pelayanan KewenanganKabupaten/Kota
PerizinanBerusaha Terintegrasi dalamSistem PelayananPerizinan
SecaraElektronik BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik
Jumlah Terminal(Fasilitas Utama 1 0 0,00 0,00 - -
danPendukung) yangDirehabilitasi
danDipelihara
15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [ Persentase Kendaraan Bermotor Wajib 49 752.080.000 7 304.179.593 0| 73.567.000 12 846.000 0,00 1,15 19| 305.025.593
Uji
15 02 2.05 |01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 13009 752.080.000 1.377 304.179.593 3500 73.567.000 0 864.000 0,00 1,17 1.377 305.043.593
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [ BerkalaKendaraan Bermotor yang
Tersedia
15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa | Persentase pelaksanaan manajemen 20 5.694.000.000| 20 2.798.745.000 0 1.241.045.600 10% 520.445.600 0,00 41,94 20 3.319.190.600
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
15 02 2.06 |01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Jumlah Laporan Penataan Manajemen 48| 5.694.000.000 6 2.798.745.000 12 1.241.045.600 5 520.445.600 41,67 41,94 11 3.319.190.600
Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Kabupaten/Kota JalanKabupaten/Kota
15 |02 2.07 Persetujuan Hasil AnalisisDampak Lalu 0 0 0,00 0,00 - -
Lintas(Andalalin) untuk
JalanKabupaten/Kota
15 02 2.07 |03 Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Jumlah LaporanKoordinasi 1 0 0 0,00 0,00] - -
Hasil Andalalin danSinkronisasi PenilaianHasil Andalalin
15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Persentase Angkutan Umum untuk Jasa 25 1.952.176.000 7 373.680.500 0| 247.104.350 16 77.848.350 0,00 31,50 23 451.528.850
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang |Angkutan Orang dan/atau Barang antar
antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota
Kabupaten/Kota
15 02 2.09 |01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa 21 1.952.176.000 3 373.680.500 5 247.104.350 5 77.848.350 100,00 31,50 8 451.528.850
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang |Angkutan Orang dan/atau Barang Antar
antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota vang Tersedia
15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Persentase Izin Penyelenggaraan 35 551.560.000 16 271.390.000 0| 0| 0 0 0,00 0,00 16 271.390.000
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas ~ |Angkutan Orang yang Diterbitkan
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
15 02 2.14 |01 Fasilitasi PemenuhanPersyaratan Jumlah LaporanPemenuhan 7| 0| 0 0 0,00 0,00 - -
Perolehan IzinPenyelenggaraan PersyaratanPerolehan
AngkutanOrang dalam IzinPenyelenggaraanAngkutan Orang
TrayekKewenanganKabupaten/Kota dalamTrayek
dalamSistem Pelayanan KewenanganKabupaten/Kota
PerizinanBerusaha Terintegrasi dalamSistem PelayananPerizinan
SecaraElektronik BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik
15 02 2.14 |02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan 48 551.560.000 6| 271.390.000 12 0| 0 0 0,00 0,00 6| 271.390.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Angkutan Orang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
dalam Trayek Kewenangan yang Wilayah Operasinya Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
15 05 PROGRAM PENGELOLAAN Rasio Keselamatan Transportasi 90 3.026.860.000 35 1.564.505.000 80| 679.118.000 1 267.970.800 1,25 39,46 36 1.832.475.800
PERKERETAAPIAN Perkeretaapian
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Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 05 2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Persentase Keselamatan pada 85 3.026.860.000 43 1.564.505.000 90| 679.118.000 45 267.970.800 50,00 39,46 88| 1.832.475.800 - -
yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah|perlintasan sebidang
Kabupaten/Kota
15 05 2.03 |02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sosialisasi 48 3.026.860.000 6| 1.564.505.000 12 679.118.000 12| 267.970.800 100,00 39,46 18 1.832.475.800 - -
Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Pelaksanaan Kebijakan Penetapan
Kereta Api yang Jaringannya Jaringan Jalur Kereta Api yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Jaringannya Kewenangan
Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji
Coba Kebijakan Penetapan Jaringan
Jalur Kereta Api yang Jaringannya
Kewenanean Kabupaten/Kota
Rata rata capain kinerja 44,30 BItSIl
Predikat capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN 10.682.827.612
INFORMATIKA
16 (01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85 23.957.680.000 17, 7.907.053.396 80 5.852.032.422 0,00 0 0,00 0,00 97 7.907.053.396 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
PEMERINTAHAN DAERAH dan Informatika
KABUPATEN/KOTA
16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, 51 351.960.000 27 129.960.000 100 75.000.000 3.000.000 0,00 4,00 127 132.960.000 - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
16 01 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 17! 121.092.000 2 65.000.000 4 40.000.000 0 0 0,00 0,00 6 65.000.000 - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
16 01 2.01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 4 20.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2 - - -
RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
16 01 2.01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 30.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2 - - -
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
SKPD
16 01 2.01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 4 20.000.000 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - - -
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
16 01 2.01 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan [Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 20.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2| - - -
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
16 01 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 16, 120.868.000 2 64.960.000 0 35.000.000 0 0 0,00 0,00] 2 64.960.000 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
16 01 2.01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 20.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00 1 - - -
Perangkat Daerah
16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 86! 18.168.903.000 11 5.464.028.711 85 5.176.548.848 0 2.001.746.843 0,00 38,67 96 7.465.775.554 - -
Daerah
16 01 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 326 17.674.193.000| 41 5.083.140.711 82 4.941.853.208 0 0 0,00 0,00 123 5.083.140.711 - -
Tunjangan ASN
16 01 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 0 420.710.000 0 331.710.000 2 219.210.000 1 331.710.000 50,00 151,32 2 663.420.000 - -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
16 01 2.02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2 2.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - - -
Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD
16 01 2.02 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 2.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - - -
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
16 01 2.02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 16, 64.000.000 1 49.178.000 4 15.485.640 1 19.178.000: 25,00 123,84 5 68.356.000 - -
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
16 01 2.02 |06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 2 2.000.000| 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00 1 - - -
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan




. . " . Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi capaian kinerja RKPD Tl_ngk-at Caplan'Kln?rja dan Realisasi kinerja Anggaran RPJMD ngk_at (?'apalan dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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16 01 2.02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan 2 2.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
16 01 2.02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 2 2.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Persentase Penyelenggaraan 86 306.000.000 0| - 85 0 0 0 0,00 0,00] 85 - -
Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
16 01 2.04 |01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 2 30.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Daerah Retribusi Daerah
16 01 2.04 |02 Analisa dan Pengembangan Retribusi  |Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta 2 56.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan  [Pengembangan Retribusi Daerah dan
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah
16 01 2.04 |03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan 2 41.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Kebijakan Retribusi Daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi
Daerah
16 01 2.04 |04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib 2 35.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
16 01 2.04 |05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 2 44.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Pemeliharaan dan Pelaporan Data
Retribusi Daerah
16 01 2.04 |06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 2 50.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Daerah
16 01 2.04 |07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 2 50.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Daerah Daerah
16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat [Persentase Administrasi Kepegawaian 100 485.000.000 13 20.045.000 100 50.000.000 0 2.000.000 0,00 4,00 113 22.045.000 -
Daerah
16 01 2.05 |01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 10 100.000.000 0 - 5 0| 0 0 0,00 0,00 5 - -
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
16 01 2.05 |02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 160 50.000.000 20| 20.045.000 80 0| 0 0 0,00 0,00 100 20.045.000 -
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
16 01 2.05 |03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 4 30.000.000] 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - -
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
16 01 2.05 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2] 74.000.000 0| - 1] 50.000.000 0 0 0,00 0,00 1] - -
Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
16 01 2.05 |05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 2 30.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00 1 - -
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
16 01 2.05 |09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan 4 70.000.000] 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - -
berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
16 01 2.05 |10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 4 80.000.000] 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - -
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
16 01 2.05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikutti 4 51.000.000] 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - -
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum 100 1.663.999.000 18] 628.050.000 221.670.500 0 1.155.000 0,00 0,52 18 629.205.000 -
16 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 30, 63.081.000 2 44.538.000 7 0 0 0 0,00 0,00 9 44.538.000 -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
vang Disediakan
16 01 2.06 |02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 62| 160.000.000 0 7.000.000 30 0 0 0,00 0,00 30 7.000.000 -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
16 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 120! 75.906.000] 15 30.221.000 30| 0 0 0,00 0,00] 45 30.221.000 -
yang Disediakan
16 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor 2 108.000.000 0| - 1 0 0 0,00 0,00] 1 - -
yang Disediakan
16 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 8 673.500.000 1 211.670.000 2 92.462.500 0 0 0,00 0,00] 3 211.670.000 -
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
16 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 4 30.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2| - -
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
16 01 2.06 |07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 0 100.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2| - -
Disediakan
16 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 57, 352.512.000 7 334.621.000 15 129.208.000 0 0 0,00 0,00 22| 334.621.000 -
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
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Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD
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RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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16 01 2.06 |10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 2] 83.000.000 0| - 1] 0 0 0 0,00 0,00 1] - -
SKPD Dinamis pada SKPD
16 01 2.06 |11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 2 18.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah 48| 1.560.603.000 7 1.054.367.760 100 0 0 0 0,00 0,00] 107| 1.054.367.760 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16 01 2.07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15, 186.708.000 1 116.400.000 4 0 0 0 0,00 0,00] 5 116.400.000 -
16 01 2.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2 600.000.000 0 937.967.760 1 - 0 0 0,00 0,00 1 937.967.760 -
Lainnya Lainnya yang Disediakan
16 01 2.07 |07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 2 55.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Disediakan
16 01 2.07 |08 Pengadaan Aset tak Berwujud Jumlah Unit Aset tak Berwujud yang 2] 42.000.000 0| - 7 0 0 0 0,00 0,00 7 - -
Disediakan
16 01 2.07 |10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 28 526.895.000 2 - 7 0 0 0 0,00 0,00 9 - -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vang Disediakan
16 01 2,07 |11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 2 150.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 544.491.000 17 450.483.735 149.038.074 0 28.597.117 0,00 19,19 17| 479.080.852 -
Pemerintahan Daerah Kantor
16 01 2.08 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 2 30.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Menyurat
16 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 151.808.000 2 136.100.535 3 85.277.860 0 0 0,00 0,00 5 136.100.535 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
16 01 2.08 |03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 30.000.000 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
vang Disediakan
16 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 331 332.683.000 34 314.383.200 85 63.760.214 0 0 0,00 0,00] 119] 314.383.200 -
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang 11 876.724.000 5 160.118.190 8 179.775.000 0 8.415.000 0,00 4,68 13 168.533.190 -
Penunjang Urusan Pemerintahan dipelihara
Daerah
16 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 37 241.724.000 4 160.118.190 10 179.775.000 0 0 0,00 0,00] 14 160.118.190 -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
16 01 2.09 |02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 21! 122.000.000| 0 - 10| 0| 0 0 0,00 0,00 10| - -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
16 01 2.09 |05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 84 65.000.000 0| - 42 o] 0 0 0,00 0,00] 42 - -
16 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 2 70.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Lainnya yang Dipelihara
16 01 2.09 |07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 2 60.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Dipelihara
16 01 2.09 |08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang 2 37.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - -
Dipelihara
16 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 134.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
16 01 2.09 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 2 80.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
16 01 2.09 |11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Sarana dan Prasarana 2 67.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - -
Prasarana Pendukung Gedung Kantor [Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
16 02 PROGRAM INFORMASI DAN 0 20.904.853.000| 0| 8.485.077.700 4.630.795.190 0 0 0,00 0,00] 0 8.485.077.700 -
KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase masyarakat yang menjadi 280 24 - 50| 0 2.820.000 0,00 0,00] 74 2.820.000 -
sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program
prioritas pemerintah
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16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi |Persentase Pengelolaan Informasi dan 100! 20.904.853.000| 34 8.485.077.700 50| 4.630.795.190 0 1.621.500.000 0,00 35,02 84 10.106.577.700
Publik Pemerintah Daerah Komunikasi Publik
Kabupaten/Kota
16 02 2.01 |01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Jumlah Dokumen Hasil Perumusan 16, 229.092.000 3 73.420.000 1 52.158.000 0 0 0,00 0,00] 4 73.420.000
Informasi dan Komunikasi Publik Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik
16 02 2.01 |02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  [Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 3 89.748.000] 0| 49.999.000| 1 0 0 0,00 0,00 1 49.999.000
Opini dan Aspirasi Publik
16 02 2.01 |03 Monitoring Informasi dan Penetapan [Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 4 606.956.000 0| 307.373.700 1 163.137.640 0 0 0,00 0,00 1 307.373.700
Agenda Prioritas Komunikasi Informasi dan Penetapan Agenda
Pemerintah Daerah Prioritas Komunikasi Pemerintah
Daerah
16 02 2.01 |04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 58.000.000 0 50.000.000 1 200.000.000 0 0 0,00 0,00 1 50.000.000
Media Komunikasi Publik Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik
16 02 2.01 |05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik [Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 9.081.933.000 1 4.904.285.000 2 0| 0 0 0,00 0,00 3 4.904.285.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
16 02 2.01 |06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2 6.353.000.000 0 500.000.000 1 431.999.610 0 0 0,00 0,00 1 500.000.000
Informasi Publik
16 02 2.01 |07 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 3 2.372.124.000 0| 1.700.000.000; 1 3.783.499.940 0 0 0,00 0,00] 1 1.700.000.000;
16 02 2.01 |08 Kemitraan dengan Pemangku Jumlah dokumen kemitraan dengan 2 900.000.000 0| 900.000.000 1 0 0 0 0,00 0,00 1 900.000.000
Kepentingan pemangku kepentingan
16 02 2.01 |09 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 2 55.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 -
manajemen komunikasi krisis
16 02 2.01 |10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik 2 54.000.000] 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 -
Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya
16 02 2.01 |11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi[Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata 2 35.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 -
di Daerah Kelola Komisi Informasi di Daerah
16 02 2.01 |12 Penyelenggaraan Hubungan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan 4 950.000.000 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 -
Masyarakat, Media dan Kemitraan Masyarakat, Media dan Komunitas
Komunitas dalam Mendesimasikan Informasi
Program atau Kebijakan
16 02 2.01 |13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 22| 120.000.000 0 - 10| 0| 0 0 0,00 0,00 10| -
Prasarana Pendukung Informasi dan Pendukung Informasi dan Komunikasi
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah |Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
16 |03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 5706452000 18 6.000.000 200.000.000 0] 0] 0,00 0,00 18 6.000.000
INFORMATIKA
Persentase Organisasi Perangkat 110 21 - 100 0| 0 0 0,00 0,00 121 -
Daerah (OPD) yang terhubung dengan
akses internet yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi |Persentase Layanan Publik yang 320 31 0 76 0 0 1.621.500.000 0,00 0,00] 107| 1.621.500.000
Publik Pemerintah Daerah diselenggarakan secara online dan
Kabupaten/Kota terintegrasi
16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah [Persentase Perangkat daerah yang 442.218.000 15 331.594.000 o] 0 0 0,00 0,00] 15 331.594.000
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan [saling terkoneksi diJaringan Intra
Sub Domain di Lingkup Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
16 03 2.01 |01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah [Jumlah Pendaftaran Nama Domain 40 60.000.000 0 - 20| 0| 0 0 0,00 0,00 20 -
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
16 03 2.01 |02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan 92! 90.000.000 7 6.000.000 25 0| 0 0 0,00 0,00 32 6.000.000
Nama Domain dan Sub Domain dalam [Pengawasan Nama Domain dan Sub
Penyelenggaraan Pemerintahan Domain dalam Penyelenggaraan
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16 03 2.01 |03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra [Jumlah Sistem Jaringan Intra 30 352.218.000 0| 325.594.000 10 0 0 0,00 0,00] 10 325.594.000
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup |Persentase perangkat daerah yang 3.119.975.000 21 2.576.032.000 100 200.000.000 0 0 0,00 0,00] 121 2.576.032.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengimplementasikan layanan aplikasi
umum dan aplikasi khusus yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
16 03 2.02 |01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan 7 60.000.000 0 - 2 0| 0 0 0,00 0,00 2| -
government dalam Penyelenggaraan |dan Pengawasan E-Government dalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
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RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
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K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16 03 2.02 |02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi 2 36.000.000] 0| 44.922.000| 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 44.922.000| - -
Induk dan Anggaran Pemerintahan Pengelolaan Rencana Induk dan
Berbasis Elektronik Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik
16 03 2.02 |03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan |Jumlah Pusat Data Pemerintahan 104 65.759.000 8 113.880.500 30 97.400.000 0 0 0,00 0,00 38 113.880.500 - -
Daerah Daerah yang Dikelola
16 03 2.02 |04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi  [Jumlah Dokumen Hasil 6 365.000.000 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00 2 - - -
Intra Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
Intra Pemerintah Daerah
16 03 2.02 |05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 72! 75.000.000 0 - 24 0| 0 0 0,00 0,00 24 - - -
Keamanan Informasi Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
16 03 2.02 |06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan  [Jumlah Perangkat Daerah yang 64| 60.000.000 0| - 32 0 0 0 0,00 0,00] 32 - - -
Informasi Elektronik Menerapkan Koordinasi dan
Sinkronisasi Data dan Informasi
Elektronik
16 03 2.02 |07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 32 58.376.000] 1 128.073.500 10 102.600.000 0 0 0,00 0,00] 11 128.073.500 - -
Bisnis Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
Elektronik Dikembangkan
16 03 2.02 |08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung [Jumlah Layanan Publik yang Terhubung 7 30.000.000 0| - 2 0 0 0 0,00 0,00] 2 - - -
Layanan Pemerintah dengan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah
16 03 2.02 |09 Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang 2 27.000.000 0| - 1 0 0 0 0,00 0,00] 1 - - -
Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan | Diimplementasikan Sesuai dengan
Kota Cerdas Masterplan Smart City
16 03 2.02 |10 Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 38, 2.197.840.000 4 2.289.156.000 12 0 0 0 0,00 0,00 16| 2.289.156.000 - -
Sumber Daya Teknologi Informasi dan [Pengembangan dan Pengelolaan
Komunikasi Pemerintah Daerah Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah
16 03 2.02 |11 Pengelolaan Government Chief Jumlah Dokumen Pengelolaan 104 130.000.000 4 - 30| 0 0 0 0,00 0,00] 34 - - -
Information Officer (GCIO) Government Chief Information Officer
(GCIO)
16 03 2.02 |12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 2 15.000.000 0 - 1 0| 0 0 0,00 0,00 1 - - -
Pengembangan Ekosistem SPBE dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Rata rata capain kinerja; 37,50 42,36
Predikat capaian| Sangat Rendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN Dinas Koperasi,UKM
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN dan Perindustrian
17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA Prosentase meningkatnya jumlah 45| 20.000.000 7,56 0 0 0 E 0| 0,00 0,00] 8 =
SIMPAN PINJAM koperasi yang memiliki ijin usaha
simpan pinjam
17 | 02 | 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam  [Jumlah ijin usaha simpan pinjam yang 54 10.000.000 10,50 0 0 - 0 0,00 0,00 11 -
untuk Koperasi dengan Wilayah diterbitkan
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
17 [ 02 | 201 | O1 (Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan|Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan 54 10.000.000]| 10,50 0 0 - 0 0,00 0,00 11 - - -
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, [Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Koperasi Simpan Pinjam untuk Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan [Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
17 | 02 | 202 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan 5] 10.000.000 1,25 0 0 - 0 0,00 0,00 1] - - -
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor |Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
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Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 [ 02 | 202 | 01 (Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Jumlah Pemenuhan Izin Usaha 5 10.000.000| 1,25 0 0 - 0 0,00 0,00 1 -
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan |Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase koperasi yang 30,8 101.353.000 8,02 7.810.000 23,16 0 - 7.810.000 0,00 0,00] 31 15.620.000
PEMERIKSAAN KOPERASI menyelenggarakan RAT setiap tahunnya
17 3 201 Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase pemeriksaan dan 12| 101.353.000 4,25 7.810.000 9 0 - 7.810.000 0,00 0,00 13 15.620.000
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit | pengawasan yang dilakukan untuk
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah |koperasi dengan wilayah kenaggotaan
Keanggotaannya dalam Daerah dalam daerah kabupaten/kota
Kabupaten/ Kota
17 3 201 |1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan 40 50.676.500 7,00 0| 31 0| - 0 0,00 0,00 38, -
Kemandirian, Ketangguhan, serta Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kemandirian, Ketangguhan, serta
Kabupaten/Kota Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
17 3 201 |2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi yang Memenuhi 40! 50.676.500 9,50 7.810.000 31 0 - 7.810.000 0,00 0,00] 41 15.620.000
Terhadap Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan
Undangan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja
Kabupaten/Kota
17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase koperasi aktif 46,5 158.946.000 5,33 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00] 5 -
KSP/USP KOPERASI
17 4 201 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan | Persentase usaha simpan pinjam oleh 48] 158.946.000 11,25 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 11 -
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi koperasi yang dinilai kesehatannya
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 [untuk koperasi dengan wilayah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
17 4 201 |1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah 168 105.964.000 39,00 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 39 -
KSP/USP Koperasi Kewenangan Dilakukan Penilaian Kesehatan
Kabupaten/Kota
17 01 2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Kepuasan Pelayanan 85 18.063.140.000 35,25 3.586.157.886 75 3.705.558.078, - 3.586.157.886 0,00 0,00] 110| 7.172.315.772
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
17 01 2.01 01 [Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, 85 81.512.500 7,50 1.963.000 100 0 - 1.963.000 0,00 0,00 108, 3.926.000
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
17 5 201 02 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 81.512.500 0,75 1.963.000 4 0| - 1.963.000 0,00 0,00 5 3.926.000
Perangkat Daerah Perangkat
17 5 201 03 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 - - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
17 5 202 04 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 - - 0| 1 - 0 0,00 0,00 1 -
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
17 5 202 05 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 - - 0| 1 - 0 0,00 0,00 1 -
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
17 5 203 06 [Koordinasi dan Penyusunan Perubahan [Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 - - 0| 1 - 0 0,00 0,00 1 -
DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
17 5 203 07 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 12, - - 0 12 - 0 0,00 0,00] 12 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
17 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 - - 0 1 - 0 0,00 0,00] 1 -
Perangkat Daerah
17 6 201 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 100 9.322.325.444 25,00 3.326.539.578 100 3.344.977.968 100,00 3.326.539.578 100,00 0,00 125 6.653.079.156
Daerah
17 6 201 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 35, 7.664.208.358 8,75 3.186.022.078| 35 3.244.995.468 35,00 3.186.022.078; 100,00 100,00 44 6.372.044.156
Tunjanga n ASN
17 6 201 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12, 639.210.836 3,00 140.517.500 12 99.982.500 12,00 140.517.500 100,00 100,00 15 281.035.000
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 6 201 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 16, 203.781.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17 6 201 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi [Jumlah Dokumen Koordinasi dan - - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
17 6 201 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 203.781.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0 - -
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
17 6 201 |06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 2 203.781.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0 - -
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
17 6 201 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18, 203.781.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
17 6 201 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan 12, 203.781.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
17 6 201 |09 Administrasi Barang Milik Daerah pada |Persentase Administrasi Barang Milik 100! 550.587.500 - 0 100 0 - 0 0,00 0,00] 100 - -
Perangkat Daerah Daerah
17 6 201 |20 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan [Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 0 163.025.000 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
17 6 201 |21 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 163.025.000 - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Milik Daerah SKPD
17 6 201 |22 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik  [Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang 81.512.500] - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Daerah SKPD Milik Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
17 6 201 Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 12 81.512.500 3,00 0| 12 0| - 0 0,00 0,00 15 - -
Pengendalian Barang Milik Daerah Pengawasan, dan Pengendalian Barang
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
17 6 201 |04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 12 - 3,00 0| 12 - 0 0,00 0,00 15 - -
Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
17 6 201 |04 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 12 - 3,00 0| 12 - 0 0,00 0,00 15 - -
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
17 6 201 |22 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 12 61.512.500 3,00 0| 12 0| - 0 0,00 0,00 15 - -
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
17 6 201 |09 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Administrasi Kepegawaian 100 2.755.375.000 25,00 0| 100 0| - 0 0,00 0,00 125 - -
Daerah
17 6 201 |06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 1 203.781.250 - 0 1 0 - 0 0,00 0,00] 1 - -
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
17 6 201 Pengadaan Pakaian Dinas bese rta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 0 181.250.000 - 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 0| - -
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
17 6 201 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 12 151.250.000 3,00 25.000.000 12 0| 12,00 25.000.000 100,00 0,00 15 50.000.000 -
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
17 6 201 |06 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 12 151.250.000 - 0| 12 0| - 0 0,00 0,00 12 - -
Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian
17 6 201 |06 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 12 151.250.000 - 0| 12 0| - 0 0,00 0,00 12 - -
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
17 6 201 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 0 868.906.250 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
17 6 201 |06 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 0 332.562.500 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0 - -
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
17 6 201 |06 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 0 715.125.000 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 - -
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum 100 1.084.058.439 15,00 75.950.389 100 99.584.400 20,00 15.576.430 20,00 15,64 115 91.526.819 -
17 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 33.094.075 1,50 3.587.000 6| 5.324.000 1,00 942.590 16,67 17,70 8| 4.529.590 -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
17 01 2.06 |04 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 0 - - 0| 0| - 0 0,00 0,00 0| - -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
17 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 6 24.453.750 1,50 4.360.000 12 5.950.000 6,00] 2.370.000 50,00 39,83 14 6.730.000 -
yang Disediakan
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Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11 =10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 01 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 6 47.318.006 1,50 9.009.500! 12 9.313.750 6,00] 3.266.890 50,00 35,08 14 12.276.390
yang Disediakan
17 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan [3 79.527.671 1,50 10.944.000 12 7.910.650 6,00 3.426.950 50,00 43,32 14 14.370.950
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
17 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 23.475.600 3,00 4.320.000 12 0| - 0 0,00 0,00 15 4.320.000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
17 01 2.06 |01 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 2 101.250.000 - 0| 0| - 0 0,00 0,00 0| -
Disediakan
17 01 2.06 |04 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12, - - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Tamu
17 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 469.267.463 2,25 43.729.889 12 71.086.000 1,00 5.570.000 8,33 7,84 14 49.299.889
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17 01 2.06 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 12, 101.890.625 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
SKPD Dinamis pada SKPD
17 01 2.06 |06 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 6 203.781.250 - 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 0| -
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
17 |01 2.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100] 2.280.300.936 - 0 100 0 - 0 0,00 0,00 100 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Penunjang Urusan Kantor
17 01 2.06 Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 0 101.250.000 - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
vang Disediakan
17 01 2.06 |09 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 303.750.000 - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
17 01 2.06 |00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 705.000.000 - 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 0| -
Lainnya Lainnya yang Disediakan
17 01 2.06 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 0 611.343.750 - 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Disediakan
17 01 2.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 558.957.186 - 0| 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vang Disediakan
17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Urusan 100! 586.278.656 25,00 126.739.644 100 170.363.540 80,00 126.739.644 80,00 74,39 125 253.479.288
Pemerintahan Daerah Kantor
17 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12, - - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
17 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 119.986.400 6,00 16.373.644 12 22.829.160 4,00 6.497.475 33,33 28,46 18, 22.871.119
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
17 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 6 - - 0 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
17 01 2.08 |'04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 6 466.292.256 1,50 110.366.000 12 147.534.380 4,00 50.236.670 33,33 34,05 14 160.602.670|
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
17 01 2.08 |05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Jasa Pelayanan Umum 100 1.402.701.525 25,00 54.965.275 100 90.632.170 - 54.965.275 0,00 60,65 125 109.930.550
Penunjang Urusan Pemerintahan Kantor
Daerah
17 01 2.08 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 6 324.020.339 1,50 45.700.275| 10 67.340.000 6,00/ 45.700.275 60,00 0,00] 12 91.400.550]
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
17 01 2.08 |0 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 121.500.000 - 0 - 0 0,00 0,00 0 -
17 01 2.08 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10 157.181.186 2,00 5.665.000 12 13.560.000 8,00 5.665.000 66,67 41,78 14 11.330.000
Lainnya yang Dipelihara
17 01 2.08 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 100.000.000 - 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Dipelihara
17 01 2.08 |04 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang - - 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Dipelihara
17 01 2.08 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 300.000.000 0,75 3.600.000 2 9.732.170 3,00 3.600.000 150,00 36,99 3 7.200.000
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
17 01 2.08 |11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 250.000.000 - 0| 2 - 0 0,00 0,00 2| -
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnva Dipelihara/Direhabilitasi
17 01 2.08 |12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Sarana dan Prasarana 150.000.000 - 0| - 2.293.000 0,00 #DIV/0! 0| 2.293.000
Prasarana Pendukung Gedung Kantor [Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




. . " . Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi capaian kinerja RKPD Tl_ngk-at Caplan'Kln?rja dan Realisasi kinerja Anggaran RPJMD ngk_at (?'apalan dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ . . N . Kabupaten/kota s/d Tahun Realisasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 7 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 01 2.08 |04 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan - - 0 - 0 0,00 0,00] 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
17 (03 4 PROGRAM PENGAWASANDAN Persentase 24,32 35.894.810 0,00 0,00 24 -
PEMERIKSAANKOPERASI koperasiyangmenyelenggarakan
RATsetiap tahunnya
17 03 2.01 |4 Pelaksanaan PenilaianKesehatan Jumlah Unit UsahaKoperasi yang 162 0,00 0,00] 162 -
KSP/USPKoperasi TelahDilakukan PenilaianKesehatan
KewenanganKabupaten/Kota
17 03 2.01 |4 Pemeriksaan dan Pengawasan 35.894.810 0,00 0,00 0 -
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
17 03 2.01 |02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi 35.894.810 0,00 0,00 0 -
Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
17 | 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro yang menjadi 15 307.625.000! 7,76 0 10| 0 - 0| 0,00 0,00 18| -
usaha kecil
17 08 2.01 |04 Pengembangan Usaha Mikro dengan  [Persentase jumlah usaha mikro yang 71 13,90 0 65 - 0 0,00 0,00] 79| -
Orientasi Peningkatan Skala Usaha diberikan dukungan fasilitas
Menjadi Usaha Kecil standarisasi dan sertifikasi produk
usaha
17 |08 2.01 |04 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha  |Jumlah Unit Usaha Mikro yang 18652 307.625.000 139,00 0 17719 0 - 0 0,00 0,00 17858 -
Kecil dalam Pengembangan Produksi  [Terfasilitasi dalam Pengembangan
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
serta Desain dan Teknologi SDM., serta Desain dan Teknologi
17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN |Persentase Peningkatan Koperasiyang 10, 484.149.000 1,53 340.884.500 5 443.707.000 2,00/ 198.845.500 40,00 44,81 7 539.730.000
PERKOPERASIAN berkualitas
17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian [Persentase jumlah anggota koperasi 31 161.383.000 15,00 340.884.500 31 443.707.000 15,00 198.845.500 48,39 44,81 46 539.730.000
Bagi Koperasi yang Wilayah yang telah mengikuti pelatihan
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
17 05 2.01 |01 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami 17019 161.383.000 8.446,25 40.364.000| 16942 443.707.000 - 198.845.500 0,00 44,81 25388 239.209.500
Pengetahuan Perkoperasian serta Pengetahuan Perkoperasian
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
17 05 2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM [Persentase Koperasi yang mengikuti 5 322.766.000 0,50 #VALUE! 3 0 - 0 0,00 0,00] 4 #VALUE!
dalam Daerah Kabupaten/Kota pelatihan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
17 05 2.02 |01 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami 528 107.588.667 110,00 #VALUE! 478 0| - 0 0,00 0,00 588, #VALUE!
Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan [Pengetahuan UKM Serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM UKM kempetensi SDM UKM
17 05 2.02 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha  [Jumlah SDM yang Memahami 528 107.588.667 110,00 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 110 -
Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Pengetahuan Usaha Mikro
Kabupaten/Kota
17 05 2.02 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami 528 107.588.667 110,00 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 110 -
Pengetahuan Usaha Mikro serta Pengetahuan Usaha Mikro Serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha [Kapasitas dan kempetensi SDM Usaha
Mikro Mikro
17 |07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Persentase Pertumbuhan UMKM 5] 813.149.000| 1,26 44.960.000 0,05 40.120.820 - 0 0,00 0,00 1 44.960.000
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)
17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Persentase Ratio pertumbuhan 6 813.149.000 1,25 44.960.000| 4 40.120.820 - 0 0,00 0,00] 5 44.960.000|
Dilakukan Melalui Pendataan, wirausaha baru yang berskala mikro
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
17 07 2.01 |02 Pendataan Potensi dan Pengembangan [Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 286 162.629.800 60,00 0 0 0 - 0 0,00 0,00 60| -
Usaha Mikro Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
17 07 2.01 |4 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Jumlah Unit Usaha yang Telah 264 135.524.833 54,25 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 54, -
Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 07 2.01 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha |Jumlah Usaha Mikro yang Telah 506 271.049.667 54,25 0 0 0 - 0 0,00 0,00] 54 -
Mikro Mendapatkan Perizinan
17 07 2.01 |04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi  |Jumlah Unit Usaha yang Telah 286, 60.986.175 74,25 3.760.575 257| 40.120.820 - 0 0,00 0,00 331 3.760.575
dan Pengembangan Usaha Mikro Menerima Pembinaan dan
Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
17 07 2.01 |05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Jumlah SDM yang Telah Melakukan 528 121.972.350 139,00 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 139 -
Para Pemangku Kepentingan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
Pemberdayaan Usaha Mikro Para Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdavaan Usaha Mikro
17 07 2.01 |06 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami 572 60.986.175 141,50 0| 0| 0| - 0 0,00 0,00 142 -
Pengetahuan Usaha Mikro serta Pengetahuan Usaha Mikro dan
Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha [Kewirausahaan
Mikro dan Kewirausahaan
Rata rata capain kinerja; 52,45 32,04
Predikat capaian| sangatrendah| sangatrendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL
18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Indek Kepuasan Pelayanan 85| 21.357.392.000| 36 9.582.223.265 75| 5.221.117.440 40| 2.099.162.937 53,33 40,21 111 11.681.386.202
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
17 07 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Ketersediaan Dokumen 100 210.628.000 50 21.540.000 100 6.102.000 50 1.770.000 50,00 29,01 150 23.310.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17 07 2.01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 21 160.628.000 3 21.540.000 6 6.102.000 3 1.770.000 50,00 29,01 9 23.310.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
17 07 2.01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 6 50.000.000] - - 3 - 0 - 0,00 #DIV/0! 3 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ~ [Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerija SKPD
17 07 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Ketersediaan Dokumen 100 18.062.547.000 50 8.229.399.227 100 4.281.172.764 50| 1.957.203.448 50,00 45,72 150 10.186.602.675
Daerah Administrasi Keuangan
17 07 2.02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan 202 16.886.457.000] 22 7.982.312.927| 55 4.202.934.764 88| 1.920.165.448 160,00 45,69 77| 9.902.478.375
Tunjangan ASN
17 07 2.02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Penyediaan 44 528.362.000 6| 119.566.500 11 41.420.000 11 21.960.000 100,00 53,02 17| 141.526.500
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
17 07 2.02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 36! 337.296.000 3 57.200.000 12 28.200.000 12 57.200.000 100,00 202,84, 15 114.400.000|
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
17 07 2.02 |07 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi [Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 91.524.000 3 50.470.000 2 8.618.000 0 8.480.000 0,00 98,40 5 58.950.000
SKPD Pelaksanaan Akutansi SKPD
17 07 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah Laporan Keuangan 8 218.908.000 1 19.849.800 0 0 1 6.598.000 0,00 0,00] 1 26.447.800
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |Laporan Koordinasi Penyusumam
Lapoan Keuangan
Bulanan/Triulan/Semesteran SKPD
18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat [Persentase Capaian Kegiatan 50! 130.000.000 33 5.975.000 50 10.950.000 30| - 60,00 0,00 83 5.975.000
Daerah Administrasi Kepegawaian
18 01 2.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 2 40.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0| -
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
18 01 2.05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang Yang Mengikuti 20 90.000.000] 1 5.975.000! 5 10.950.000 0 - 0,00 0,00] 6 5.975.000|
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |[Persentase Ketersediaan Penunjang 95! 491.255.000 42 405.981.832 95 66.762.260 38| 20.533.260 40,00 30,76 137 426.515.092
Administrasi Umum Perangkat Daerah
18 01 2.06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 9.610.000 1 4.345.000 1 2.904.000 0,67 1.948.000 67,00 67,08 2 6.293.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Yang Disediakan
18 01 2.06 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 5.000.000 1 282.871.850 1 - 0 - 0,00 0,00 2 282.871.850
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
18 01 2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 4 22.346.000 1 7.618.000 1] 2.010.000 0 2.010.000! 0,00 100,00 2 9.628.000
Yang Disediakan
18 |01 [2.06 |04 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 8| 97.824.000 1 26.515.000 2 6.842.060 2,00 6.842.060 100,00 100,00 3 33.357.060)
Yang Disediakan
18 01 2.06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12, 72.686.000] 2 33.566.600 3 6.290.200 2 3.873.200 66,67 61,58 5 37.439.800
Penggandaan Penggandaan Yang di Sediakan




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
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Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
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18 01 2.06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 7.224 35.940.000 558 9.250.000 1896 2.640.000 162 900.000 8,54 34,09 2454 10.150.000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
18 01 2.06 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan 20 11.000.000 2 4.990.000! 0 - 0,00 0,00] 2 4.990.000
Tamu
18 01 2.06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 99 236.849.000 4 36.825.382 25 46.076.000 5 4.960.000! 20,00 10,76 29 41.785.382
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18 01 2.07 |01 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Kegiatan 100! 868.428.000 25 418.301.995 100 67.430.000 100 418.301.995 100,00 620,35 125 836.603.990
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [Pengadaan barang milik daerah
18 01 2.07 |02 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 500.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0| -
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Yang
Disediakan
18 01 2.07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 100.000.000 1 197.001.995 52 67.430.000 0 - 0,00 0,00] 53 197.001.995
18 01 2.07 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit Peralatan dan Mesin Yang 8 268.428.000 5 221.300.000 6 0 0 - 0,00 0,00 11] 221.300.000
Lainnya Disediakan
18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Ketersediaan Jasa 90 1.039.312.000 48 340.943.251 90| 546.000.416 47%) 103.896.229 0,52 19,03 138] 444.839.480
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Kantor
18 01 2.08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Jasa Komunikasi dan 48| 640.564.000 9 138.425.251 12 463.684.416 5 66.280.229 41,67 14,29] 21 204.705.480
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
18 01 2.08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum 48 398.748.000 9 202.518.000 12 82.316.000 4 37.616.000 33,33 45,70 21| 240.134.000
Kantor Kantor Yang Disediakan
18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Capaian Kegiatan 100 555.222.000 44 160.081.960 75 242.700.000 5% 15.760.000: 0,07 6,49 119 175.841.960
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah
18 01 2.09 |01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Peroranga Dinas 21 387.042.000 2 118.756.960 7 72.340.000 0,6 14.150.000 8,57 19,56 9 132.906.960
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
18 01 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 33.670.000 - - 0 - 0,00 0,00 0| -
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
18 01 2.09 |05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 9 7.200.000 - - 30| 0 - 0,00 0,00] 30| -
18 01 2.09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 55! 37.430.000 7 21.280.000 14| 5.890.000 610.000 7,14 10,36 21| 21.890.000
Lainnya Yang Dipelihara
18 01 2.09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 89.880.000 1 20.045.000 2 164.470.000 1 1.000.000 50,00 0,61 3 21.045.000
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi
18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase TersedianyaRegulasi daerah 25.302.600 0,00 0,00 0| -
PENANAMAN MODAL tentangpenanaman Modal
18 02 2.01 Penetapan PemberianFasilitas/Insentif |Persentase Usaha YangDiberi 100 0| 0,00 0,00 100 -
DibidangPenanaman Modal Fasilitas/Intensif
yangMenjadi KewenanganDaerah
Kabupaten/Kota
18 02 2.01 |01 Penetapan Kebijakan DaerahMengenai |Jumlah PeraturanDaerah/Provinsi 50 0,00 0,00 50 -
PemberianFasilitas/Insentif dalamPemberianFasilitas/Insentif
danKemudahan PenanamanModal danKemudahan PenanamanModal
18 02 2.01 Evaluasi PelaksanaanPemberian Jumlah Kegiatan Usahadari Pelaku 2 0,00 0,00 2| -
Fasilitas/Insentifdan Kemudahan Usaha yangMemperoleh Insentifdan
PenanamanModal KemudahanBerusaha di Daerah
18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah Dokumen Perencanaan 5 1.082.588.000 0 8.674.000| 25.302.600 0 - 0,00 0,00 0 8.674.000
Kabupaten/Kota Penanaman Modal
18 02 2.02 Penyusunan Rencana Umum Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 2 260.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 -
Penanaman Modal Daerah Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
18 02 2.02 |02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang [Jumlah Peta Potensi Investasi dan 3 822.588.000 0 8.674.000 1 25.302.600 0 - 0,00 0,00 1 8.674.000
Usaha Kabupaten / Kota Peluang Usaha Kabupaten/Kota
18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Nilai PMA 865.639.000 49.662.245 13 54.889.000 0,00 0,00] 0 49.662.245
MODAL US$/M(Rp)
Nilai PMDN 42.419.885 4 190 M (Rp) 0,00 0,00] 0 =
Persentase peningkatanPMA 10 1 - 0,70% 0,00 0,00 1 -
Persentase peningkatanPMDN 2,6 1 -| 10% Persen 0,00 0,00 0 =
18 03 2.01 Penyelenggaraan PromosiPenanaman [Jumlah MediaPenyelenggaraanPromosi 3 865.639.000 1 49.662.245 54.889.000 0,00 0,00] 1 49.662.245
Modal yangMenjadi PenanamanModal
KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
18 03 2.01 |01 Penyusunan StrategiPromosi Jumlah PeraturanDaerah yang 1 0,00 0,00] 1 -
Penanaman Modal MengaturPromosi PenanamanModal
Kewenangankabupaten/Kota
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5 6 7 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
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18 03 2.01 |02 Pelaksanaan KegiatanPromosi Jumlah Dokumen HasilKegiatan 1 54.889.000 0,00 0,00] 1 - - -
Penanaman ModalDaerah PromosiPenanaman
Kabupaten/Kota ModalKabupaten/Kota
0,00) 0,00 0 - - -
18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN | Nilai IKM Perijinan Investasi 76 816.848.000 43 113.459.950 75,90 41.465.400 0,00] 10.320.000: 0,00 24,89 119 123.779.950
MODAL Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan 90| 43 J 86| 38 44,19 0,00 129 -
Dalam PTSP
18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan [Rasio Sektor Perizinan Yang Terbit 90! 816.848.000 43 113.459.950 90 41.465.400 40 10.320.000: 44,44 24,89 133 123.779.950 - -
Secara Terpadu Satu Pintu Di BiDang
Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18 04 2.01 |01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang 3.100: 300.848.000 494 36.730.000 800 12.552.000 1.191] - 148,88 0,00] 1294 36.730.000 - -
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Mendapatkan Pelayanan Terpadu
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha |Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Terintegrasi Secara Elektronik Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
18 04 2.01 |02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 1.450 200.000.000 171 32.054.000 400 - 0 - 0,00 0,00 571 32.054.000 - -
Perizinan dan Nonperizinan Usaha yang Mendapat Pemantauan
Penanaman Modal Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha dan Non Perizinan
Penanaman Modal
18 04 2.01 |03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Orang yang Memperoleh 1.100: 158.000.000 98| 23.361.950 300 28.913.400 53 10.320.000: 17,67 35,69 398 33.681.950 - -
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Layanan Konsultasi dan Terkelolanya
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan [Pengaduan Masyarakat Terhadap
dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
18 04 2.01 |04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan |Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 107! 158.000.000 3 21.314.000 5 0 0 - 0,00 0,00] 8 21.314.000 - -
Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah Usaha yang Melakukan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
18 05 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase PeningkatanKetaatan Pelaku 385.519.000 40| - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL [UsahaTerhadap StandarPelayanan
18 05 2.01 Pengendalian PelaksanaanPenanaman [Prosentase PeningkatanPemahanan 100! 1.444.332.000 33 589.601.720 100 0 - 0,00 0,00] 133 589.601.720 - -
Modal yangMenjadi PelakuUsaha
KewenanganDaerah Kabupaten/Kota |TerhadapPelaksanaanPenanaman
Modal
18 05 2.01 |01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usahadari Pelaku 42! 228.300.000 3 13.690.000| 12 4.086.000 0 - 0,00 0,00] 15 13.690.000 - -
SinkronisasiPemantauan Usaha yangMelakukan Koordinasidan
PelaksanaanPenanaman Modal SinkronisasiPemantauanPelaksanaanPe
nanaman Modal
18 05 2.01 |02 Koordinasi dan SinkronisasiPembinaan [Jumlah Pelaku Usahayang 1.180 819.432.000 141 395.536.720 300 260.519.000 0 - 0,00 0,00 441 395.536.720 - -
PelaksanaanPenanaman Modal MendapatkanPembinaan
PelaksanaanPenanaman Modal
18 05 2.01 |03 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usahadari Pelaku 48] 396.600.000 7 180.375.000 12 120.914.000 0 - 0,00 0,00] 19 180.375.000 - -
SinkronisasiPengawasan Usaha yangMelakukan Koordinasidan
PelaksanaanPenanaman Modal SinkronisasiPengawasan
18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN |Persentase Penyediaan data dan 90 196.330.000 33 42.817.000 8.415.000 40| E 0,00 0,00 BS 42.817.000 0,00 0,00
SISTEM INFORMASI PENANAMAN informasi perizinan yang valid dan
MODAL reliabel
18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Persentase Pengelolaan Data dan 90! 196.330.000 33 42.817.000 8.415.000 40 - 0,00 0,00 33 42.817.000 - -
Perizinan dan Nonperizinan yang Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Terintegrasi
Kabupaten/Kota
18 06 2.01 |01 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi Perizinan 4 196.330.000 1 42.817.000 8.415.000 1] - 0,00 0,00 1] 42.817.000 - -
Pemanfaatan Data dan Informasi dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
Terintegrasi Secara Elektronik Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Rata rata capain kinerja; 54,75 59,49
Predikat capaian Rendah Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | ‘
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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Program Penunjang urusan 85 15.963.800.000 97 6.082.929.826 75 1.199.892.379 0] 1.137.892.373 0,00 94,83/ 0,00 7.220.822.199
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum 70! 742.500.000 80 121.146.000 70 30.428.950 0 53.186.822 0,00 174,79 0,00 174.332.822
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket peraltan dan 20! 41.000.000 - - 5 9.585.900 4 9.585.900 80,00 100,00 0,00 9.585.900
Perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah paket logistik kantor yang 20 97.000.000] 2 69.826.000 5 5.755.000 2 2.605.000 40,00 45,26 0,00 72.431.000
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen bahan bacaan dan 120 137.000.000 10 24.800.000 30 30| 0 0,00 0,00 0,00 24.800.000
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undang
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan 20 34.000.000 5 5.500.000 5 12.235.000 1 704.300 100,00 5,76 0,00 6.204.300|
Penggandaan penggandaan
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 24 410.000.000 6 21.020.000 6 30.049.000 1 1.264.000! 16,67 4,21 0,00 22.284.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Tersedianya Barang Milik 100! 582.000.000 - - 50| 3.714.050 - 0 0,00 0,00] 0,00 0
Penuniang urusan Pemerintah Daerah |Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya sarana dan prasarana 8 62.000.000 - - 5 3.714.050 - 0 0,00 0,00] 0,00 0
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya |gedung kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang Kantor 80! 240.597.000 80 134.551.802 80 148.207.500 80 44.295.680 100,00 29,89 0,00 178.847.482
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 16 93.118.000 4 16.083.302| 2 31.740.000 4 3.661.680 200,00 11,54 0,00 19.744.982
daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
vang Disediakan
Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa service 20 62.479.000 10 9.531.500 - - - 0 0,00 0,00] 0,00 9.531.500]
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa Pelayanan umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 16, 85.000.000] 3 108.937.000 4 116.467.500 1 40.634.000 25,00 34,89 0,00 149.571.000
kantor Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik 70 398.342.000 70| 174.598.500 70| 74.980.000 65,33 3.545.000 93,33 4,73 0,00 178.143.500
penunjang urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 20! 103.342.000 4 121.036.000 5 72.340.000 0 0 0,00 0,00 0,00 121.036.000
pemelihaan dan pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
perorangan Dinas atau kendaraan dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 40 12.000.000 5 3.563.000 8| 2.640.000 7 2.110.000; 87,50 79,92 0,00 5.673.000
lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 5 20.000.000 1 49.999.500]| 1 0 0 0,00 0,00] 0,00 49.999.500]|
Kantor dan bangunan lainnya Lainnya Yang diperlihara/ direhabilitasi
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan 80 12.650.861.000} 80 3.163.402.524 80 2.986.278.627 0 1.137.892.499' 0,00 38,10 0,00 4.301.295.023
Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan 142 11.700.000.000 35 3.045.317.024 35 2.870.036.923 35 1.106.470.799 100,00 38,55 0,00 4.151.787.823
tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi pelaksanaan [Jumlah dokumen hasil penyediaan 20 662.861.000 5 107.559.500 5 110.760.004 4 96.797.500 80,00 87,39 0,00 204.357.000
tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan  [Jumlah laporan keuangan akhir tahun 12, 104.000.000 3 10.526.000| 3 5.481.700 2 5.481.700 66,67 100,00 0,00 16.007.700|
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD
Perencanaan Penganggaran dan Persentase Perencanaan, Penganggaran 90 1.264.500.000 90 38.071.000 90| 3.145.000 78,75 22.045.300 87,50 100,00 0,00 60.116.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 32| 220.166.666 6| 13.867.000 8| 1.545.000 6 10.150.500: 75,00 100,00 0,00 24.017.500
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen RKA-SKPD 27! 210.000.000 3 24.204.000 7| 1.600.000 6 11.894.800: 85,71 100,00 0,00 36.098.800
RKA-SKPD
Program Pengembangan Kapasitas Tinkat Partisipasi Pemuda Dalam 90! 2.770.000.000 80 583.610.000 85 229.209.575 0 0 0,00 0,00 0,00 583.610.000
Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Ekonomi Mandiri
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam 90! 80 85 0 0,00 0,00 0,00 0|
organisasi kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan
Pemberdayaan dan Pengembangan Persentase Pemberdayaan dan 75 900.000.000 - - 75 216.729.575 0 0 0,00 0,00] 0,00 0
Organisasi Kepemudaann Tingkat Pengembangan Organisasi
Daerah Kab/ Kota Kepemudaan
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan 45 450.000.000 2 583.610.000 15 216.729.575 0 0 0,00 0,00 0,00 583.610.000
Organisasi Kepemudaan Kab/ Kota Kapasitas Organisasi Kepemudaan
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Penyadaran, pemberdayaan dan Persentase Pemuda yang mendapat 500000% 1.870.000.000} - - 50| 0 0 0,00 0,00] 0,00 0 -
pengembangan pemuda dan pelatihan kader pengembangn
kepemudaan terhadap pemuda kepemimpinan, kepedulian,
pelopor kab/ kota, wirausaha muda kesukarelawan dan kepeloporan
pemula dan pemuda kader kab/ kota _|pemuda
Koordinasi, sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor Kab/ Kota dari 160 520.000.000 - - 40 0 0 0,00 0,00 0,00 0| -
penyelenggaraan peningkatan seluruh kecamatan yang ditingkatkan
kapasitas dava saing pemuda pelopor__|kapasitas dava saingnya
Koordinasi, sinkronisasi dan Jumlah wirausaha pemuda kab/ kota 120 400.000.000 - - 30 0 0 0,00 0,00 0,00 0| -
penyelenggaraan peningkatan dari seluruh kecamatan yang
kapasitas daya saing wira usaha pemula|ditingkatkan kapasitas daya saingnya
19 03 Program Pengembangan Kapasitas Persentase Peningkatan Prestasi 10,58 2.258.500.000| 10,07 1.573.186.000 10,07 0 0 0,00 0,00 0,00 1.573.186.000 -
Daya Saing Keolahragaan Olahraga
19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pembinaan dan 100 502.000.000 - - 80 0 0 0,00 0,00 0,00 0| -
Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan [pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
19 03 201 Koordinasi,sinkronisasi dan Jumlah sarana dan prasarana olahraga 6 265.000.000 1 173.186.000 1 0 0 0,00 0,00 0,00 173.186.000 -
pelaksanaan Penyediaan sarana dan kab/kota yang tersedia dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota _|termanfaatkan
19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pembinaan dan 80! 490.000.000 - - 80 0 0 0,00 0,00 0,00 0| -
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Pengembangan Olahraga Pendidikan
Provinsi pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Atlet  |Jumlah Atlet Berprestasi Kab/ Kota yang 225 180.000.000 28, 20.000.000| 25 0 0 0,00 0,00 0,00 20.000.000 -
berprestasi Kab/ Kota menerima Penghargaan
19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Persentase Jumlah Organisasi Olahraga 80 607.100.000 - - 80| 0 0 0,00 0,00] 0,00 0 -
Organisasi Olahraga
19 03 201 Pengembangan Organisasi Jumlah Dokumen Pengembangan 58 162.200.000 - - 5 0 0 0,00 0,00] 0,00 0 -
Keolahragaan Organisasi Olahraga
19 03 201 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga [Persentase Penyelenggaraan Event OR 80 570.000.000 - - 80| 0 0 0,00 0,00] 0,00 0 -
Tingkat Daerah Kab/ Kota Prestasi tingkat Daerah
19 03 201 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan [Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 6 200.000.000 - - 1 0 0 0,00 0,00] 0,00 0 -
Olahraga Tingkat Kab/ Kota Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kab/ Kota
Rata rata capain kinerja; 63,88 58,54
Predikat capaian Sedang| Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
STATISTIK
20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0 0| - 0 0 0 0 0 - -
STATISTIK
20 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 800.394.000 12 443.304.000| 149.999.772 0,00 0 0 0| 0| - -
STATISTIK SEKTORAL
Persentase data sektoral yang dipublik 100! 0| 62 - 70| 0 0 0 0 0 - -
pada website Pemda
Persentase perangkat daerah yang 100! 67 - 100 0 0 0 0 0 - -
menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan
daerah
Persentase perangkat daerah yang 100! 67 - 100 0 0 0 0 0 - -
menggunakan data statistik dalam
menyusun evaluasi pembangunan
daerah
20 | 02 | 201 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di | Persentase metadata statistik sektoral 100 800.394.000 17 443.304.000 50| 149.999.772 0 0 0 0 0 - -
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dihimpun ()
20 | 02 | 201 [ O1 |Koordinasidan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 3 220.394.000| 1 180.294.000 1 103.634.058 0 0 0 0 0 - -
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Sinkronisasi Pengumpulan,
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |Pengiolahan, Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral
20 | 02 [ 201 | 02 |Peningkatan kapasitas SOM Pemerintah|Jumlah SDM yang Meningkat 4 250.000.000 0 - 2 0 0 0 0 0 0 - -
Daerah dalam Peningkatan Mutu Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang Terintegrasi Statistik Daerah yang Terintegrasi
20 | 02 [ 201 ] 03 |Membangun Metadata Statistik Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang 3 120.000.000 1 90.000.000 1 0 0 0 0 0 0 - -
Sektoral Dihimpun




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
5 6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
20 | 02 [ 201 ] 04 |Peningkatan Kapasitas Kelembagaan [Jumlah Perangkat Daerah yang 4 20.000.000 0 - 2 0 0 0 0 0 0 -
Statistik Sektoral Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral
dari BPS
20 | 02 [ 201 | 05 [pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 12000%! 20.000.000 0 - 5 0 0 0 0 0 -
20 | 02 [ 201 | 06 [Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Jumlah Data Statistik Sektoral yang 96 170.000.000 32 173.010.000 32 46.365.714 0 0 0 0 0 -
Sektoral di Daerah Dihimpun
Rata rata capain kinerja; 0 0
Predikat capaian| Sangatrendah| Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0 0| 0| - 0 0 0 0 0 0
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN 488.644.000 31 137.499.300 150.000.000 0 0| 0| 0 0 0
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI|
Tingkat keamanan informasi 30 3 - 10 0 0 0 0 0 0 0
pemerintah daerah
Persentase Perangkat daerah yang telah 20 6 - 20 0 0 0 0 0 0 0
menggunakan sandi dalam komunkasi
Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase Persandian untuk 60 371.044.000 62 122.632.300 30| 142.500.000 0 0 0 0 0 0
Pengamanan Informasi Pemerintah Pengamanan Informasi Pemkab
Daerah Kabupaten/Kota Lampung Utara
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan 2 25.000.000 0| - 0 0 0 0 0 0 0 0
Keamanan Informasi dan Jaring Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah |Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kabupaten/Kota vang Ditetapkan
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan 100! 20.307.000 0| 34.067.000 10 2.500.000] 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan [Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 105! 258.737.000 15 69.365.300 15 140.000.000 0 0 0 0 0 0
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |Informasi Pemerintahan Daerah
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan Jumlah Perangkat Daerah yang telah 47 67.000.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi Pemerintah Daerah Menggunakan Layanan Keamanan
Kabupaten/Kota Informasi
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi [Persentase Pola Hubungan Komunikasi 45 117.600.000 0| 34.067.000 15 7.500.000 0 0 0 0 0 0
Sandi Antar Perangkat Daerah Sandi Antar Perangkat Daerah di Kab
Kabupaten/Kota Lamspung Selatan
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Jumlah Perangkat Daerah yang 75 117.600.000 0| 34.067.000 15 7.500.000 0 0 0 0 0 0
Sandi Pemerintah Daerah Terhubung dalam Jaring Komunikasi
Kabupaten/Kota Sandi
Rata rata capain kinerja; 0 0
Predikat capaian| Sangatrendah| SangatRendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN
22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kesenian budaya yang 75 2.205.901.000 20| 963.487.082,98| 70| 50.000.000 E 106.540.000 0,00 213,08 20,25 1.070.027.082,98
KEBUDAYAAN dilestarikan
22 02 2.01 |01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat [Persentase pengelolaan kebudayaan 100! 1.286.938.000 46 433.852.082,98 100 50.000.000 - 106.540.000 0,00 213,08 45,74 540.392.082,98
Pelakunya dalam Daerah yang pelakunya masyarakat
Kabupaten/Kota
22 02 2.01 |02 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan |Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan 4 1.286.938.000 1 433.852.082,98 1 50.000.000 - 106.540.000 0,00 213,08 0,71 540.392.082,98
Sumber Daya Manusia Kesenian yang Dilindungi Dikembangkan dan
Tradisional Dimanfaatkan
22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang ~ |Persentase kegiatan pelestarian 100! 922.963.000 25 #DIV/0! 100 - - - 0,00 0,00] 25,00 -
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah  |kesenian tradisional yang pelakunya
Kabupaten/Kota masyarakat
22 02 2.02 |01 Pelindungan Pengembangan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya 20 922.963.000 - #DIV/0! 5 - - - 0,00 0,00] - -
Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi [yang Dilakukan Pelindungan
Budava Pengembangan dan Pemanfaatan
22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kelompok kesenian 75 295.636.000 20| #DIV/0! 70| - - 50.000.000 0,00 0,00] 20,42 -
KESENIAN TRADISIONAL tradisional yang terbina




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Target RPJMD Kabupaten/kota

Realisasi Capaian Kinerja RPJIMD

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi capaian kinerja RKPD
Kabupaten/kota s/d Tahun

Tingkat Capian Kinerja dan
Realisasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja Anggaran RPJMD

Tingkat Capaian dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Kode Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) pada tahun 2024 (Akhir Periode | Kabupaten/kota sampai dengan RKPD | - Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan | Kineja sampai dengan Triwulan Il Kabupaten Lampung Utara s/d Tahun RPJMD Kabupaten/kota | Penanggung Jawab
RPJMD) Kabupaten/kota Tahun lalu (2022) (Tahun 2023) yang dievaluasi . 2023(Akhir Tahun pelaksanaan RKPD
RKPD tahun 2023) Triwulan Il Tahun 2023 s/d Tahun 2023
6 8 9=8/7*100 10=6+8 11=10/5x100
2 3 4 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
22 | 03 | 201 | O1 |Pembinaan Kesenian yang Masyarakat |Persentase Kegiatan pembinaan 75 295.636.000 10 #DIV/0! 100 - - 50.000.000 0,00 0,00 10,00 - - -
Pelakunya dalam Daerah kesenian yang pelakunya masyarakat
Kabupaten/Kota
22 | 03 [ 201 | 02 [Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan [Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian 115 295.636.000 29 #DIV/0! 30 - - 50.000.000; 0,00 0,00 28,75 - - -
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan
Tradisional dan Pelatihan (Ditingkatkan
Kompetensinva)
22 | 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan sejarah 35 300.000.000 29 66,67 30 - - 0,00 0,00 28,57 66,67 - -
22 | 04 | 201 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Persentase pembinaan sejarah lokal 100 300.000.000 17 66,67 100 - - 0,00 0,00 16,67 66,67 - -
(satu) Daerah Kabupaten/Kota daerah
22 | 04 [ 201 | 03 |Peningkatan Akses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi 27, 300.000.000 2 66,67 9 - - 0,00 0,00 1,50 66,67 - -
terhadap Data dan Informasi Sejarah  [Sejarah yang dapat diakses Masyarakat
22 05 2.01 PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase cagar budaya yang 75! 1.643.820.000 19 302.990.100,00 70 - - 0,00 0,00 18,75 302.990.100,00 - -
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA terlestarikan
22 5 201 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Persentase penetapan cagar budaya 100! 931.961.000 50 47.563.100,00 100 - - 0,00 0,00 50,00 47.563.100,00 - -
Kabupaten/ Kota peringkat Kabupaten/Kota
22 5 201 |1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya 900 831.961.000 75 100,00 300 - - 0,00 0,00] 75,00 100,00 - -
Budaya yang Didaftarkan
22 5 201 |2 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 1 100.000.000 0| #DIV/0! - - 0,00 0,00] 0,25 - - -
Ditetapkan
22 5 202 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat  |Persentase pengelolaan cagar budaya 100! 711.859.000 50 255.427.100,00] 100 - - 0,00 0,00] 50,00 255.427.100,00] - -
Kabupaten/Kota peringkat Kabupaten/Kota
22 5 202 |1 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 6 28.650.000 1 100,00 7 - - 0,00 0,00] 0,50 100,00 - -
Diregistrasi
22 5 202 |2 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 60 103.209.000 - #DIV/0! 25 - - 0,00 0,00] - - - -
Dikembangkan
22 5 202 |3 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 24 580.000.000 5 255.427.100,00| 6 - - 0,00 0,00] 4,50 255.427.100,00] - -
Dimanfaatkan
22 |06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase penyediaan dan 75 219.569.000 17, 96,96/ 70 - - 0,00 0,00 17,27 96,96/ - -
PERMUSEUMAN pemeliharaan sarana dan prasarana
permuseuman
22 6 201 I M Kabupaten /Kota |Persentase museum Kabupaten yang 100 219.569.000 0 96,96 100 - - 0,00 0,00 0,25 96,96 - -
dikelola
22 6 201 |1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana [Jumlah Sarana dan Prasarana Museum 24 219.569.000 0| 96,96 6 - - 0,00 0,00] 0,24 96,96 - -
dan Prasarana Museum yang Tersedia
01 06 201 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA | Persentase Modul Kamus dan bahan 50 422.670.000 14 55.600.100,00 E E 0,00 0,00] 14,38 55.600.100,00 = =
DAN SASTRA ajar Bahasa Daerah
1 6 201 Pembinaan Pengembangan dan Persentase pembinaan pengembangan 100! 422.670.000 50 55.600.100,00 - - 0,00 0,00] 50,00 55.600.100,00 - -
Perlindungan Bahasa dan Sastra yang |dan perlindungan bahasa dan sastra
penuturannya dalam daerah kabupaten |yang penuturannya dalam daerah
/ kota Kabupaten/Kota
01 06 2.01 |06 Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap [Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra 11 422.670.000 2 55.600.100,00 - - 0,00 0,00 1,50 55.600.100,00| - -
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan | Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
Rata rata| 0,00 53,27
capain
kinerija,
Predikat| Sangat rendah Sedang
capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indek Kepuasan Pelayanan 85 12.635.604.000| 19 5.657.635.376 80| 2.766.609.710 49| 1.275.081.190 61,31 46,09 68| 6.932.716.566 0,00 0,00
PEMERINTAHA